— Justisia 


Sosial dan Kebudayaan 


R Dinamika Politik Kekeluartaan 


Malapetaka Demouknasi 


tib JUSTISIA 


MELINTAS BATAS MELANGGAR ETIKA 


Ijin Terbit 

Dekan Fakultas Syari'ah dan 
Hukum UIN Walisongo Semarang 
No. 01/B-1 WS/I11/1993 

ISSN 1410-1785 

Jurnal Edisi 53 Tahun 2022 


Pelindung: 

Dr. H. M. Arja Imroni, M.Ag. 

Dr.H. Ali Imron, S.H., M.Ag. 
H.T 


Tholkah, M.A. 
Dr. H. Ahmad Izzudin, M .Ag. 


Staf Ahli: 

Rumadi, Imam Yahya, Zamhuri, 
Sumanto Al Gurtuby, Musahadi, 
M. Arja Imroni, Sahidin. 


Redaktur Senior: 

Ibnu Thalkhah, Ingwury H, Umam 
ar Rozy, Aziz Hakim, Kholidul Adib, 
S. Nur Ma'unah, Tedi Kh., AK, 
Umam, Pujiyanto, Imam F., Wiwit 
RF., Zaky M., Arif M., Sujiantoko, 
Ikhrom, Ika NFRJ., M. Najibur 
Rohman, Siti Rofi'ah RWS., Nur 
Ana M., Munif Ibnu, Yayan M 
Royani, Ubadul Adzkiya, M. Ainul 
Yagin, M. Ali Masruri, 

Salwa Nida. 


Pimpinan Umum: 
Fia Maulidia 


Kabag. Keuangan: 
Selma Salsabila Andini 


Pimpinan Redaksi: 
Salsabila Dhiya Alriye 


SekretarisiRedaksi: 
M. Eutfi Nanang S. 


Redaktur'Pelaksana: 

Rusda Khoiruz Zaman, Lina Mei 
Tina, Nur HikmahMAnisa Yuliani, 
Nisrina Khairunnisa, Fia.Maulidia 


Lay Outer/Desain Grafis: 
Rizkho AM , M. Rizgi Maulana 


Alamar Redaksi: 

Gedung Student Center 
Fakultas Syariah dan Hukum 
UIN Walisongo Lantai 2 

Jl. Raya Prof, Dr. Hamka KM.2, 
Ngaliyan, Semarang, 50185 
Telp. (024) 7601291 

Fax. (024) 7610128 

Email: justisia. Peseamal com 
Contact Person 

085807402271 (Fia) 
087837951692 (Sabil) 


DAFTAR ISI 


SALAM REDAKSI 
KATA PENGANTAR 


DINAMIKA POLITIK DINASTMBUPATI 

DI WILAYAH BANTEN, CIREBON, DAN 
PRIANGAN DALAM MEFANGGENGKAN 
STATUS OUO KAUM, KOkOENJAL 


DINASTI POLIMK PASCA,KEMERDEKAAN: 
ERA ORDE BARU'DAN.REFORMASI 


DINASTIPOLITIK DALAM KACAMATA 
ANALISIS HWJKUM 


SISPMEM,NEOPATRIMONIAL DALAM 
DINASTI,POLITIK MEMARGINALISASI 
ENIKA POLITIK 


PRIVILEGE KEKERABATAN: SUMBER 
MUNCULNYA KORUPSI DI INDONESIA —— 56 


ANALISIS PENGARUSUTAMAAN AGENDA 
FEMINIS TERHADAP KEPEMIMPINAN 
PEREMPUAN DALAM POLITIK ELEKTORAL 

DAN GERAKAN AKAR RUMPUT —— 73 


MENYELAMI HITAM-PUTIH FENOMENA 
FAMILIAL TIES PADA KEPEMIMPINAN 
PEREMPUAN POLITIK LOKAL DI 
INDONESIA 


SALAM REDAKSI 


embicarakan kekuasaan 
tidak terlepas dari berbagai 
pertanyaan yang muncul 


setelahnya, termasuk tentang 
bagaimana ia dapat hadir, diproduksi 
dan dilanggengkan. Hal inilah yang 
mendasari kami, segenap Redaktur 
Jurnal Justisia untuk mengkaji 
bagaimana dinasti politik bekerja. 
Sebab dinasti politik menjadi salah satu 
strategi yang digunakan 'elit' untuk 
mempertahankan kekuasaannya, 
dengan berbasiskan pertalian darah 
ataupun hubungan perkawinan. 


Kami menyadari betul bahwa 
dinasti politik bukanlah fenomena"bau 
kencur. Ia tumbuh begitu subur selama 
bertahun-tahun di berbagai wilayah 
Indonesia. Kehadirannya bak benalu 
yang menempel di tubuh pemerintahan 
dan menghisap banyak privileses Kita 
melihat sendiri, bagaimana dominasi 
Ratu Atut Chosiyah di Banten, Fuad 
Amin di Bangkalan, Dodi Alex Noerdin 
di Musi Banyuasim dan dominasi- 
dominasi lainnya berujung menambah 
deretan kasus korupsi di Indonesia. 
Kendati pelarangannya pernah 
diregulasikan oleh UU Pilkada 2015, 
kemudian dibatalkan oleh MK dengan 
alasan melanggar hak asasi manusia. 
Ada hal-hal yang 'terluputkan' dari 
putusan tersebut jika menelisik efek 
yang dihasilkan. Untuk itu lewat 
jurnal ini, kami berupaya membahas 
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dinasti politik dari berbagai sisi dan 
kompleksitasnya. 


Jurnal Justisia Edisi 53 yang saat 
ini berada di tangan kawan-kawan 
merupakan wujud usahaskami, dalam 
menguraikan#pemikiran yang kami 
harapkan , kritis, setelah.” melewati 
proses (pembacaan, crefleksi dan 
diskusi sekian lamanya. Kami harap 
tulisanstulisans didalamnya dapat 
menjadi pemantik dari pembahasan 
berikutnya, agar semangat untuk 
merawat kesadaran tidak berhenti 
di jurnal“ini saja. Semoga kita dapat 
terus menghadapi berbagai fenomena 
dengan nalar yang kritis sehingga tidak 
melupakan nilai kita sebagai manusia. 
Redaksi mengucapkan, selamat 
membaca! 


Salsabila Dhiya Alriye 


Pimpinan Redaksi Jurnal 


JUSIISIA Te 


KATA PENGANTAR 


erbincangan mengenai dinasti 
Posisi sempat menjadi topik 

hangat dalam dinamika 
kekuasaan di Indonesia beberapa 
waktu lalu. Tepatnya saat anak Jokowi, 
Gibran Rakabuming Raka, sukses 
menjadi wali kota Surakarta mengikuti 
jejak ayahnya. Dan menantu Jokowi, 
Bobby Nasution, yang mencalonkan 
diri sebagai wali kota Medan menaiki 
kendaraan mertuanya, PDI-P. Media 
luar The  Economist menyebut 
pencalonan kedua keluarga Jokowi 
tersebut sebagai momentum “luar 
biasa”, mengingat Jokowi pada awalnya 
menolak memuluskan jalan spolitik 
bagi keluarganya. Bahkan dalam 
autobiografinya yang digawangi oleh 
Alberthiene Endah dan. diterbitkan 
pada 2018 silam, Jokowi menyatakan 
“Menjadi presiden bukan #berarti 
menyalurkan kekuasaan kepada anak- 
anak saya”. 


Pernyataan JJokowi jini akhirnya 
bukan hanya terkesan plinplan, 
melainkan “juga menarik untuk 
dicermati lebih jauh. Apayangmembuat 
pernyataan Jokowi ditentang oleh 
sikapnya sendiri menuurut kami tidak 
semata soal ketidakjelasan orientasi 
visi politik Jokowi. Lebih jauh dari 
itu, ada basis material yang bekerja. 
Basis itu adalah basis ekonomi politik. 
Dalam sejarahnya, praktik seperti itu 
sering disebut sebagai dinasti politik. 
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Secara mudah, dinasti politik dapat 
dipahami sebagai strategi politik untuk 
tetap menjaga kekuasaan dengan cara 
mewariskan kekuasaan yang telah 
digenggam kepadaworang lain yang 
masih merupakan, kalangan sanak 
saudara. Ini merupakan .pengertian 
klasik dinasti politik..Pada praktiknya, 
mewariskan kekuasaan secara 
telanjang memang tidak terjadi dalam 
dinamika, perpolitikan Indonesia. Ada 
banyak perangkat hukum yang secara 
khusus menata aturan pemilihan 
pejabat publik. Hanya saja konstelasi 
internak. “tidak bisa tidak tetap 
mempunyai andil besar sebagai faktor 
kunci untuk mengamankan kekuasaan 
berbasis familisme. 


Hal itulah yang mendorong kami, 
Kru Jurnal Justisia, tertarik untuk 
mengupas lebih jauh mengenai dinasti 
politik menggunakan perspektif 
yang lebih material. Dicermati sejak 
masa kolonial, praktik dinasti politik 
ini sudah kentara memperlihatkan 
kepentingan ekonomi politik yang 
kental. Para petualang dari Belanda 
sangat paham bahwa mendekati 
para pialang kekuasaan lokal bakal 
sangat menguntungkan mereka. 
Apalagi ongkosnya sangat murah. 
Tulisan Rusda Khoiruz dalam jurnal 
ini akan mencermati bagaimanakaum 
kolonial melanggengkan status guo 
mereka dengan cara memelihara para 
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bupatinya, membagi kekuasaan dengan 
mereka dan memberi hak yang lebih 
ketimbang kaum pribumi lainnya. Yang 
menjadi sorotan Rusda adalah daerah 
Banten, Cirebon dan Priangan yang 
notabene menjadi daerah yurisdiksi 
para penjajah. 


Lina, dalam tulisannya, akan 
menunjukkan bahwa dari masa ke 
masa dinamika kekuasaan selalu 
menarik untuk dicermati. Dapat 
dilihat dari proses demokratisasi di 
Indomesia yang selalu menampilkan 
wajah ganda. Pada lanskap tertentu 
perubahan itu membawa ke arah yang 
lebih baik, dan pada lanskap yang lain 
justru sebaliknya. Tak sedikit kelompok 
yang berkuasa selama periode rezim 
non demokratik yang tidak memiliki 
kesempatan — untuk memperoleh 
keuntungan ekonomi dan politik mulai 
memanfaatkan kondisi yang'ada untuk 
kepentingan pribadi dan kelompoknya, 
terutama keluarganya.4:ina menyebut 
bahwa praktik seperti itu dilakukan 
atas nama keputradaerahan, otonomi 
daerah serta.,.distribusi pemerataan 
kesejahteraan" dan lain-lain. Mereka 
bertindak tak jauh beda dengan rezim 
otoritarian"syang “pernah berkuasa 
sebelumnya. 


Selanjutnya ada tulisan Hikmah, 
yang lebih menyoroti dinasti politik 
menggunakan kacamata hukum. 
Bagaimana bisa upaya penghambatan 
dinasti politik di Indonesia yang 
tertuang dalam Pasal 7 huruf r 
UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
pemilihan gubernur, bupati dan wali 
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kota yang telah membatasi hak politik 
warga negara Indonesia yang berstatus 
keluarga petahana bisa dicabut oleh 
Mahkamah Konstitusi (MK) pada 8 
Juli 2015. Awal mula bisa tercetus 
UU No. 8 Tahun 2018 tersebut sebab 
Kementrian Dalam Negeri menjadikan 
norma kepatutan sebagai norma 
hukum dalam Rancangan Undang- 
undang Pilkada yangketika itu dibahas 
DPR. Norma hukum,yang diusulkan 
Kemendagrisialah pelarangan calon 
kepala daerah yang mempunyai ikatan 
kekerabatan,dengan petahana, kecuali 
ada jarak waktu minimal satu masa 
jabatan.» Pembahasan lebih lanjut 
mengenai alasan-alasan tercetus dan 
dibatalkannya. UU ini dibahas dalam 
tulisanHikmah. 


Anisa dalam tulisannya 
membahas soal fatsun politik yang 
berkaitan dengan dinasti politik. Anisa 
memandang bahwa sistem patrimonial 
dalam dinasti politik berkembang dan 
memberi celah bagi terjadinya gejala 
neopatrimonial tumbuh dalam tatanan 
demokrasi yang tidak memihak pada 
etika dalam berpolitik. Menurut Anisa, 
adanya etika politik sangat diperlukan 
dalam pelaksanaan praktik politik 
dalam kehidupan berbangsa dan 
pelaksanaan pemerintahan. Visi, misi 
dan tujuan mustahil dapat dicapai 
tanpa adanya etika politik pada para 
pemangku kebijakan publik. Anisa 
memandang bahwa moral merupakan 
entitas yang berdiri sendiri dimana 
moralitas merupakan strategi 
kekuasaan yangtidak selamanya terkait 
dengan persoalan baik dan buruk 
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namun bersifat realistik dan objektif. 
Meski praktik dinasti politik sudah 
tidak diatur secara hukum, namun 
sebagai pejabat publik seyogyanya juga 
mengindahkan nilai moral kehidupan 
dan etika dalam upaya suksesi 
pencalonan. 


Sabil dalam tulisannya membahas 
bagaimanadinasti politikdapatmenjadi 
penyebab maraknya praktik korupsi di 
Indonesia. Dengan kekuasaan dinasti 
yang bersifat eksklusif, terpusat dan 
menumpuk, check and balance tidak 
dapat berjalan sebagaimana mestinya. 
Dinasti pun dijadikan sebagai alat 
penumpuk kekayaan. Seperti lingkaran 
setan, kekuasaan digunakan untuk 
melanggengkan kekuasaan itu sendiri. 
Di samping itu Sabil juga menguraikan 
bagaimana dominasi, tipologi partai 
dan budaya politik masyarakat 
berperan besar dalam menyuburkan 
dinasti politik di Indonesia. 


Dalam tulisannya, Fia membahas 
bagaimana sulitnya agenda feminis 
dibawaoleh kepemimpinan perempuan 
baik di ranah “politik “elektoral dan 
di akar rumput, la menjelaskan 
bagaimana,stantangan /yang begitu 
kompleks menghadang perempuan di 
tiap anak tangga. Kemudian Nisrina, 
dirinya mengulas buku bunga rampai 
yang dihasilkan dari penelitian yang 
dilakukan oleh Kurniawati Hastuti 
Dewi dkk. Buku ini menarik sebab 
topik perempuan sebagai subjek politik 
belum banyak dilirik dan digarap 
peneliti maupun akademisi. Konsep 
penelitian yang diusung oleh Hadiz dan 
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Robison dijadikan acuan utama dalam 
buku ini melalui pendekatan teoritis 
neo-Marxis. Hal ini dikarenakan 
faktor kekerabatan (familial ties) 
yang dimaksud bukanlah kekerabatan 
biasa, melainkan kekerabatan untuk 
memperkuat benteng oligarki lokal, 
sehingga berkaitan erat dengan 
fenomena munculnya perempuan 
sebagai pemimpinwdi tingkat lokal. 
Buku ini menyibak fenomena,tersebut 
dengan kajian-kajian,yang.'kritis dan 
akademis,sserta secara komprehensif 
diperkaya akan, data, dan perspektif 
yangs sistematis. “Tentunya tidak 
mengabaikan "perspektif perempuan 
dan gender « dalam keterlibatan 
demokratisasi.Fokal. 


Pendek kata, jurnal ini akhirnya 
dapat “terbit setelah sekian lama 
filenya" hanya 'ngendon' di laptop. 
Kami menyadari betul masih terdapat 
kekurangan di sana sini dalam 
penulisan jurnal ini. Oleh karenaya, 
kami membutuhkan kritik habis- 
habisan dari antum sekalian agar 
kami tak jumawa dan menganggap ini 
merupakan karya kami yang baik. 


Rusda Khoiruz (Pemred Jurnal Justisia 
2020-2021) 
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Abstrak 

Para petualang perdagangan 
dalam Perusahaan , Hindia... Timur 
Belanda, yangssecara ,resmi” disebut 
sebagai Persatuam,Perusahaan Hindia 
Timur '(Vereenigde ..Oost  Indische 
Compagnie, VOC, 1602-1799) sangat 
sadar jika memanipulasi kepentingan 
politik Tokal akan sangat murah 
ongkosnya. .'Hal tersebut sekaligus 
memberikan apa yang selama ini para 
kepala “daerah pribumi cari, yaitu 
kekuasaan. Jauh sebelum Pemerintah 
Kerajaan — Belanda — menancapkan 
kuasanya di Hindia Belanda, pada 
tahun 1746, daerah Pasisir—sebutan 
bagi daerah Mancanegara di pantai 
utara Jawa yang memanjang dari 
Cirebon hingga — Surabaya—jatuh 
ke tangan kompeni VOC. Praktis, 
daerah itu kemudian menjadi daerah 
yurisdiksi VOC.  Bupati-bupatinya 
menjadi bawahan kompeni. Kewajiban 
mereka terhadap Raja Mataram beserta 
semua adat-upacaranya dialihkan ke 
kompeni. Tulisan ini bertujuan untuk 
menguraikan jaringan politik dinasti 
di Banten, Cirebon dan Priangan dalam 
melanggengkan status guo kaum 
kolonial. Kendati perubahan rezim 
bupati dari masa ke masa berlangsung, 
tapi bukan berarti orang-orang yang 
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Dinamika Politik Dinasti Bupati di Wilayah Banten, Cirebon, dan Priangan dalam 
Melanggengkan Status Guo Kaum Kolonial 


bekerja di sistem lama lenyap begitu 
saja. Mereka bertranformasi ke dalam 
sistem baru dengan membawa serta 
kebiasaan, pengetahuan, sikap, dan 
hubungan mereka yang telah ada 
sebelumnya. Saat Daendels naik 
sebagai wakil pemerintah Belanda dan 
Raffles sebagai wakil Inggris, mereka 
menghendaki adanya pengawasanketat 
terhadap administrasi dan keuangan, 
sehingga ia melakukan perombakan 
terhadap struktur birokrasi kolonial. 
Bupati yang menjadi salah satu mata 
rantai birokrasi kolonial tak luput 
dari perombakan itu. Posisi dan status 
bupati mengalami perubahan besar 
di tangan keduanya. Bupati diangkat 
sebagai pegawai pemerintah, hak serta 
kewajibannya ditentukan secara jelas, 
dan mereka digaji atas jasa-jasanya. 


Kata Kunci: Bupati, Keluarga, Kaum 
Kolonial, Kesultanan 


Pendahuluan 


Salah sekian cara kaumekolonial 
melanggengkan kuasanya di Hindia 
Belanda ialah.dengan mengendalikan 
para kepala “daerah pribumi, yang 
disebut juga.-sebagai bupati. Para 
bupati merupakan» golongan yang 
sangat menarik dalam sejarah Jawa. Di 
satu sisi mereka sangat dekat dengan 
tradisi politik pribumi dan di sisi yang 
lain juga menjadi aparat pemerintah 
kolonial, yang artinya ia berkewajiban 
untuk menjalankan fungsi dan 
perannya secara legal-rasional. 
Dengan demikian, bupati mengemban 
peran ganda yang membuatnya 
dilematis, ia mesti patuh terhadap 
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perintah pemerintah kolonial sebagai 
atasannya, tetapi sebagai pemimpin 
pribumi ia sekaligus harus melindungi 
rakyatnya. (sofiani 2019). Di Banten, 
Cirebon, dan Priangan pada era 
kolonialisme, terdapat dinasti bupati 
yang berkuasa sangat lama bahkan 
antar satu daerah dengan daerah yang 
lain tak jarang hanya terjadi pertukaran 
kepemimpinan sajanseperti yang akan 
ditunjukkan dalam 'analisis tulisan ini. 
Dalam (Heather 2021), bupati sendiri 
dianggap ssebagain, pewatis langsung 
dari para,kepala daerah-dan penguasa 
vasalvpada masa pra.kolonial. Bahkan 
parlemen,Belanda-sendiri memberikan 
bentuk hukum. untuk keyakinan ini 
dengan memastikan, berdasarkan 
konstitusi tahun 1854, pengangkatan 
bupati secara turun temurun selama 
standar 'minimal terpenuhi. 


Dari berbagai kajian yang ada 
menunjukkan bahwa bupati pada era 
kolonial memegang otoritas tradisional 
sekaligusotoritaslegal. Halinipulasalah 
satunya yang membuat sandungan 
utama bagi usaha pemerintah kolonial 
ketika hendak mewujudkan sistem 
birokrasi legal-rasional dalam struktur 
pemerintahan pribumi. Melalui para 
bupati inilah sejatinya para pejabat 
VOC dapat mengakses informasi dan 
kondisi lapangan mengenai masyarakat 
pribumi. Pada umumnya pejabat 
VOC memang tidak tahu menahu 
kondisi di lapangan. Sementara bupati 
merupakan sosok yang tepat menjadi 
perantara dengan masyarakat pribumi. 
Bupati memiliki pengaruh besar 
terhadap rakyatnya dan dimanfaatkan 
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Rusda Khoiruz Zaman 


oleh VOC untuk kepentinganeksploitasi 
ekonomi. Oleh karenanya VOC tidak 
segan-segan mengikatkan diri dengan 
bupati, sebab dalam ikatan itu mereka 
melihat kelangsungan masa depannya 
(Vlekke 2020: 307). 


Para petualang perdagangan 
dalam Perusahaan Hindia Timur 
Belanda, yang secara resmi disebut 
sebagai Persatuan Perusahaan Hindia 
Timur (Vereenigde Oost  Indische 
Compagnie, VOC, 1602-1799) sangat 
sadar jika memanipulasi kepentingan 
politik lokal akan sangat murah 
ongkosnya. Hal tersebut sekaligus 
memberikan apa yang selama ini para 
kepala daerah pribumi cari, yaitu 
kekuasaan. Keterlibatan VOC dengan 
urusan Jawa yang semakin dalam 
tak dapat ditampik, ketika itu terjadi 
VOC menjalankan konsolidasi dalam 
hubungannya dengan otoritas bumi 
setempat, yang disebut juga dengan 
“bupati, serta menyederhanakan 
hierarki pejabat kerajaan dan. kepala 
daerah yang berbeda,menjadi jaringan 
kepala daerah, danfagen yang.relatif 
lebih tertib yang' dapat dikendalikan 
secara longgar (Heather 2021: 4-5). 


Tulisan ini bertujuan untuk 
menguraikan jaringan politik dinasti 
di Banten, Cirebon dan Priangan dalam 
melanggengkan status guo kaum 
kolonial. Kendati perubahan rezim 
bupati dari masa ke masa berlangsung, 
tapi bukan berarti orang-orang yang 
bekerja di sistem lama lenyap begitu 
saja. Mereka bertranformasi ke dalam 
sistem baru dengan membawa serta 
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kebiasaan, pengetahuan, sikap, dan 
hubungan mereka yang telah ada 
sebelumnya. Anggota elite dalam 
perjalanannya terus mengembangkan 
modal sosial, jaringan, baik resmi 
maupun pribadi di dalam dan di antara 
institusi politik dan ekonomi. Ditambah 
lagi mereka tahu bagaimana cara untuk 
mempertahankan dan mendapatkan 
dominasi kekuasaan: anak-anak 
mereka memiliki akses ke pendidikan 
serta uang. Dari sini kemudian muncul 
prinsip turun “temurunt.dan status 
khusus yangsdiberikan “kepada bupati 
selama periode kolonial. Sehingga 
terdapat» kecenderungan kuat bagi 


bupati untuk “ membentuk kelas 
bangsawan .ekhusus yang menjadi 
perwujudan,” utama budaya elite 


tradisional dan fokus utama sentimen 
politik-rakyat pedesaan. Kelompok ini 
tetap'eksklusif sekalipun ada beberapa 
mobilitas masuk ke dalam lingkarannya 
karena mereka begitu sadar dengan 
statusnya yang tinggi (Heather 2021). 


Legitimasi Kekuasaan Bupati 


Jauh sebelum Pemerintah 
Kerajaan Belanda — menancapkan 
kuasanya di Hindia Belanda, pada tahun 
1746, daerah Pasisir—sebutan bagi 
daerah Mancanegara di pantai utara 
Jawa yang memanjang dari Cirebon 
hingga Surabaya—jatuh ke tangan 
kompeni VOC. Praktis, daerah itu 
kemudian menjadi daerah yurisdiksi 
VOC. Bupati-bupatinya menjadi 
bawahan kompeni. Kewajiban mereka 
terhadap Raja Mataram beserta semua 
adat-upacaranya dialihkan ke kompeni. 


JUSIISIA EA 


Dinamika Politik Dinasti Bupati di Wilayah Banten, Cirebon, dan Priangan dalam 
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Bupati lantas dimanfaatkan oleh 
kompeni untuk melayani kepentingan 
perdagangan (Sartono, A, and Suhardjo 
1987: 13). Tidak hanya itu, bupati juga 
diwajibkan untuk membayar upeti 
yang jumlah dan waktunya ditentukan 
oleh kompeni mulai dari jenis dan 
untuk kepentingan apa barang tersebut 
seperti lada, beras, minyak kelapa, kayu 
bahan bangunan, kayu bakar, benang 
tenun dan sebagainya. Ditambah lagi 
bupati dibebankan kewajiban untuk 
menyediakan tenaga manusia yang 
diperolehnya dari hubungan feodal- 
tradisional bupati dengan desa-desa 
yang terletak di wilayah kekuasaannya. 


Pasca 1746, kedudukan bupati 
daerah Pasisir justru bertambah 
kuat, sebab oleh kompeni mereka 
diakui sebagai satu-satunya penguasa 
yang tertinggi di daerah masing- 
masing. Mereka beserta keluarganya 
diakui sebagai golongan aristokrasi 
dan dipertahankan “sesuai adat 
yang berlaku sebagai satu-satunya 
kelompok sosial ,yang mempunyai 
wewenang menduduki  jabatan- 
jabatan di daerah masing-masing. 
Di samping itu,/karena terlepas dari 
pengaruh Kekuasaan istana Mataram, 
aristokrasi Pasisir ini dapat dengan 
bebas dan leluasa meniru serta 
mengembangkan kehidupan istana. 
Kabupaten-kabupaten Pasisir seolah- 
olah merupakan kerajaan kecil dengan 
segala adat, lambang dan upacaranya. 
Pada abad ke-19, ketika VOC dilikuidasi 
dan semua kekayaannya diambil 
alih Pemerintah Baaafsche Republiek 
(Pemerintah Kerajaan Belanda waktu 
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itu: 1795—1806), daerah-daerah di 
Jawa yang menjadi daerah yurisdiksi 
VOC selanjutnya menjadi daerah 
administrasi Pemerintah Kolonial 
belanda (Sartono, A, and Suhardjo 
1987: 14). 


Mengingat pemerintah kolonial 
sangatsenangterhadap masyarakatkelas 
atas dan pejabat yang terbukti loyal, tidak 
mengherankan jika keluarga bupati 
menikmati keuntungan dari vjabatan 
tinggi yang sudah mapanxserta akses 
yang relatif mudahuntuk mendapatkan 
manfaat 'dari “pemerintah Belanda, 
terutama pendidikan Barat (Heather 
2021). Kaumkolonial mengembangkan 
kekuasaannya melalui berbagai 
kontrak.yang disepakati dengan para 
penguasaspribumi. Kaum kolonial tak 
segan-segan untuk bersikap luwes, 
menyesuaikan diri dengan keadaan 
tradisi pribumi yang telah mapan. 
Posisi bupati pada era kolonial 
memang sengaja diperkuat setidaknya 
sebelum Daendels menjadi Gubernur 
Jenderal Hindia Belanda (sofiani 2019: 
6). Tujuan kaum kolonial memperkuat 
posisi bupati salah satunya untuk 
melanggengkan ikatan feodal antara 
bupati dengan rakyatnya sebagai alat 
penting yang dapat dimanfaatkan 
untuk mendukung eksploitasi kolonial. 
Sikap pemerintah kolonial itu telah 
mendukung  konservatisme yang 
menghidupkan kepentingan lembaga 
tradisional. — Pemerintah — kolonial 
memberikan toleransi dan bahkan 
mengizinkan birokrasi tradisional 
tetap dipertahankan. 
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Pada pasal 64 dari Indische 
Grondwet (Undang-undang Dasar 
Hindia) yang diberlakukan pada 
tahun 1855 tersebut, berisi ketentuan 
bahwa “verschillende takken van het 
algemeen bestuur' (berbagai tugas dari 
pemerintahan umum) akan dikelola 
oleh para direktur negeri jajahan. 
Mereka akan melaksanakan tugas 
di bawah perintah dan pengawasan 
dari gubernur-jenderal. Raja hanya 
bisa menentukan jumlah direktur, 
berikut tugas dan tanggung jawab 
mereka (Anrooij 2009: 5). Dari sini 
mulai terlihat bagaimana intrik 
pemerintah kolonial hendak mengatur 
dan merampingkan hierarki pejabat 
kerajaan melalui pembentukan kuasa 
pemerintah lokal yang lebih mudah 
diatur demi melayani kepentingan 
pemerintah kolonial (Sartonos1984: 
Ti). 


Saat Daendels naik “sebagai 
wakil pemerintah “Belanda dan 
Raffles sebagai wakil Inggris mereka 
menghendaki adanya pengawasanketat 
terhadap administrasidan keuangan, 
sehingga ia melakukan “perombakan 
terhadap struktur birokrasi kolonial. 
Bupati yangsmenjadi salah satu mata 
rantai birokrasi kolonial tak luput 
dari perombakan'itu. Posisi dan status 
bupati mengalami perubahan besar 
di tangan keduanya. Bupati diangkat 
sebagai pegawai pemerintah, hak serta 
kewajibannya ditentukan secara jelas, 
dan mereka digaji atas jasa-jasanya 
(Otto 1867). Untuk mengikat bupati, 
maka pemerintah kolonial memberikan 
imbalan berupa kedudukan, kekuasaan, 
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dan kekayaan. Pemerintah kolonial 
sengaja menganugerahkan simbol- 
simbol dan atribut-atribut kebesaran 
kepada bupati. Tindakan itu menambah 
wibawa bupati sekaligus memperkuat 
kharisma dan legitimasi bupati sebagai 
penguasa daerah dan pemimpin 
tradisional. 
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Banten 

Sejarah — Banten sekaligus 
merupakan sejarah “lahir dan 
tumbangnya” kekuasaan pribumi. 
Semenjak dalam cengkraman 


kekuasaan Hindia Belanda, Kerajaan 
Banten, yang sempat disegani di 
perairan Nusantara, seakan telah 
menjadi daerah sampingansaja (Wijono 
2017: 130). Banten secara geopolitik 
memang merupakan daerah kekuasaan 
pribumi yang paling dekat dengan 
Batavia dan sekaligus selama beberapa 
abad membahayakan dan berpotensi 
menjadi musuh kolonialisme (Arifin 
2021:15).Saatkekuasaannya melemah, 
pada 1810 Daendels yang saat itu 
menjabat Gubernur Jenderal Belanda 
di Hindia Belanda menghapuskan 
Kesultanan Banten karena dianggap 
selalu mengadakan pemberontakan. 
Penghapusan Kesultanan Banten itu 
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sebelumnya diiringi oleh berbagai 
peristiwa. Salah satunya pada 7 
Mei 1809 Sultan dianggap tidak 
dapat memulihkan perdamaian dan 
ketertiban dan oleh karenanya secara 
resmi sultan diiturunkan untuk 
kemudian digantikan dengan Pangeran 
Aria Troena Laija serta Pangeran Sura 
Mangala hasil penunjukan Belanda 
sebagai pengganti pemerintahan 
(Sartono 1984). 


Berbagai catatan kolonial yang 
neerlando-sentris menunjukkan banyak 
sekali stigmatisasi negatif terhadap 
kekuasaan tradisional sebagai 
penguasa yang melindungi perampok, 
pemberontak dan pembunuh sehingga 
pihak Belanda merasa mendapat 
legitimasi untuk membuat kekuasaan 
tradisional menjadi lemah dengan 
cara membagi wilayah kekuasaannya 
dan menghapuskan sistem kesultanan 
(Arifin 2021: 13). Daendels melakukan 
pembagian wilayah kesultanan Banten 
menjadi tiga Kabupaten. Pembagian 
wilayah kekuasaan, lokal tersebut 
bernuansa .,sangat /politis dan,lekat 
dengan kepentingan ekonomi-politik, 
Banten dibagi-menjadi Banten Hulu, 
Banten Hilir dan Anyer. Sementara 
penguasa lokal sisa-sisa: Kesultanan 
masih tetap dipekerjakan namun 
sebagai pegawai pemerintah kolonial. 
Agar para penguasa lokal ini tetap 
loyal, pemerintah kolonial memberi 
mereka hak-hak sosial (simbol- 
simbol keagungan) serta upah (basis 
konsumsi). Dari sini mulai terlihat 
bagaimana intrik pemerintah kolonial 
hendak mengatur dan merampingkan 
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hierarki pejabat kerajaan melalui 
pembentukan kuasa pemerintah lokal 
yang lebih mudah diatur demi melayani 
kepentingan pemerintah kolonial. 
Sultan Abumufakir Muhammad Aliudin 
II dilantik oleh Daendels pada 1808 
(kelak sampai 1810) dan diinstruksikan 
supaya selalu setia pada pemerintah 
Hindia Belanda dan sebagai gantinya 
ia diberi gaji 15.000,.ringgit (Sartono 
1984: 112). 


Setelah #pemerintah" Belanda 
digantikan oleh “pemerintah Inggris 
1811-1816, Thomas.Stamford Raffles 
yang menggeser (»Daendels, pada 
awalnya masih melanjutkan kebijakan 
terhadap Kesultanan yang telah ada 
sebelumnya-“-Namun karena dipicu 
peristiwa perlawanan Pangeran 
Ahmadrfputra kedua Sultan Aliudin II) 
dan-perlawanan oleh Mas Jakaria dan 
Ngabei Lanang, raja dianggap Raffles 
tak mampu menjaga stabilitas politik 
pemerintah kolonial yang berakibat 
diturunkannya status Sultan menjadi 
bupati sultan serta upahnya dipotong 
menjadi 10.000 ringgit. Dilihat dari 
segi kewenangan politis sultan berada 
di bawah residen Inggris. Di samping 
itu, untuk penataan daerah, Raffles 
membagi Banten menjadi empat 
kabupaten, ialah: Kabupaten Banten 
Lor, Banten Kulon, Banten Tengah 
dan Banten Kidul yang masing- 
masing dipimpin oleh bupati sowan. 
Dengan membagi wilayah Banten 
menjadi empat, menurut Raffles akan 
memperlancar jalannya pemerintahan 
kolonial (Wijono 2017). 
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Sultan — kemudian dikirim 
ke Surabaya sebagai tawanan pada 
1832. Tak lama setelahnya keraton 
dihancurkan, sementara pusaka 
kerajaan dan koleksi manuskrip 
berbahasa arab dipindahkan ke 
Masyarakat Seni dan Sains di 
Batavia. Kejadian ini mirip dengan 
penghancuran keraton di Bangkalan, 
Madura pada 1891. Pihak kolonial 
menganggap penghancuran keraton 
karena usianya yang sudah sangat tua 
dan bangunannya yang rapuh. Namun, 
keluarga keraton memandang hal ini 
sebagai pelucutan otoritas mereka 
dengan cara menghancurkan harta 
benda yang mampu meningkatkan 
status sosial dan spiritual mereka 
(Heather 2021: 2). 


Konsekuensi dari penghapusan 
Kesultanan Banten mengharuskan 
pembentukan pemerintahan, kolonial 
serupa di tempat lain disJawa. Bupati 
pertama yang ditunjuk Belanda 
tampaknya telah dipilih dari penggawa 
(pejabat rendah) Kesultanan. Residen 
EK. Overduyn,(1906-1911), menyusun 
daftar bupati"sebagai berikut: Bupati 
pertama di Serangs,(Banten Utara), 
Pangeran #Moelapar4?-1819), dan 
Lebak (Banten Selatan), Pangeran 
Sanedjaja (1813-1837, hingga 1813 
Lebak masih merupakan wilayah 
kekuasaan sultan Banten), keduanya 
adalah mantan penggawa. Dalam 
analisis Heather, kemungkinan mereka 
adalah pejabat yang relatif rendah, 
karena istilah penggawa lumrahnya 
merujuk kepada wedana, pejabat 
kecil, dan pengawas perdagangan lada. 
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Selain itu, di Banten juga ada kebiasaan 
menganugerahkan gelar Pangeran 
kepada para wedana yang disukai 
dan tidak menunjukkan status turun- 
temurun yang tinggi seperti yang ada 
di tempat lain (Heather 2021: 3). 


Kabupaten ketiga, Caringin 
(Banten Barat), R.A Mandura Radja 
Djaja Negara menjadi bupati pertama 
di sana. Tampaknyaw.dia adalah 
seorang laki-laki dari keturuman atas 
(kemungkinan, melihat adanya kata 
Radja dalam namanya, dari Cirebon?). 
Pada 1839dia dipindahkan ke Serang. 
RA“ Mandura,sRadja Djaja Negara 
kemudiansmenikah dengan Ratu Siti 
Aissah, anakc.perempuan Pangeran 
Chalzie,, seorang pejabat tinggi 
Kesultanan” Banten dan keturunan 
Sultan «Banten. Praktis, hubungan 
kekeluargaan dari perkawinan 
antar kerajaan ini semakin menguat 
menginngat Ratu Siti Aissah merupakan 
mantan istri Sultan Muhammad. Pada 
1848, dibentuk kabupaten keempat 
di Banten, yaitu Pandeglang. R.ALA.A 
Tjondronegoro, seorang Jawa dari 
Kaliwungu, Semarang, yang datang 
ke Banten sebagai anak didik residen 
menjadi bupati pertama di sana. Pada 
1849, Tjondronegoro dipindahkan ke 
Serang dan dia tetap di sana hingga 


1874. Dia juga menikah dengan 
bangsawan Banten: istrinya Ratu 
Aminah adalah cucu perempuan 


Pangeran Chalzie (Heather 2021: 3). 


Disebabkan Banten sangat 
rentan terhadap pemberontakan, 
maka banyak dari pejabat awal 


JUSIISIA 11 


Dinamika Politik Dinasti Bupati di Wilayah Banten, Cirebon, dan Priangan dalam 
Melanggengkan Status Guo Kaum Kolonial 


diambil dari bangsawan lama. Hal 
ini dilakukan salah satunya untuk 
mereda pemberontakan dengan cara 
mengangkat kelas atas yang mapan dan 
menggunakan prestise mereka guna 
menenangkan rakyat atas dominasi 
kaum kolonial (Pratama 2021). 
Perkawinan di antara mereka sangat 
umum terjadi. Oleh karenanya garis 
antara pejabat baru dan bangsawan 
lama dengan sangat cepat menjadi 
tidak jelas. Peleburan itu terjadi karena 
sama-sama menguntungkan kedua 
belah pihak. Pada akhirnya banyak 
kemunculan elite yang saling terkait 
erat, terhubung dengan sultan Banten 
melalui pernikahan dengan bangsawan, 
tetapi juga termasuk darah baru lewat 
peleburan pejabat biasa dengan orang 
luar. 


Bupati Serang dan Pandeglang 
cenderung berasal dari “keturunan 
Pangeran Chalzie, melalui ».anak 
perempuannya Ratu SitimAissah dani 
Ratu Chalzum. Tujuh dari ssepuluh 
bupati Serang antara 1819-1942 dan 
enam dari sepuluh bupati Pandeglang 
antara 1848-1942, dalam catatan 
Heather, diambil Wdari' kompleks 
keluarga ini.Sementarabupati Caringin 
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dan bupati Lebak di kemudian hari tidak 
terlalu terkait dengan bupati Serang/ 
Pandeglang. Lebak tidak memiliki 
kelas bangsawan kuat yang sebanding 
dengan Serang, pusat pemerintahan 
Kesultanan Banten. Delapan bupati 
Lebak antara 1819-1944, merujuk 
pada beberapa sumber: dua terakhir 
dari elite Banten, tiga lainnya dari 
Priangan (termasuksdua dari keluarga 
Haji Mohd. Moesa dari Garut),.dan tiga 
“pejabat,” termasuk R.T Soeta" Angoen 
Angoen (1876-1880) yang berasal dari 
keluarga biasamCaringin menunjukkan 
pola,sebaran yang Serupa dalam hal 


asal-usuk. kedelapan bupati hingga 
1906 (Sartono 1984: 331). 

Bupati” yang lahir dari 
kalangans.biasa yang ingin sekali 


diterima. lumrahnya akan berjuang 
untuk“ menikah dengan keluarga 
elite yang sudah mapan. Mereka juga 
akan melakukan upaya-upaya yang 
dikagumi demi menarik hati kalangan 
elite mapan. Seperti mengabdikan diri 
kepada Islam dengan berkhotbah di 
masjid dan menampilkan kesalehan 
yang dilakukan  Soeta  Angoen 
Angoen. Kecenderungan priayi untuk 
membentuk “lingkaran keluarga” ini 
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sekaligus menjadi semacam kutukan 
bagi pihak kolonial karena hal ini 
justru menyuburkan nepotisme dan 
mempersulit pemecatan pejabat yang 
tidak sejalan dengan kepentingan 
kolonial. Meski tidak dapat dipungkiri 
juga — bahwa realitas kolonial 
memang mendorong perkembangan 
pengelompokan elite seperti itu 
(Heather 2021: 6-7). 


Cirebon 


Tak berbeda jauh dengan situasi 
di Banten, Cirebon juga merupakan 
kesultanan pra-kolonial yang terlebih 
dahulu dilemahkan oleh intervensi 
VOC sebelum kemudian dirampas 
sisa kekuatan politiknya oleh Inggris. 
Kesultanan Cirebon pernah mengalami 
masa-masa bahagia pada abad awal 
berdirinya dan dapat menciptakan 
suasana damai yang tumbuh menjadi 
negara makmur (R.A and Hoesein 1974: 
21). Sayangnya masa ini'hanya terjadi 
pada pemerintahan Sunan Gunung Jati 
hingga Panembahan Ratu II. 


Bibit.ikemunduran Kesultanan 
Cirebon berawal ketika kesultanan ini 
dibagi menjadi-dua'rkesultanan yaitu 
Kasepuhan' dan Kanoman pada tahun 
1677 (Uka 12009: 167). Pecahnya 
Kesultanan Ciak terlepas dari Sultan 
Banten yaitu Sultan Ageng Tirtayasa 
yang memberikan gelar sultan kepada 
putra Panembahan Ratu II. Pecahnya 
Kesultanan Cirebon memicu adanya 
perselisihan antar sultan Cirebon 
untuk mendapatkan daerah kekuasaan. 
Melihat adanya konflik keluarga 
sultan-sultan Cirebon, VOC mencoba 
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memanfaatkan keadaan tersebut. 
VOC melakukan intervensi terhadap 
kesultanan di Cirebon dengan dalih 
untuk meredakan konflik antar sultan 
serta menciptakan perdamaian. VOC 
berhasil menanamkan pengaruhnya 
yang berujung pada penguasaan 
wilayah Cirebon. Adanya pengaruh 
dan campur tangan VOC dalam tubuh 
kesultanan membuat:perubahan dalam 
bidang politik dan ekonomi di.Cirebon. 


Pecahnyas,Kesultanan Cirebon 
tersebut/ mengakibatkan “" munculnya 
tiga kerajaan yang berbeda pada 1773, 
tetapi stetap...terkaity dengan wilayah 
kekuasaannya «sendiri: Kasepuhan 
(senior), “Kanoman (junior), dan 
KacirebonanfCirebon). Para penguasa 
dari . masing-masing — wilayahnya 
memakaigelar: pangeran, panembahan 
dan,sultan. 


Sebagaimana dalam kasus 
Banten, pemerintah kolonial 
memanfaatkan bentuk kekuasaan 


yang sudah ada ini untuk mengelola 


pemerintahan “baru”.  R.  Kern, 
seorang pejabat Penasihat untuk 
Urusan Pribumi mencatat bahwa 


bupati Cirebon pertama adalah R.T. 
Natadiningrat (1814-1816), dan bupati 
Majalengka pertama adalah Kanjeng 
Kiai  Soeradiningrat (1819-1839: 
selanjutnya menjadi bupati Cirebon, 
1839-1856), keduanya merupakan 
mantan abdi dalem Kasepuhan. 
Sementara bupati Kuningan pertama 
ialah R.T. Wargodirdjo, dalam daftar 
yang dibuat Kern, dia diidentifikasi 
sebagai “orang Sunda Kuningan”. Bupati 


JUSTISIA (8 


Dinamika Politik Dinasti Bupati di Wilayah Banten, Cirebon, dan Priangan dalam 
Melanggengkan Status Guo Kaum Kolonial 


di tiga kabupaten itu cenderung berasal 
dari satu anggota keluarga besar dan 
perpindahan antarkabupaten sangat 
umum terjadi. Pada awalnya, hal ini 
terutama benar untuk Cirebon dan 
Majalengka, karena empat bupati 
awal Kuningan—semuanya dari satu 
keluarga—sepertinya di luar arus 
utama. Namun, bupati Kuningan 
kelima, R.A.A Soeriadiredja, keturunan 
Wargodirdjo, menikah dengan anak 
perempuan Kanjeng Kiai Cirebon 
dan sejak saat itu Kuningan terlibat 
erat dalam pertukaran bupati di 
Karesidenan Cirebon (Heather 2021: 
10-12). 


Dari silsilah yang menunjukkan 
hubungan antara sebagian besar bupati 
di karesidenan ini, tampak bahwa 
tujuh dari sembilan bupati Cirebon 
sebelum Perang Dunia II, sebelas 
dari tiga belas bupati Kuningan, dan 
tujuh bupati Majalengka semuanya 
terkait satu sama lain, sementara tidak 
ada bupati Indramayu sama. sekali 
dalam lingkup keluarga merekanyang 
muncul. Dituturkan “bahwa#e bupati 
Indramayu “ “bukanlah “8 keturunan 
kalangan keraton, melainkan berasal 
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dari seorang lurah (kepala desa) dari 
Kawedanan Plumbon di Cirebon, 
yang dinaikkan kedudukannya ketika 
kabupaten tersebut dibentuk dari 
tanah Kasepuhan (Hata 2012). 


Meski semua bupati Majalengka 
terus berasal dari keluarga besar hingga 
akhir masa penjajahan, di kabupaten 
lain terjadi perubahan. Di Cirebon, 
R.A.A. Salmon Salam Soerjadiningrat, 
seorang eliteypenguasa Cirebon (anak 
laki-laki bupati sterkenal pertengahan 
abad ke-19, R.T BahwDenda, keturunan 
Kacirebonan, bupati” Majalengka 
pada 1894-1902 dan bupati Cirebon 
pada 1902-1920) digantikan oleh 
saudara ipar.“ laki-lakinya, R.M.A 
Pandji, Ariodinoto (1920-1928), anak 
laki-laki, dupati Rembang (R. Pandji 
Kartowinoto, 1880-1889). Dia sendiri 
adalahmantan bupati Pemalang (1908- 
1920), dan dengan demikian hanya 
terhubung dengan Cirebon melalui 
pernikahan. Atas permintaannya 
sendiri, Ariodinoto digantikan oleh 
sepupu laki-lakinya, Pangeran Soeriadi 
(1928-1942, sebelumnya menjadi 
bupati Purworejo sejak 1923-1928). 
Soeriadi yang sangat Jawa Tengah dan 
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menikah dengan orang Jawa Pontianak, 
merasa sangat asing di Cirebon. 


Di Kuningan, dua orang 
yang relatif merupakan orang luar 
juga diangkat. R.ALA. “Mohammed 
Achmad (1923-1939), anak laki-laki 
Patih Menes (Caringin) dan dengan 
demikian terhubung dengan keluarga 
Djajadiningrat, lebih merupakan orang 
Banten daripada Cirebon, sementara 
penerusnya, R.T Oemar Said (1939- 
1944), berasal dari Sukabumi. Bupati 
Indramayu yang terakhir juga diangkat 
dari tempat yang lebih jauh: R.ALA. 
Sosrowerdojo (1917-1933) dan R.ALA. 
Mohd. Sediono (1933-1944) keduanya 
adalah orang Jawa Timur dari daerah 
Madiun (Heather 2021: 12-14). 


Priangan 


Priangan merupakan kasus 
yang unik dalam hal “kekuasaan 
bupati. Kendati kesultanan “Banten 
dan Kesultanan Cirebon»mengalami 
penghapusan sistem dan x diganti 
dengan sistem baru di bawah kendali 
pemerintah,,kolonial, para bupati di 
Priangan tetaps dalam posisi tinggi 
yang unik hinggasakhir masa kolonial. 
Mereka tetap menikmati prestise yang 
bisa dikatakambesar dibanding daerah- 
daerah lain. Sebagaimana pada periode 
tanam paksa (sekitar 1830-1870) 
telah memperkuat posisi bupati untuk 
mempertahankan kemampuan mereka 
hidup dengan mewah. Bahkan setelah 
penghapusan Preangerstelsel pada 
1971, persentase dari produksi kopi 
memberi bupati Priangan pendapatan 
yang tinggi (pada akhir abad ke-19 
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ada yang memperoleh dua puluh ribu 
gulden setahun, dibandingkan dengan 
rata-rata dua belas ribu gulden untuk 
daerah lain di Jawa). Sementara itu, para 
bupati Priangan juga masih menikmati 
prestise dari masa sebelumnya 
berupa dominasi mereka terhadap 
masyarakat lokal. Di Priangan, aspek 
eksploitatif maupun paternalistik telah 
berkembang baik'usedemikian rupa 
sehingga para pengamat Belanda pada 
awal abad ke20.banyak yang berbicara 
mengenaissistem ngawula (mengabdi) 
di Priangan (Heather 2021: 15-16). 


Dalam..vpenielitian  (Heather 
2021), “Priangan- diperintah oleh 
bupati yang diambil dari orang-orang 
yang sberhubungan dengan sejumlah 
keluarga yang sangat tua. Dari keluarga 
ini, garis. keturunan Sumedang, Galuh 
dan-Cianjur sangatlah penting. Peran 
sentral bupati Sumedang tercermin 
dalam gelar mereka yang biasanya 
bergelar Pangeran atau kadang-kadang 
bahkan Panembahan atau Pangeran 
Adipati, sedangkan sebagian besar 
bupati lainnya adalah Tumenggung, 
Adipati, atau, di daerah yang lebih 
kecil, Ngabehi atau Demang. Para 
bupati Sumedang adalah bupati utama 
Mataram di Priangan. Meskipun 
mereka kehilangan posisi penting 
ini selama periode ketergantungan 
tertentu terhadap VOC setelah 1677, 
pada akhirnya mereka menegaskan 
kembali posisinya. Ketenaran Pangeran 
Sumedang yang hebat pada abad ke- 
19, Tumenggung Surianegara alias 
Pangeran Kornel (1791-1828), Soeria 
Koesoema Adinata alias Pangeran 
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Sugih (1836-1882), dan Soeria Atmadja 
alias Pangeran Sempurna (1882-1919) 
dikenal di seluruh Priangan. 


Terlepas dari periode sekitar 
dua puluh tahun antara 1773-1791, 
ketika Sumedang berada di bawah 
pemerintahan bupati yang berasal dari 
keluarga bupati Parakan Muncang, 
terjadi suksesi tidak terputus di 
kabupaten Sumedang selama lebih dari 
tiga setengah abad, sejak pemerintahan 
Pucuk Umun, yang diidentifikasi dalam 
satu sumber sebagai Kusumaadiata I 
(1570-1589). Sementara itu, silsilah 
bupati Ciamis dapat ditelusuri leluhur 
mereka dari abad ke-16 dan ke-19 
sebagai penguasa Galuh, sedangkan 
leluhur mereka dari abad ke-17 dan 
ke-18 sebagai penguasa Imbanegara 
(terletak di Ciamis) dan di tempat itu 
mereka memerintah dengan gelar 
Kiai. Di sini sekali lagi kita melihat 
identifikasi yang konsisten 'antara 
keluarga dengan daerah. tertentu. 
Menuruttradisi keluarga bupati.Cianjur, 
mereka juga merupakan bagiam, dari 
kompleks penguasa Priangam. Akan 
tetapi, Van Den,Berg mencatat bahwa 
mereka luar biasa karena mereka 
bukan keturunan penguasa Pajajaran, 
melainkan keturunan-sebuah keluarga 
Cirebon yang mengambil alih daerah 
tersebut pada 1604. 


Terlebih lagi, pada 1813, 
seorang bupati Lebak yang berasal dari 
keturunan para Sultan Banten memulai 
penguasaan hampir satu abad oleh 
keturunannya. Kedua narasi tersebut 
tidak dapat didamaikan dengan cara 
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apa pun, mengingat tekad, besarnya 
keluarga, dan pernikahan antar 
keluarga yang saling memberikan 
manfaat. Sejarah keluarga mencatat 
bahwa pada 1813 seorang “kerabat” 
mulai berkuasa di sana (setelah dua 
abad kekuasaan keturunan langsung 
dari garis keturunan laki-laki), sehingga 


kontinuitas terlihat dipertahankan. 
Bupati Limbangam,,, (Garut) juga 
merupakan keturunan” keluarga 


Sumedang—-hal.ini cukup wajar karena 
hingga 1706 Garut bukanlah sebuah 
kabupaten yang merdeka, melainkan 
daerah bawahan di wilayah Sumedang. 


Sementarakeluarga Tasikmalaya 
memerintah dari sekitar 1640 hingga 
1948»Asal-usul pendirinya cukup lokal, 
dia adalah-seorang umbul (wedana) 
dari daerah Sukaraja Tasikmalaya yang 
memimpin kontingen Sunda dalam 
tentara Mataram selama kampanye 
militer melawan Sumedang dan Ukur. 
Atas jasanya, umbul tersebut, Raden 
Wira Wangsa, mendapat penghargaan 
dengan diangkat menjadi bupati, dan 
memulai garis keturunan Wiradedaha. 
Menurut satu kisah, cengkeraman 
bupati ini terhadap daerah tersebut 
terlalu kuat, bahkan bagi “Marsekal 
Gemuruh” Daendels dan Raffles. Bupati 
R.Dg.  Djajaanggadirdja — (nantinya 
Wiradedaha VIII, 1807-1811, 1815- 
1837—tanggal ini dalam pengamatan 
(Heather 2021) berbeda dari versi 
lainnya), melawan tekanan Daendels 
untuk menanam indigo karena 
dia mengkhawatirkan terjadinya 
kelaparan. Sebagai akibatnya dia 
dicopot dari jabatannya pada 1811 
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dan kabupatennya dilebur ke dalam 
Parakan Muncang. 


Inggris kemudian membentuk 
kembali kabupaten ini, tetapi sebagai 
bupatinya mereka mengangkat 
seorang “pemecah masalah” R.A.A 
Suria Laga (anak laki-laki seorang 
bupati Sumedang, dia pernah menjadi 
bupati di Kampong Baru/Bogor 
1801-1811, Karawang 1811-1813, 
Tasikmalaya 1813-1814, dan menurut 
salah satu narasi, dia juga berasal 
dari Indramayu. Namun bahkan sang 
“Matahari Pejuang” Suria Laga ini 
tidak mampu bertugas dengan baik di 
Tasikmalaya. Sebab para penduduknya 
tetap setia kepada bupatinya sendiri 
yang dahulu. Dia akhirnya meminta 
untuk dibebastugaskan, hanya untuk 
digantikan oleh seorang bupati 
Imbangan yang kemudian juga 
menyesalinya. Pada 1815, pemerintah 
akhirnya tunduk pada kebutuhan dan 
kembali mengangkat Wiradedaha VIIL 
Jeda sekitar empat tahun “ini, adalah 
satu-satunya jeda ,dalam kekuasaan 
keluarga tersebut/ di, Tasikmalaya 
secara terus-menerus. 


Bergeser kesBandung, asal-usul 
Bandung “berada di” Timbanganten 
(nantinya menjadis kawedanan di 
daerah Cicalengka), yang diperintah 
oleh seorang demang hingga 1681, 
ketika Belanda menaikkan kedudukan 
daerah tersebut dan pemimpinnya ke 
tingkat kabupaten. Leluhur terdekat 


demang ini, Kiai Dalem Demang 
Anggaradja, disebutkan memiliki 
berbagai gelar Ratu (gelar yang 
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menunjukkan keturunan bangsawan), 
kemudian Siliwangi, penguasa 
Pajajaran, yang didahului oleh Pucuk 
Umum, dan seterusnya kembali ke 
leluhur paling awal Nabi Adam dan 
Nabi Sis. Sejak bupati pertama ini 
hingga 1893, suksesi di kabupaten 
Bandung berada di dalam keluarga dan 
mengikuti garis keturunan laki-laki. 
Pada tahun tersebutyketika pewarisnya 
masih sangat muda, seorang. kerabat 
R.ALA. Marta 'Negara, (darikeluarga 
Sumedanga, 1893-1920),,” diangkat 
menjadi: bupati. Keluarga lama 
kembali berkuasa setelah dia pensiun 
dengan xmulai menjabatnya R.ALA. 
Wiranatakusuma” (bupati Cianjur, 
1912-1920, Bupati Bandung, 1920- 
1931, "kemudian anggota Volksraad 
(Dewan“.Rakyat) hingga kembali ke 
Bandung pada 1935). 


Kabupaten Sukabumi dibentuk 
pada 1921, ketika kabupaten ini 
dipisahkan dari Cianjur (sebelumnya 
Sukabumi diperintah seorang Patih). 
Nilai penting kabupaten yang dibentuk 
pada abad ke-20 ini semakin meningkat 
terutama karena lokasinya yang ada di 
jalur kereta api Buitenzorg-Bandung. 
Namun demikian, para kepala daerah 
Sukabumi diambil dari keluarga lama: 
Patih pada akhir abad ke-19 adalah 
cabang dari keluarga Wiratanudatar 
dari Cianjur dan para bupati pada abad 
ke-20 diambil dari keluarga Sumedang 
(Heather 2021: 18-21). 
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Kesimpulan 


Dari uraian di atas, bisa kita 
tangkap bahwa posisi bupati di era 
kolonial memang sengaja diperkuat. 
Banyak keuntungan yang didapat 
pemerintah kolonial darinya. Salah 
sekiannya untuk  melanggengkan 
ikatan feodal antara bupati dengan 
rakyatnya sebagai alat penting yang 
dapat dimanfaatkan untuk mendukung 


eksploitasi “ekonomi pemerintah 
kolonial. Bupati yang lahir dari 
kalangan biasa yang ingin sekali 


diterima lumrahnya akan berjuang 
untuk menikah dengan keluarga 
elite yang sudah mapan. Mereka juga 
akan melakukan upaya-upaya yang 
dikagumi demi menarik hati kalangan 
elite mapan. Seperti mengabdikan diri 
kepada Islam dengan berkhotbah di 
masjid dan menampilkan kesalehan 
yang dilakukan Soeta Angoen Angoen 
di Banten. 


Dalam kasus Cirebon, 
pemerintah kolonial memanfaatkan 
bentuk kekuasaan” yang sudah ada 
untuk mengelola pemerintahan “baru”. 
R. Kern, seorang epejabat Penasihat 
untuk Urusam'Pribumimencatat bahwa 
bupati Cirebon pertama adalah R.T. 
Natadiningrat (1814-1816), dan bupati 
Majalengka pertama adalah Kanjeng 
Kiai  Soeradiningrat (1819-1839: 
selanjutnya menjadi bupati Cirebon, 
1839-1856), keduanya merupakan 
mantan abdi dalem Kasepuhan. 
Sementara bupati Kuningan pertama 
ialah R.T. Wargodirdjo, dalam daftar 
yang dibuat Kern, dia diidentifikasi 
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sebagai “orang Sunda Kuningan”. Bupati 
di tiga kabupaten itu cenderung berasal 
dari satu anggota keluarga besar 
dan perpindahan  antarkabupaten 
sangat umum terjadi. Dari silsilah 
yang meunujukkan hubungan antara 
sebagian besar bupati di karesidenan 
ini, tampak bahwa tujuh dari sembilan 
bupati Cirebon sebelum Perang Dunia 
II, sebelas dari Stiga belas bupati 
Kuningan, dan tujuhibupati Majalengka 
semuanya terkait satu sama lain, 
sementarastidak ada bupati Indramayu 
sama sekalisdalam lingkup keluarga 
mereka yang muncul. 


Sementara.itu, dalam penelitian 
(Reather 2024)” Priangan diperintah 
oleh bupati yang diambil dari orang- 
orang yang berhubungan dengan 
sejumlah keluarga yang sangat tua. 
Dari. keluarga ini, garis keturunan 
Sumedang, Galuh dan Cianjur sangatlah 
penting. Terlepas dari periode sekitar 
dua puluh tahun antara 1773-1791, 
ketika Sumedang berada di bawah 
pemerintahan bupati yang berasal dari 
keluarga bupati Parakan Muncang, 
terjadi suksesi tidak terputus di 
kabupaten Sumedang selama lebih dari 
tiga setengah abad, sejak pemerintahan 
Pucuk Umum, yang diidentifikasi dalam 
satu sumber sebagai Kusumaadiata I 
(1570-1589). 
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ABSTRAK 


Proses — dan mperkembangan 
demokratisasiselalu'saja menampilkan 
tampilan gandasPada satusSisi ia akan 
memberikan perubahan ke arah yang 
lebih baikwdan anyatavdibanding era 
sebelumnya,akan tetapi disisi lain tidak 
jarang juga kelompok yang berkuasa 
selama periodewrezim nondemokratik 
yang tidak memiliki kesempatan untuk 
memperoleh keuntungan ekonomi dan 
politik mulai memanfaatkan kondisi 
yang ada untuk kepentingan pribadi 
dan-kelompok. Hal tersebut dilakukan 
dengan atas nama keputradaerahan, 
otonomi daerah, distribusi pemerataan 
kesejahteraan, dan lain-lain. Mereka 
bertindak sama persis seperti rezim 
otoritarian yang pernah berkuasa pada 
masa sebelumnya. 


Tulisan ini akan tersusun sebagai 
berikut : pertama, mengislutrasikan 
sekaligus membahas politik 
kekeluargaan dan kekerabatan yang 
diandalkan sebagai awal mula akar dari 
tumbuhnya paham dan praktik dinastri 
politik: kedua, mengupas pendekatan 
elite: dan ketiga menganalisis dinasti 
politik pasca kemerdekaan : era orde 
baru dan reformasi. 
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Persinggungan Antara Demokrasi 
Dengan Dinasti Politik 


Istilah demokrasi menurut asal 
kata berarti “rakyat berkuasa” atau 
“governmentor rule by the people”. (Kata 
Yunani demos: rakyat, kratos/kratein 
berarti kekuasaan/berkuasa) (Miriam 
Budiharjo, 1986)! Secara harfiah 
demokrasi adalah “pemerintahan oleh 
rakyat, kekuasaan tertinggi berada di 
tangan rakyat dan dijalankan langsung 
oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang 
mereka pilih dibawah sistem pemilihan 
yang bebass. Di dalam ucapamAbraham 
Lincoln, presiden Amerika “Serikat, 
demokrasi adalah suatu pemerintahan 
“dari rakyat,aoleh/ rakyat, dan untuk 
rakyat”.  Inti- /demokrasi adalah 
kebebasan.s0Oleh karenaitu, keduanya 
bak mata uang dengan dua sisi yang 
tak dapat dipisahkan (Samsul Wahidin, 
2010). 


Berasal dari para filsuf Yunani, 
secara klasik pembagian bentuk 
IMiriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (1986, 
Jakarta : PT. Gramedia), hlm.19. 
2Samsul Wahidin, Pokok-pokok Pendidikan Kewar- 
ganegaraan. (2010, Yogyakarta :Pustaka Pelajar), hlm 


87. 
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pemerintahan menurut Plato, 


dibedakan menjadi: 


a) Monarkhi, yaitu suatu bentuk 
pemerintahan yang dipegang 
oleh seseorang sebagai 
pemimpin tertinggi dan 
dijalankan untuk kepentingan 
rakyat banyak. 


b) Tirani, yaitus.suatu bentuk 
pemerintahan syang dipegang 
oleh seseorang sebagai 
pemimpin tertinggi dan 
dijalankan untuk” kepentingan 
pribadi. 


c) Aristokrasi,”yaitu suatu bentuk 
pemerintahan yang dipegang 
oleh sekelompok orang yang 


memimpin dan dijalankan 
untuk kepentingan rakyat 
banyak. 


d) Oligarki, yaitu suatu bentuk 
pemerintahan yang dipegang 
oleh sekelompok dan dijalankan 
untuk kelompok itu sendiri. 


e) Demokrasi, yaitu suatu bentuk 
pemerintahan yang dipegang 


oleh rakyat dan dijalankan 
untuk kepentingan rakyat 
banyak. 

f) Mobokrasi/Okhlokrasi, yaitu 


suatu bentuk pemerintahan 
yang dipegang oleh rakyat 
yang tidak tahu apa-apa, rakyat 
yang tidak berpendidikan 
dan rakyat yang tidak paham 
tentang pemerintahan, yang 
akhirnya pemerintahan yang 
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dijalankan tidak berhasil untuk 
kepentingan rakyat banyak. 


Dalam demokrasi sebetulnya 
yang disebut dengan dinasti politik 
itu tidak ada karena konstitusi kita 
menjunjung tinggi setiap warga negara 
untuk memilih dan dipilih. Negara ini 
milik semua pihak, semua rakyat, jadi 
tidak benar jika atas nama demokrasi 
dan konstitusi lantas kehidupan politik 
itu didominasi suatu keluarga atau 
dinasti. Sehingga, setiap warga negara 
berhak untuk menduduki jabatan 
politik sejauh dia dipilih dan dipercaya 
rakyat. Selama ini proses pengawasan 
dan pembatasan praktek politik dinasti 
hanya diserahkan kepada landasan etik 
terkait kepatutan dan kepantasan. 


Namun yang terjadi adalah 
politik dinasti justru berkembang dan 
terus eksis dalam kehidupanypolitikedi 
Indonesia. Sistem politik dinasti lebih 
banyak mengakomodasi. kedekatan 
personaltanpamelihatkemampuannya, 
sehingga merusak sistem demokrasi 
yang hendak kita'/bangun. . Dinasti 
politik yang mulai'mewabah Indonesia 
merupakan “sebuah ancaman jika 
dilihat secara'serius. Disamping dapat 
menutup peluang lahirnya pemimpin 
berkualitas, juga .dapat melahirkan 
tirani dalam bentuk baru “Politik 
dinasti, tidak hanya merugikan secara 
politik, tapi juga secara ekonomi dapat 
merusak persaingan usaha yang sehat, 
fakta membuktikan bahwa setiap 
pemerintahan cenderung melibatkan 
orang dekatdalam menopang kebijakan 
ekonominya, hal ini terjadi di berbagai 
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negara dan tak terkecuali di Indonesia. 


Problem utama dari Dinasti politik 
adalah tidak dibangunnya berdasarkan 
kompetensi dan kemampuan. Sistem 
meritokrasi dinilai sangat cocok 
dengan iklim politik di Indonesia. 
Meritkrasi sendiri adalah merupakan 
bentuk sistem politik yang memberikan 
penghargaan lebih kepada mereka 
yang berprestasi atau berkemampuan. 
Di samping mengedepankan 
kualitas, kapasitas daneg kecakapan 
seorang fpemimpinw Sistem tersebut 
juga dapat mengikis vsistem dinasti 
dianggap sebagai» suatu bentuk 
sistem masyarakat yang sangat adil 
dengan memberikan tempat kepada 
mereka,yang berprestasi untuk duduk 
sebagai ,.pemimpin. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Anas Urbaningrum 
mantan Ketua Umum Partai Demokrat, 
untuk membangun demokrasi yang 
sempurna, sistem meritokrasi harus 
diutamakan. Hal tersebut diperlukan 
dalam proses rrekuitmen jajaran 
pemerintah guna menempatkan 
seseorang pada jabatan yang sesuai 
dengan kemampuan, kecakapan dan 
prestasinya (newsokezone.com/2013). 


Dinasti politik oleh Ratu Atut 
sangat disorot tajam karena dianggap 
melanggengkan kembali praktik 
korupsi, kolusi, dan nepotisme 
yang telah digusur oleh reformasi 
(beritasatu.com/2013). Praktik politik 
yang kental dengan sistem kekerabatan 
adalah fenomena umum di Indonesia 
sejak pemilihan uum kepala daerah 
(pilkada) langsung mulai digelar pada 
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2005. Dampak samping dari reformasi 
politik yang tak diimbangi dengan 
reformasi hukum dan perundang- 
undangan. Reformasi bidang politik 
bergerak negoti cepat seperti meteor, 
tapi sebaliknya reformasi bidang 
hukum dan  perundang-undangan 
berjalan lamban seperti siput. 


Hukum sangat lemah, tidak 
hanya dilihat dari sisi produk, tapi juga 
pengawasannya di lapangan. Dari sisi 
produk, tak sedikit undang-undang 
yang dihasilkan pemerintah dan DPR 
harus diujimaterikan di Mahkamah 
Konstitusi. Begitu pula banyak UU yang 
dihasilkan terna isinya bertentangan 
antara satu dengan lain. Produk hukum 
dan perundang-undangan yang lemah 
ini kemudian dimanfaatkan secara 
cerdas oleh mereka yang memang 
sudah punya nafsu kekuasaan yang 
besar. Kelemahan hukum di.satu sisi 
dan kebebasan berpolitik yang begitu 
luas di sisi lain, juga“menjadi celah 
yang dimanfaatkan dengan amat baik 
oleh para aktor politik yang memiliki 
segala akses... untuk meraih, uang 
dan menggapai, kekuasaan. Lahirlah 
kemudian praktikw dinasti politik 
yang dengan jaringannya yang kuat 
menjalani politik balas. budi, politik 
uang, dan politik melanggengkan 
kekuasaan. Dari situlah lahirlah 
praktik-praktik politik yang sarat 
dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Dinasti politik adalah realitas 
tak terhindarkan dalam demokrasi 


sebagaimana dikemukakan Politisi PKS 
Achmad Riyaldi (repulica.co.id, 2013). 
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Dinasti politik bisa saja terjadi asal 
memenuhi dua kriteria, diantaranya 
: “ Pertama dipilih oleh rakyat, kedua 
pemilihan berlangsung jujur dan 
fair” Sebagai contoh di negara yang 
mengagungkan demokrasi seperti 
Amerika Serikat, dinasti politik juga 
pernah terjadi seperti dinasti politik 
Kennedy dan Bush.” Dinasti politik 
terjadi karena ada kematangan jaringan 
dan brand dinasti yang sudah.familiar 
di publik. “diIndonesia hampir semua 
partai besar.praktek ini pernah terjadi”. 


Image by Akuratnews.com 


Keluarga Sebagai Sumber Akar 


Dinasti Politik 

Kita tahu bahwa di banyak 
negara pascakolonial yang sedang 
proses membangun dan menata 


diri, sistem politik demokrasi adalah 
pilihan yang tepat dan paling baik 
untuk menyelenggarakan suatu 
pemerintahan sesuai dengan tujuan, 
visi, dan misi negara. Walaupun negara 
pascakolonial — telah ' menyandang 
sebagai negara demokrasi dan telah 
berhasil mengganti atau menggeser 
sistem politik — pemerintahannya 
terdahulu seperti sistem politik 
kerajaan tradisional, faktor kedekatan 
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kekeluargaan atau kekerabatan yang 
masih melekat dan mempengaruhi 
kehidupan berpolitik. Bahkan tak 
banyak, praktik — mengutamakan 
keluarga, kerabat, atau saudara telah 
menjadi ideologi pemimpin di banyak 
negara pascakolonial, baik di tingkat 
nasional maupun lokal seperti di 
Indonesia. 


Praktik seperti ini tentu saja 
akan memberi dampak buruk bagi 
pembangunan  sosio-politik serta 
perekonomian, karena dampak 
tersebut berpeluang menjadikan 
politik serta ekonomi masyarakat 
umum menjadi terbatas. Bukan hanya 
terbatas, tetapi peluang-peluang 
itu nantinya akan diasumsikan atau 
dimonopoli oleh penguasa dan 
kelompok tertentu (keluarga, saudara, 
dan kerabat). Selain itu, amalam,ini 
bukan saja memastikan “seseorang 
dapat memonopoli sumber ekonomi 
politik, tetapi juga“ memudahkan 
penguasa untuk mendapats,tempat 
atau kedudukan ,dalam kekuasaan 
dan menggunakan/sumber politik dan 
ekonomi pada tatanan yang lebih luas 
lagi. Disini, politik yang berlandaskan 
kekeluargaan, kekerabatan, atau 
persaudaraan dapat mencetus 
terjadinya dinastipolitik. 


Istilah dinasti politik sendiri 
dalam tulisan ini diistilahkan sama 
dengan “dinasti” dalam arti politik 
tradisional. Maksudnya adalah 
penguasa akan berusaha meletakkan 
keluarganya, saudara, atau bahkan 
kerabat dalam jabatan strategis dengan 


240 JUSTISIA 


tujuan membangun sebuah “kerajaan” 
politik di dalam pemerintahan itu 
sendiri baik yang bersifat lokal atau 
nasional. Upaya tersebut dilakukan 
agar mereka yang berkuasa dan 
memperoleh jabatan dapat saling 
“menjaga dan melindungi” atau bahkan 
kekal dalam kekuasaan (eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif). Di samping 
itu, dapat mengendalikan jabatan 
serta tujuan tertentu yang. sedang 
mereka bangun. Dengan menempatkan 
keluarga atau saudara dalam jabatan 
yang strategissakan memudahkan para 
penguasa untuk mengontrol segala 
sesuatu yang"sedang diperlukan oleh 
penguasa. 


Ini adalah beberapa contoh 
jika dinasti politik keluarga masih 
mempengaruhi perpolitikan dan 
administrasi publik, diantaranya 

Amerika Serikat saat masa 
kependudukan Presiden John F 
Kennedy, kemudian dia mengangkat 
Robert F Kennedy, adiknya sendiri 
sebagai Pengacara Negara. Di Amerika, 
posisi Pengacara Negara menjadi 
posisi yang sangat strategis dan 
penting. Kemudian ada George Walker 
Bush, seorang anak presiden Bush 
yang berhasil meneruskan tradisi 
keluarganya terdahulu yaitu menjadi 
Presiden Amerika Serikat sebelum 
Barrack Obama. Tidak berhenti disana, 
adik laki-lakinya Jeb Bush dipilih untuk 
kedua kalinya menjadi Gubernur 
Florida pada tahun 2005. Sejak 
itulah bisnis dinasti Bush semakin 
berkembang pesat. 
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Negara tetangga kita Sri Lanka 
juga tidak terlepas dari budaya 
dinasti politik. Sirimavo Bandaranaike 
menjabat sebagai perdana menteri 
perempuan pertama Sri Lanka setelah 
mengambil alih posisi suaminya sendiri 
(Solomon West Dias Bandaranaike) 
pada tahun 1959. Bandaranaike 
memimpin Sri Lanka sejak tahun 
1960 hingga tahun 2000 dan selama 
masa pemerintahannya ia banyak 
mendorong keterlibatan keluarga 
dan kerabatnya dalam dunia politik. 
Anak laki-lakinya yang bernama 
Anura Bandaranaike menjabat sebagai 
Menteri Pariwisata bersama dengan 
Felix Dias Bandaranaike selaku putra 
salah satu saudaranya. Untuk Menteri 
Kehakiman diisi oleh tokoh-tokoh 
penting dalam partai pertahanan. 


Dinasti politik juga sangat kental 
terasa di Malaysia. Perdana. Menteri 
bernama Najib Razak ialah putra. dari 
Abdul Razak yang menjadi Perdana 
Menteri periode 1970-1975..Menteri 
pendidikannya, Hishamuddin Hussein 
ialah anak,,,laki-laki wdari @mantan 
perdana menteri periodex1975-1981, 
yang bernama/Hussein/ Onn.”' Jika 
ditelaah dansdilihat dari'dekat, politik 
kekeluargaanw,dan kekerabatan telah 
menjadi warisan turun temurun dalam 
politik Malaysia. 


Di Indonesia dapat kita lihat 
dalam konteks keluarga Suharto. 
Suharto memang bisa disebut tidak 
membangun dinasti politik seperti 
3 Hussein Onn adalah anak dari pendiri dan presiden 
pertama United Malayan National Organisation 


(UMNO). Onn Ja'far. 
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yang dibangun pada negara tetangga 
Sri Lanka dan Malaysia dengan 
cara menempatkan saudara dan 
kerabat pada tatanan pemerintahan, 
tetapi Suharto lebih menyasar atau 
merujuk pada pembangunan dinasti 
perekonomian melalui kekuasaan 
politik. 


Hal ini merujuk pada kajian 
Jeffrey Winters dalamudisertasinya.s 
Total kekayaan dinasti Suhartorsendiri 
dapat diperoleh'lewat penyalahgunaan 
kekuasaannya senilai 135 triliun 
dilansir dari Guardianv& Mail edisi 1 
Agustus.1996.yangterbit di Inggris. 


Dengan menggunakan kacamata 
pengamatan “.“dapat — menunjukkan 
persamaan- (eguality) bahwasanya 
kasus-kasus di atas merupakan 
dinasti, ekonomi-politik. — Praktik 


tersebut lambat laun membusukkan 


“Menjelang akhir kekuasaannya, Suharto mengundang 
keluarga dan kerabat untuk bergabung ke dalam 
dinasti politiknya. Dia seolah hendak menyerahkan 
kursi “kekuasaannya” kepada Siti Hardijanti, anak 
sulungnya. Sebagai contoh, dalam susunan kabinet 
terakhir Orde Baru Suharto terdapat beberapa nama 
diantaranya adalah Muhammad “Bob” Hasan (anak 
angkat Jenderal Gatot Subroto yang dikenal dekat 
dengan Suharto) sebagai Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan: Siti Hardijanti (Mba Tutut) sebagai 
Menteri Sosial: Fuad Bawazier (sahabt dekat Hutomo 
Mandala Putra, salah seorang putra Suharto) sebagai 
Menteri Keuangan: Jenderal (Purnawirawan) R 
Hartono (Mantan ajudan Suharto dan teman dekat Siti 
Hardijanti) sebagai Menteri Dalam Negeri: Dr. Haryanto 
Danutirto (Kolega dekat keluarga Suharto) sebagai 
Menteri Negara Pangan: Abdul Latief (rekan bisnis 
keluarga Suharto) seabgai Menteri Pariwisata, Seni, 
dan Budaya: Soebiakto Tjaktawerdaja (kolega keluarga 
Suharto, terutama Hutomo Mandala Putra) sebagai 
Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil. Lihat Firdaus 
Syam, Berhenti Suharto: Fakta dan Kesaksian Harmoko 
(Jakarta : Gria Media Prima, 2008), hlm. 57 

"Jeffrey Winters, “Structural power anda investor mo- 
bility: capital control and state policy in Indonesia, 
1965-1990”. Disertasi PhD, Yale University, 1991 
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kepolitikan dan perekonomian negara 
dan rakyatnya. Hal ini sejalan dengan 
pernyataan Lord Acton, “Kekuasaan 
mutlak segera lahir dan hadir begitu 
politik  kedinastian dipraktikkan”. 
Persoalan dan pertanyaan baru kembali 
muncul, bagaimana dinasti politik itu 
bisa muncul dan berwujud? 


Tidak seperti struktur sosial 
lainnya, keluarga merupakan satu 
kelompok biologikal sekaligus 
kelompok sosial yang (secara relatif) 
mempunyai keanggotaan yang tetap. 
Mereka akan dihubungkan aspek 
keturunan (darah), perkawinan atau 
keluarga angkat. 


Karena faktor kedekatan itulah 
keluarga akan diberi tanggung jawab 
utama, antara lain : 


1. Tanggungjawab ekonomi, 


2. Menggapai status" “ekonomi, 
sosial dan politik, yang telah 
dicita-citakan, 


3. Mewujudkan, rasa kekerabatan 
dan keakrabatamsatu sama lain. 


Biasanya dalam sistem 
kekeluargaanwsseperti» ini seseorang 
cenderungbisa menentukan bagaimana 
individu lainnya. dapat dimasukkan 
dalam suatu kelompok keluarga rapat 
sekaligus dapat menentukan individu 
mana saja yang boleh atau tidak 
diterima menjadi anggota baik melalui 
ikatan perkawinan ataupun tradisi dan 
budaya. 


Sebagai ilustrasinya, seseorang 
yang telah mendapat pekerjaan 
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biasanya akan mendorong saudara- 
saudaranya untuk bekerja pada tempat 
yangsama. Diasangatmemahami seluk- 
beluk prosedur penerimaan pegawai, 
mempunyai kenalan dan relasi dengan 
bagian kepegawaian yang dapat 
melancarkan proses rekruitmennya, 
mengetahui pihak mana saja yang 
harus “dirayu” dan “didekati”, sehingga 
dengan cara itu dapat memudahkan 
dia untuk mengajak keluarga atau 
kerabatnya ,bergabung di tempatnya 
bekerja, hakini selalu dilandaskan pada 
tujuan untukstidak lag membebani 
orang tua dan sangat perlu dengan 
pekerjaan tersebut: Oleh sebab itu, jika 
usaha ini berhasil maka usaha-usaha 
lain, untuk mengajak lebih banyak 
keluarga, saudara atau kerabat akan 
terus menyusul. 


Jalinan kekeluargaan, perasaan 
berutang budi, dan alasan untuk 
menyenangkan keluarga adalah satu 
dari sekian banyaknya alasan atau 
argumen yang dapat mengubah 
bentuk orientasi politik seseorang. 
Dari alasan tersebut maka munculah 
embrio dinasti politik. Setelah jejaring 
kekeluargaan terbentuk, mereka akan 
bekerja sama untuk menjaga soliditas 
di antara mereka agar keluarga dari 
kelompok lallin tidak dapat mengisi 
jabatan yang telah ditempati keluarga 
mereka. 
6Politik kekeluargaan yang mengarah pada terbentuknya 
dinasti politik tidak jarang dikaitkan dengan praktik 
nepotisme. Nepotisme adalah praktik seorang pejabat 
pemerintah yang melantik seseorang atau lebih sanak 
saudara dekat mereka dalam posisi administrasi 
negara tidak berdasarkan pertimbangan jabatan 


dan kepangkatan. Kalaupun ada biasanya dilakukan 
rekayasa untuk menjustifikasinya: memberi mereka 
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Agar tidak terlihat seperti kolusi, 
nepotisme, atau dinasti politik, embrio 
tersebut akan membagikan “hasil” 
rekruitmen keluarga, saudara, dan 
kerabatnya pada departemen, dinas, 
kantor, atau badan lain yang mungkin 
dapat ditembus. Apabila hal ini terus 
saja dipupuk dan dipelihara dengan 
baik, maka embrio dinasti keluarga 
tersebut akan menjadi cikal bakal akar 
terbentuknya sebuah dinasti politik 
yang mampu mengatasnamakan 
lembaga dan jabatan formal. 


PENDEKATAN ELITE DALAM 
MEMAHAMI DINASTI POLITIK 


Studi dinasti politik seperti 
yang dibahas pada pembahasan di 
atas sebenarnya merupakan kajian 
mengenai peran elite politik dalam 
struktur masyarakat. Pendekatan.elite 
yang digunakan di sini barangkali 
dapat membantu memahami 
bagaimana dinasti politik.kadang kala 
memiliki pengaruh dampaksterhadap 
dinamika politik dan ekonomi sebuah 
negara atau daerah administrasi. 
Disini parailmuwan #dan sarjana 
banyak melakukanapenelitian melalui 


tesisnya danw memiliki' pandangan 
keutamaan danvkeistimewaan-agar dapat menaikan 
prestise serta meningkatkan“ pendapatan ekonomi 
keluarga, dalam rangka“ membentuk satu mesin 
politi bagi terbentuknya dinasti politik bukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan orang banyak. Hubungan 
kekeluargaan membedakan nepotisme dengan istilah 
lain yang lebih luas dan berkaitan dengannya. Julius 
Gould dan Wuilliam L Kolb, A Dictionary of the Social 
Sciences (London: Tavistock Publications, 1974), hlm. 
465. Dengan demikian nepotisme dapat dikatakan 
sebagai bentuk korupsi politik dengan cara mengangkat 
dan melantik keluarga, saudara, kerabat dan sejawat 
dekat secara tidak adil dalam jabatan publik atau 
penting: memberi mereka layanan istimewa yang 
melanggar norma dan peraturan seharusnya. 
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yang berbeda-beda. Misalnya pada 
awal abad ke-20, seorang sarjana 
bernama Vilfredo Pareto dan Gatano 
Mosca, mereka mengemukakan 
dalam tesisnya bahwa dalam setiap 
masyarakat pasti ada kelompok orang 
yang memimpin atau memerintah 
(ruling class) dan kelompok orang 
yang diperintah (ruled class). Jumlah 
kelompok atau golongan yang pertama 
(memimpin) daripada orang golongan 
kedua. Pareto kemudian merumuskan 
kelompokayang memerintah sebagai 
kelas pemerintah. Sedangkan Mosca 
mengistilahkannya “dengan — kelas 
politik- Sementararitu, Tom Bottomore 
membedakan tiga kelompok elite: (i) 
elite, dari segi” fungsional, terutama 
pada pekerja yang mempunyai status 
tinggi dalam masyarakat, (ii) kelas 
politik. yaitu semua kelompok yang 
menggunakan atau mempunyai kuasa 
politik dan pengaruh langsung dalam 
politik sehari-hari: (iii) elite politik, 
yaitu kumpulan kecil kelas politik yang 
terdiri dari individu yang sebenarnya 
menjalankan kuasa politik dalam 
sebuah masyarakat. 


Di samping hal itu, dari segi teori 
atau praktik politik, golongan banyak 
beranggapan jika “kesetiaan” sebagai 
sebuah sifat yang hanya dimiliki oleh 
keluarga, saudara, dan kerabat dekat. 
Mereka sangat berhati-hati dan teliti 
dalam menerima orang dari “luar” dan 
juga cenderung berpandangan negatif 
terhadap kesetiaan — orang-orang 
dari luar lingkungan keluarga yang 
dianggap dapat mengganggu stabilitas 
dinasti politik mereka. Sikap demikian 
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sangat menjadi prinsip dasar elite 
politik dalam memilih anggota yang 
hendak direkrut. Karena itu, tidak 
mengherankan apabila seseorang yang 
berkuasa cenderung lebih memilih 
keluarga,  sanak-saudara, kerabat, 
atau rekan sejawat yang masih dalam 
lingkup kekuasaannya daripada orang 
lain. 


Lantas apa saja faktor pendorong 
tumbuhnya dinasti politik yang 
semakin banyak, selain untuk alasan 
membangun, mempertahankan, dan 
memperluas kekuasaan politik dan 
ekonomi? Pertanyaan ini sangat tidak 
mudah untuk dijawab. Namun, untuk 
kasus dinasti politik di Asia, dapat 
dideskripsikan dan dijabarkan sebagai 
berikut oleh Max Weber. Misalnya:dia 
pernah mengatakan jika orang Asia 
tidak sanggup dan kurang matang 
dalam memegang tanggungjawab 
politik dan ekonomi negara, sehingga 
tidak sedikit dari #mereka yang 
mengendalikan administrasis, politik 
yang diamanahkan kepadanya sebagai 
hak pribadi,yang boleh dieksploitasi. 
Konsekuensi "dari hal situ adalah 
mereka tidak-mampu membedakan 
hak masyarakat umum' yang terkait 
dengan masalah .- tanggungjawab, 
akuntanbilitas, “dan hak pribadi. 
Efeknya adalah praktik korupsi politik 
dan ekonomi dianggap sebagai sesuatu 
yang tidak terlalu bermasalah. 


Ada juga beberapa sarjana yang 
pikirannya sejalan dengan Weber yang 
menyatakan pendekatan relativist atau 
suspend judgment yang menyatakan 
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bahwa praktik korupsi yang terjadi 
adalah perkara biasa, sebab manusia 
bersifat memiliki kecenderungan 
untuk melakukan korupsi. 


Dalam memandang dampak 
buruk dari dinasti politik dan tindak 
korupsi, Jose Velos Abueva, seorang 
sarjana administrasi publik dari 
Filipina menganjurkan bahwa perlu 
diberlakukannya paham bahwa 
suatu bendasdapatwmempunyai dua 
nilai berbeda, seperti” korupsi yang 
mempunyai nilai wpositif maupun 
negatif. Abueva: berpendapat bahwa 
nepotisme, «.spoilS» dan korupsi 
memberi sumbangan pada beberapa 
aspek kehidupan manusia seperti 
perkembangan politik, penyatuan 
politik, , partisipasi dalam aktifnya 
pelaporan, penataan administrasi 
negara yang lebih rapi, dan lain- 
lain” Menurut Abueva juga, suatu 
peradaban dapat dibentuk melalui 
praktif negatif, terutama dengan 
memperbaiki dan berupaya 
meniadakan praktik dan nilai negatif 
tersebut dengan teknik serta kaidah 
yang lebih mutakhir. Abueva kembali 
menguraikan bahwa peran negara 
dan pemerintah dalam melakukan 
sosialisasi terhadap individu terlihat 
lemah jika dibandingkan dengan 
keluarga. Artinya, ada pengaruh 
keluarga terhadap sosialisasi perilaku 
anggota-anggotanya. Karena itu, 
pemimpin politik dan birokrat yang 
dianggap sebagai pemimpin keluarga 
dapat meningkatkan sosialisasi positif 
diantara pemerintah dengan yang 
diperintah. 
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Namun sebaliknya, ia akan 
menjadi lemah bila pemimpin politik 
dan birokrat yang berkuasa dianggap 
bukan bagian dari satu kesatuan 
warga yang diperintah. Kesimpulan 
yang dapat ditarik dari kajian Abueva 
mengenai hubungan di antara dinasti 
politik dan praktik korupsi serta 
nepotisme yang terus berlanjut adalah 
warisan dari sosialisasi adat terdahulu. 


Kajian dari Abueva tersebut 


akhirnya memperkuat studi yang 
pernah dilakukan oleh Samuel 
Huntington, yang berpendapat 


bahwa peraturan tradisional dalam 
kebanyakan masyarakat tidak (atau 
kurang) memberi ganjaran setimpal 
kepadaperilakupersonal kekeluargaan. 
Akibatnya, batas antara ranah publik 
dan ranah privat menjadi kabur, serta 
tanggung jawab terhadap negara atau 
keluarga menjadi tidak jelas. Inilah 
yang mencetuskan masyarakat,,yang 
“buta” terhadap perilaku, negatifnya 
sendiri, apakah ia telah menerapkan 
nepotisme, korupsi dan lain-lain. 


Ada beberapa kesimpulan 
yang dapat.ditarik dari paparan 
penjelasan ,divatass, Hal paling utama 
adalah kelompok elitevakan sangat 
menentukan 'perilaku “masyarakat, 
apalagi jika elite yang berkuasa 
dianggap oleh masyarakat luas sebagai 
bagian dari keluarga besar mereka. 
Dalam konteks ini peran elite dapat 
menentukan bangkit dan menguatnya 
sistem politik yang demokratik atau 
sebaliknya melestarikan sistem politik 
berasaskan kekeluargaan dan “dinasti”. 
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MENENGOK DINASTI POLITIK DARI 
MASA KE MASA PEMERINTAHAN DI 
INDONESIA 


Lagi-lagi perihal dinasti politik 
kini menjadi pembahasan yang cukup 
senter dibahas setelah tahun ini giliran 
Jokowi dan Ma'ruf Amin yang diduga 
bakal melakukan praktik dinasti 
politik kepada anak dan menantunya 
pada pilkada tahun 2020:,Padahal kita 
tahu bahwa dinastiwpolitiketak akan 
pernah berakhir, dengan,baik. Selain 
akan menyuburkam budaya praktik 
nepotisme, juga akan “mengakibatkan 
kerusuhan antar masyarakat. 


Terkait dengan hal ini, Esty 
Ekawati dalam tulisannya “Dilema 
Politik "Dinasti di Indonesia (2015)” 
menjelaskan bahwa praktik dinasti 
politik» kian masif lantaran ada 
kebijakan otonomi daerah yang 
melahirkan demokratisasi di tingkat 
lokal, dimana dalam memilih pemimpin 
daerah langsung dipilih oleh rakyatnya. 
Masalahnya, dalam pemilihan langsung 
terdapat tingginya ongkos politik dan 
besarnya “keuntungan” yang diperoleh 
ketika terpilih menjadi kepala daerah 
akhirnya membuat tujuan demokrasi 
daerah itu menjadi berbelok. Kini, 
mereka yang menempati posisi sebagai 
kepala daerah tidak bisa lepas dari 
pejabat pertahanan atau dinasti politik 
yang sudah ada sebelumnya. 


Dinasti politik makin subur di 
Indonesia setelah Majelis Konstitusi 
(MK) pada 8 Juli 2015 secara tak 
langsung melegalkan dinasti politik. 
Saat itu MK telah membatalkan Pasal 
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7 huruf (r) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2015 tentang Pilkada. Dimana 
dalam Pasal tersebut menerangkan 
jika syarat calon Kepala Daerah 
(Gubernur, Bupati, atau Walikota) tak 
memiliki konflik kepentingan dengan 
pertahanan. 


Dilansir dari matamatapolitik. 
com bahwa di era Presiden Jokowi- 
Maruf Amin, wacana anak dan 
menantunya untuk ikut di ajang 
Pilkada 2020 menjadi bukti kecil 
betapa kekuasaan memang harus 
dipertahankan bagaimanapun caranya. 
Masalah ini bukan menjadi yang 
pertama kali di Indonesia, dinasti 
politik seperti ini bisa kita jumpai 
dalam berbagai rezim pemerintahan 
sejak era Soeharto, Megawati, SBY, 
hingga sekarang pemerintahan Jokowi. 
Yang kini duduk di parlemen biasanya 
punya hubungan darah yang.tak jauh 
dari pejabat pertahanan. Tak shanya 
level Presiden dan DPRssaja, di tingkat 
daerah pun sederet pejabat telah 
membangun kerajaan mereka sendiri. 
Contohnya ada Ratu WAtut Chosiyah 
di Banten, kemudian klam. Fuad Amin 
Imron atau Lora, Fuad di Bangkalan 
Madura serta'dinasti'Syaukani dan Rita 
Widyasari.” 


Dari sini penulis 
merangkum daftar dinasti 
Indonesia dari masa ke masa: 


dapat 
politik 


7https://www.matamatapolitik.com/dinasti-politik- 
dan-candu-kekuasaan-dari-masa-ke-masa-listicle/# 
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SOEHARTO 
CENDANA. 


DAN KELUARGA 


Kita tahwbahwa Soeharto adalah 
presiden dengan” masa memimpin 
terlama yakni 32 tahun, diketahui juga 
pernahmenunjuk putri sulungnya yang 
bernama Siti Hardiyanti Rukmana alias 
Mbak-Tutut sebagai Menteri Sosial. Ia 
juga-menarik rekannya di ABRI dan 
sejumlah jabatan sipil dalam DPR RI 
kala itu. 


Kini, jargon “Piye Kabare, Iseh 
Penak Zamanku To?” kembali hadir di 
ruang-ruang publik. Politik nostalgia 
“lebih enak zaman atau era Soharto” 
ini akhirnya memberi tempat bagi 
aktor politik lama untuk kembali eksis 
lagi, termasuk keturunan Soeharto 
langsung seperti Tomy Soeharto, Siti 
Hardianti Rukmana atau yang lebih 
akrab kita panggil dengan Mbak Tutut 
serta Titik Soeharto. 


Kembalinya Soeharto melalui 
keturunannya sebenarnya adalah cerita 
lama yang terulang kembali. Sempat 
terjagal sana-sini, namun ketiganya 
mantap memasuki dunia politik. Titik 
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Soeharto, melenggang ke Senayan 
dari perwakilan daerah pemilihan 
Yogyakarta dari Pileg lalu. Sementara 
Mbak Tutut pernah memasuki dunia 
politik dan berkiprah di parpol Golkar. 
Di partai yang didirikan oleh ayahnya 
ini, Tutut menjabat sebagai wakil 
ketua umum era Bakrie 2014-2019. 
Kemudian Tutut disebut-sebut turut 
ambil bagian dari pendirian parpol 
Garuda, yang telah dipimpin oleh 
Ahmad Ridha Sabana seorang Direktur 
TPI yang notabene adalah perusahaan 
Mbak Tutut sendiri. 


Menafikan catatan buram sang 
ayah, Partai Garuda dibuat oleh Tutut. 
Lalu anak pinak parta beringin lain 
tampak pada pendirian Partai Berkarya 
yang dibuat oleh Tommy Soeharto: Ia 
sangat yakin jika Partai Berkarya yang 
ia buat akan menjadi partai besarsdan 
mampu mengantongi suara, 


MEGAWATI DAN PARTAI BANTENG 
MERAHNYA 


Selain menjabat sebagai Ketua 
Umum PDI-P..selama bertahun-tahun, 
Megawati juga menempatkan putrinya 
yang bernama” Puan Maharani di 
beberapa posisi penting kekuasaannya. 
Yakni, termasuk Menteri Sosial era 
Jokowi dan kini ia menjabat sebagai 
ketua DPR RI. 


Tentu saja penempatan dan 
penunjukan Puan telah menuai banyak 
kritik, terutama terkait kapabilitas yang 
ia miliki selama memimpin Kementrian 
Sosial yang terbilang nir-prestasi. 
Sementara kini ia ditunjuk sebagai 
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ketua DPR dengan mengkampenyekan 
representasi politik perempuan yang 
dianggap tak substansial. Meskipun 
ia sangan getol memperjuangkan 
nasib perempuan dalam dunia politik, 
namun ia tak terlihat sama sekali dalam 
memperjuangkan nasib perempuan 
dalam RUU PKS maupun revisi RKUHP. 


SBY DENGAN PUTRA MAHKOTANYA 


Ketua Umum'artai Demokrat 
Susilo Bambang,Yudhoyono.atau akrab 
disapa (SBX) pernah, mempercayakan 
putranya,,untuk, mengisi kedudukan 
yang#sangat pentingydi DPR ketika 
ia menjabat. Kini” Edhie Baskoro 
Yudhoyonoalias Ibas diberikan jabatan 
sebagai Ketua-Fraksi Demokrat di DPR 
periode 2019-2024. 


Kemudian ada Agus Harimurti 
Yudhoyono yang merupakan putra 
sulungnya yang juga disebut-sebut 
bakal menjadi penerus SBY dalam 
pimpinan Partai Demokrat. Sekarang, 
Agus sudah dipercaya menjadi Wakil 
Ketua Umum pasca menjadi Komandan 
Satuan Tugas Bersama yangberwenang 
memenangkan pileg Pemilu pada tahun 
2019 silam. 


KOMPAKNYA JOKOWI DAN MA'RUF 
AMIN DALAM MERESTUI ANAKNYA 
DI PILKADA 


Hal penting yang akhir-akhir 
menarik perbincangan dan simpatisan 
adalah wacana naiknya putra dan 
menantu Jokowi sebagai kandidat di 
Pilkada 2020. Hal ini diketahui bahwa 
Gibran Rakabuming anak sulung 
Jokowi telah mendaftar sebagai kader 
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PDIP dan berniat ingin menjadi Wali 
Kota Solo pada Pilkada serentak tahun 
2020. Kemudian menantunya yang 
bernama Bobby Nasution juga akan 
berlaga dalam Pilkada di Kota Medan 
tahun2020. Hal tersebut kemudian 
mendapat restu dari Jokowi sendiri. 


t 
h Pp 
8. 


Images by cnnindonesia.com 


Bersamaan dengan hal tersebut, 
wakil presiden Ma'ruf Amin juga telah 
memberi restu pada putrinya yang 
bernama Siti Nur Azizah untuk maju 
dalam pemilihan Wali Kota Tangerang 
Selatan tahun 2020-20254 Mengutip 
CNN Indonesia, Siti Nur Azizah bahkan 
disebut mulai aktif mendaftar jaringan 
beberapa partai untuk bakal calon Wali 
Kota Tangerang Selatan. Ia kemudian 
mendaftar kePDI Perjuangan, Gerindra, 
PPP, PKB, hingga'hanura. 


MENENGOK DINASTIPOLITIK DARI 
KALANGAN:POLITIK' DAERAH 


Dinasti politik tidak hanya bisa 
kita jumpai dalam kalangan dan 
kekuasaan Presiden saja, justru dalam 
tingkat daerah dinasti politik sangat 
relatif mudah untuk ditemui. Misalnya 
saja dengan nama Ratu Atut Choisiyah 
di Banten. Namayangsering kita dengar 
bukan, Eks Gubernur Banten ini dulunya 
pernah mendorong kerabatnya untuk 
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menempati beberapa posisi strategis 
sekaligus menguntungkan di instansi 
pemerintahan. Adik kandungnya yang 
bernama Ratu Tatu Chasanah, yang 
pernah menjabat Wakil Bupati Serang 
(2010-2015) dan berlanjut menjadi 
Bupati Serang (2016-2021). Lalu adik 
tiri Atut yang bernama Tubagus Haerul 
Jaman pernah menjadi dan menjajal 
posisi Wali Kota Serang (2011-208). 
Kemudian ipar Atut, yang bernama 
Airin Rachmi'Diany pun sempat eksis 
menjabat,sebagai Wali Kota"Tangerang 
Selatan (201152021). Sementara Putra 
Atut yang bernamatAndika Hazrumy 
bahkan mpernah «sberhasil menjabat 
Wakil Gubernur Banten periode 2017- 
2022. 


Dan-. masih menurut Asumsi, 
dinastiw. politik juga tampak di 
Bangkalan, Madura, Jawa Timur. 
Fuad Amin Imron atau Lora Fuad di 
Bangkalan menjabat sebagai Bupati 
Bangkalan selama sepuluh tahun atau 
katakan saja dua periode dimulai pada 
tahun 2003 hingga 2013. Menjelang 
berakhirnya jabatan, ia menggandeng 
atau menggadang-gadang putranya 
sendiri bernama Makmun Ibnu Fuad 
sebagai kandidat Bangkalan 1 kala iu. 
Akhirnya putranya yang saat itu masih 
berusaha 26 tahun bisa menjabat 
sebagai ketua DPRD Bangkalan. 


Sayangnya, kerap kali praktik 
dinasti politik ini diperparah dengan 
upaya kecurangan dari para pejabat 
yang tersandung kasus korupsi. 
Contohnya seperti di Kalimantan Timur, 
mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita 
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Widyasari juga menjadi anak sah dari 
praktik dinasti politik. Perempuan 
yang tersandung kasus korupsi ini 
menggantikan sang ayah, Syaukani 
Hassan Rais sebagai kepala daerah, 
setelah lebih dulu menjadi dalang 
terpidana kasus korupsi. 


Di Cimahi, Wali Kota Cimahi 
periode 2012-2017 Atty Suhati 
bersama suaminya, Itoc Tochija, 


mengutip Kompas, menjadi tersangka 
kasus penerimaan suap terkait proyek 
pembangunan pasar di Cimahi, dengan 
nilai total proyek mencapai Rp 57 milia 
Atty dan suaminya diringkus petugas 
KPK setelah mereka diduga menerima 
suap dari dua pengusaha. Itoc sendiri 
adalah Wali Kota Cimahi dalam 
dua periode sebelumnya. Posisinya 


kemudian digantikan oleh istrinya 
sendiri Atty Suharti. 
Lalu di Banyuasin, &Bupati 


Banyuasin periode 2013-2028, Wan 
Anton Ferdian diamankan soleh KPK 
terkait kasus suap proyek “dindinas 
pendidikan Banyuasim,Bupati termuda 
ini melanjutkan"kekuasaan singgasana 
yang sebelumnya «diduduki ayahnya, 
Amiruddin Inoed, selama'12 tahun. 


Senada'dengan-hal tersebut, di 
Klaten Jawa Tengah. Dinasti politik juga 
melahirkan akses korupsi dari Bupati 
Klaten periode 2016-2021, Sri Hartini. 
la tertangkap tangan dalam operasi 
KPK, terkait jal beli jabatan di Klaten. 
Hartini sendiri adalah istri eks Bupati 
Klaten periode 2000-2005, Haryanto 
Wibowo. 
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Kesimpulan: 
Dinasti politik yang mulai 
mewabah Indonesia — merupakan 


sebuah ancaman serius jika ditelaah 
dengan seksama. Disamping dapat 
menutup peluang lahirnya pemimpin 
berkualitas, juga dapat melahirkan 
tirani dalam bentuk yang baru. 


Kelemahan hukum di satu 
sisi dan kebebasan ,berpolitik yang 
begitu luas disisi lain,, menjadi celah 
yang dimanfaatkan ,oleh«,para aktor 
politik yangwmemiliki“segala akses 
untuk, meraih uangsdan menggapai 
kekuasaan. Hal ini“melahirkan praktik 
politik dinasti yang dengan jaringannya 
menjalani politik balas budi, politik 
uang, “dan politik melanggengkan 
kekuasaan — sehingga — melahirkan 
praktik-praktik politik seperti korupsi, 
kolusi, dan nepotisme. 


Sistem meritokrasi dinilai sangat 
cocok dengan iklim politik di Indonesia. 
Di samping mengedepankan kualitas, 
kapasitas dan kecakapan seorang 
pemimpin, sistem tersebut juga dapat 
mengikis sistem dinasti politik. 


TAN NN 


IN 
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HUKUM 


Abstrak 


Dalam penelitiamwwini akan 
mengulas lebih mendalam.vanalisis 
hukum terhadap dinasti politik 
yang terjadi .di Indonesia sekarang. 
Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan» sumber data 
utama “berdasarkan dari library 
research dari, berbagai buku dan 
jurnalksyang- mendukung terhadap 
isi dari. penelitian. Data yang telah 
dikumpulkan kemudian diproses, 
diolah dan dianalisis didasarkan pada 
analisis hukum terhadap dinasti politik 
yang terjadi di Indonesia. 


Pendahuluan 


Pada awal pemberlakuannya, 
pilkada langsung dilakukan sesuai 
ketentuan Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 32 Tahun 2004 -yang 
selanjutnya diubah menjadi Undang- 
Undang Republik Indonesia No. 
12 Tahun 2008 -khususnya pasal 
56 di daerah-daerah di Indonesia 
dimaksudkan untuk: 


1. Supaya mendapatkan pemimpin 
di daerah yang memiliki 
akuntabilitas public di tingkat 
lokal sebab dengan pilkada 
langsung lembaga partai politik 
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di taraf nasional tidak bisa lagi 
menunjuk dan mengirimkan 
calonnya ke daerah. 


2. Supaya calon pemimpin di 
daerah tidak hanya dipilih oleh 
sebagian dari elit partai politik. 
Akan tetapi, dipilih oleh rakyat 
secara langsung. Sebelumnya 
pemimpin daerah hanya dipilih 
oleh segelintir elit politik lewat 
lembaga Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD), maka 
diharapkan dengan pilkada 
langsung partisipasi masyarakat 
di tingkat grass root semakin 
bertambah dalam menentukan 


pejabat public. 

3. Pilkada dimaksudkan untuk 
mengembangkan kepemimpinan 
dari bawah atau ,battom 
up diharapkan mampu 
mengembalikan hak x.rakyat 
untuk menentukan langsung 
pemimpinnya. 

4. Dengan pilkada langsung 


diharapkan rakyat. lebih'banyak 
ikut berpartisipasi dalam urusan 
politik ditingkat lokal sehingga 
prosess demokratisasi semakin 
tumbuhrdi kalangan masyarakat.! 


Dengan pilkada yang dipilih oleh 
rakyat secara langsung, maka secara 
tidak langsung rakyat dibimbing dan 
diajari untuk dapat berpolitik yang 
lebih bertanggung jawab. Sehingga 


IBudhy Prianto, Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik 
Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi, 
PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), Vol. 1, No. 
2, 2016, him. 107-108. 
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stabilitas politik di daerah local 
diharapkan tercapai dan politik uang 
bisa dihilangkan. 


Tujuan-tujuan ideal diatas 
tersebut tampaknya akan sulit 
terealisasi apabila pilkada langsung 
menginjak satu dekade atau dua 
kali dalam masa jabatan. Pertama, 
aspirasi dan partisipasi rakyat dalam 
penentuan calon tetap termarjinalisasi 
dan bahkan#dapatsdikalahkan oleh 
oligarki (elit) spartai” politik yang 
sudah ,mereduksiw pilkada hanya 
sebagai perburuan ,kekuasaan (lihat 
J. Kristiadi,..2009)3 Hal ini dapat 
dilihat dari. fakta-fakta, bahwasannya 
pencalonan dalam pilkada tetap saja 
ditentukan Oleh pengurus pusat partai 
politik: demokrasi pada taraf local- 
pun akhirnya harus tunduk kepada 
pemilik modal di pusat dan partisipasi 
public di taraf local yang diharapkan 
tidak dapat terwujud: justru rakyat 
hanya dijadikan alat formalitas suara 
melalui pencalonan figur-figur populer 
dan artis tanpa memperdulikan 
kualitas, dan selain itu di sejumlah 
tempat pilkada berakhir dengan tindak 
kekerasan diantara para pendukung. 


Kedua, Pilkada langsung yang 
telah melewati periode ketiga sejak 


periode pertama yang dimulai 
pada tahun 2005, justru semakin 
menampilkan indikasi pencederaan 


demokrasi. Perekrutan calon kepala 
daerah yang dideterminasi oleh politik 
transaksional melakukan pelanggaran 
asas kepatutan. Bagaimana tidak, 
seorang kepala daerah yang sudah 
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menjalani dua kali masa jabatan 
dan karenanya sudah tidak memiliki 
peluang untuk dicalonkan lagi-rela 
turun derajat asalkan tetap berkuasa: 
atau kalau tidak, istri/anak/adik atau 
bahkan sanak keluarga lainnya akan 
didorong untuk mencalonkan diri 
sebagai kepala daerah. Sehinggga 
pergulatan inilah yang akhirnya dikenal 
dengan politik kekerabatan, yang pada 
gilirannya melahirkan apa yang disebut 
sebagai dinasti politik. 


Dalam tradisi politik 
kekeluargaan, anggota keluarga yang 
telah menjadi anggota penguasa atau 
yang sedang menduduki jabatan 
publik pada umumnya akan melakukan 
praktik nepotisme dengan memberikan 
berbagai perlakuan istimewa kepada 
anggota keluarga atau kerabatnya 
tersebut, sehingga yang terjadi malah 
bukan untuk mensejahterakan rakyat 
dan memajukan daerahnya, melainkan 
dalam rangka membangun dan 
memperkuat jejaring kekuasannya. 
Dari sinilah selanjutnya bibit-bibit 
dinasti politik.itu muncul. 


Menurut, Seruton dinasti adalah 
a class of sovereigns 'or srulers, whose 
succession dis determined by blood 
relationship. Dapat» diartikan bahwa 
dinasti politik sebagai rezim politik 
atau aktor politik yang menjalankan 
kekuasaan pemerintahan secara 
turun temurun, berdasarkan keluaga 
ataupun kekerabatan. Rezim politik 


2Agus Sutisna, Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Bant- 
en Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah, 
Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 
Vol. 2, No. 2, (2017) hlm. 12. 
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tersebut terbentuk — dikarenakan 
concern yang tinggi antara anggota 
keluarga terhadap dunia politik dan 
umumnya orientasi dinasti politik ini 
adalah untuk memperoleh kekuasaan 
dan akan mempertahankannya selama 
mungkin. 


Upaya Penghambatan Dinasti Politik 
di Indonesia 


Sebelumnya, upaya menghambat 
petahana membangun dinasti politik 
telah dilakukan», dengan adanya 
larangan majusbagi keluarga petahana 
yangstertuang dalam5Pasal 7 huruf r 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 
tentang pemilihan gubernur, bupati, 
dammwali kota” Namun, larangan itu 
kemudian dicabut oleh Mahkamah 
Konstitusi (MK) pada 8 Juli 2015. 


Sejarah mencatat bahwasannya 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
dan Presiden Jokowi ialah pemimpin 
yang berjuang keras untuk menghapus 
dinasti politik dalam pilkada. 
Perjuangan untuk menghilangkan 
dinasti politik ini sempat berhasil. 
Perdebatan soal dinasti politik dan 
politik dinasti sempat menguras 
energi bangsa ini pada tahun 2013. 
Perdebatan itu muncul ketika KPK 
menangkap Tubagus Chaeri Wardana 
alias Wawan yang merupakan adik 
dari Gubernur Banten yaitu Ratu 
Atut Chosiyah, dalam kasus dugaan 
suap ke Ketua MK Akil Mochtar. 
Kasus tersebut memunculkan 
dugaan adanya praktik politik dinasti 


8Roger Scrotun, The Palgrave Macmillan Dictionary 
of Political Thought, 3" Edition, New York: Palgrave 
Macmillan, 2007, hlm 195. 
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di Banten. Kala itu Presiden SBY 
mengingatkan, meskipun undang- 
undang tidak melarang orang yang 
memiliki hubungan kekerabatan atau 
kekeluargaan menduduki jabatan di 
daerah, akan tetapi terdapat batasan 
norma kepatutan." 


Norma kepatutan tersebut 
hanya berlaku dalam lingkungan 
orang-orang beradab. Oleh karena 
itu, Kementerian Dalam Negeri 
menjadikan norma kepatutan sebagai 
norma hukum di Rancangan Undang- 
Undang Pilkada yang ketika itu dibahas 
DPR. Norma hukum yang diusulkan 
Kemendagri ialah pelarangan calon 
kepala daerah mempunyai ikatan 
kekerabatan dengan petahana, kecuali 
ada jarak waktu minimal satu masa 
jabatan. Pada saat pemerintahan SBY 
berhasil meyakinkan DPR sehingga 
lahirlah syarat sebagai calon kepala 
daerah di Pasal 13 huruf g Undang- 
Undang Nomor 22 Tahum.2014, yaitu 
tidak memiliki konflik kepentingan 
dengan petahana" Itulah pertama kali 
sejarah pelarangan'dinasti politik di 
Indonesia yang.amasuk dalam undang- 
undang." 


Undang-Undang” WNomor 22 
Tahun 2014 mendapat penolakan dari 
masyarakat. Itu ditolak sebab kepala 
daerah dipilih oleh DPRD. Sehingga 
Presiden SBY pun mengeluarkan 
Perppu Nomor 1 Tahun 2014 pada 2 
Oktober 2014, yang dimana kepala 


“Gaudensius Suhardi, Dinasti Politik, https://mediain- 
donesia.com/podiums/detail podiums/1698-dinas- 
ti-politik dilihat tanggal 27 November 2021. 

5Ibid., 
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daerah tetap dipilih langsung oleh 
rakyat. Perppu SBY itu kemudian pada 
masa pemerintahan Presiden Joko 
Widodo disahkan menjadi Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 2015. Hal 
tersebut menunjukkan semakin 
jelas pengaturan larangan politik 
kekerabatan atau dinasti politik. 


Pasal 7 huruf g Undang- 
Undang Nomor “T WTahun 2015 
menyebutkan#f bahwa syarat” calon 
kepala daerah tidak memiliki konflik 
kepentingan dengan'petahana'. Dalam 
penjelasannya disebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan”»'tidak memiliki 
konflik kepentingan, antara lain: tidak 
memiliki sikatan perkawinan atau 
garis keturunan satu tingkat lurus ke 
atas, ke, bawah, ke samping dengan 
petahana kecuali telah melewati jeda 
satu-kali masa jabatan. 


Pengaturan jauh lebih ketat soal 
dinasti politik diatur dalam Pasal 7 
huruf r Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2015 sebagai revisi UU 1/2015. 
Disebutkan bahwa, syarat untuk 
menjadi calon kepala daerah yakni 
tidak memiliki konflik kepentingan 
dengan petahana. 


Ada dua alasan pemerintah 
SBY dan Jokowi menolak politik 
kekerabatan sehingga perlu diatur 
secara  terang-benderang — dalam 
undang-undang. Pertama, dinasti 
politik sangat penting diatur karena 
petahana memiliki akses terhadap 
kebijakan-kebijakan dan akses 
terhadap alokasi anggaran sehingga 
memungkinkan untuk memberikan 
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keuntungan pribadi dalam memenangi 
pemilihan kepala daerah atau 
memenangkan kelompok-kelompok 
mereka. Kedua, ada kemauan kuat 
pemerintah untuk memutus mata 
rantai dinasti politik, sebab akan 
memicu tindakan koruptif, dan 
tindakan penyalahgunaan wewenang. 
Pemutusan mata rantai itu bertujuan 
agar pilkada dilaksanakan secara 
fairness. 


Sejarah mencatat bahwasannya 
ada tiga undang-undang yang 
membatasi petahana dalam rangka 
memutus mata rantai dinasti politik. 
Akan tetapi,belum pernah diterapkan 
sebab dimatikan MK pada 8 Juli 2015 
melalui putusan 33/PUU-XIII/2015. 
Pasal 7 huruf r UU 8/2015, menurut 
MK, mengandung diskriminasi 
bagi sebagian warga negara “dan 
bertentangan dengan Pasal.28 ayat 
(2) UUD 1945. 


Putusan MK Melegalkan Dinasti 
Politik 


Mahkamah Konstitusi sebagai 
lembaga yang salah satu wewenangnya 
adalah mengadili perkara konstitusi 
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di tingkat pertama dan terakhir yang 
dimana putusannya pun bersifat final 
dan mengikat, dalam hal ini kaitannya 
dengan dinasti politik Mahkamah 
Konstitusi menjatuhkan putusan 
dalam perkara Pengujian Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur: Bupati, 
dan Walikota menjadi Undang-Undang 
terhadap, WJndang-Undang — Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang dituangkan «dalam hasil putusan 
MK NO. 33/PUU-XI1/2015. 


Adapun hasil Putusan MK Nomor 
33/PUU-XH/2015 bahwasannya pertama, 
pasal 7shuruf r beserta penjelasannya 
Undang - Undang Pilkada mengenai 
persyaratan calon kepala daerah 
tidak memiliki konflik kepentingan 
dengan petahana (petahana adalah 
tidak memiliki hubungan darah, 
ikatan perkawinan dan/atau garis 
keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke 
bawah, ke samping dengan pasangan 
calon kepala daerah), bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat.” Kedua, pasal 7 huruf s 
Undang-Undang Pilkada mengenai 
persyaratan bagi calon kepala daerah 
yang berasal dari anggota DPR, DPD, 
atau DPRD wajib memberitahukan 
pencalonannya kepada Pimpinan 


6Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/ PUU- 
XII//2015 tanggal 8 Juli 2015. 
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lembaganya, conditionally constitution, 
yaitu bertentangan dengan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat, sepanjang 
tidak dimaknai dengan mengundurkan 
diri dari anggota DPR, DPD, atau 
DPRD sejak ditetapkan memenuhi 
persyaratan oleh Komisi Pemilihan 
Umum/Komisi Independen Pemilihan 
(KPU/KIP) sebagai calon kepala 
daerah.” 


Putusan ini mengandung dua 
norma yang ditegaskan oleh MK, yakni 
norma yang mengatur tentang konflik 
kepentingan keluarga petahana tidak 
bisa dilaksanakan dalam pilkada dan 
norma yang berlaku bagi anggota 
DPR, DPD, dan DPRD yaitu tidak perlu 


melakukan pengunduran diris dari 
jabatannya. 

Dalam hal mengenai xkonflik 
petahana, MK berpendapat bahwa 


larangan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 huruf r UU Pilkada» tidak 
selaras atau bertentangan ..dengan 
UUD NRI 1945“sebab melanggar hak 
konstitusional. warga negara untuk 
memperoleh».-hak 3yang /sama dalam 
hukum dan pemerintahan serta 
kebebasan setiap orang dari tindakan 
diskriminatif. Sebagaimana didasarkan 
pada UUD NRI 1945 yang menjamin 
hak konstitusional bagi seluruh warga 
negara atas hak untuk dipilih. Atas dasar 
pertimbangan-pertimbangan tersebut 


7Shanti Dwi Kartika, Info Singkat Kajian Singkat Ter- 
hadap Isu Aktuaj dan Strategis Tentang Putusan MK 
Melegalkan Politik Dinasti Dalam UU Pilkada, Vol. VII, 
No. 14/11/P3DI/Juli/2015, hlm. 2 
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maka materi muatan dalam pasal 7 
huruf r UU Pilkada jelas bertentangan 
UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, pasal 7 
huruf r batal demi hukum. 


Sebagaimana yang termaktub 
dalam Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) bahwa Jenis 
dan hierarki Peraturan Perundang- 
undangan terdiri atas: 


a. Undang-Undang "Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, 

b. Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 

c.” Undang-Undang/Peraturan 

Pemerintah Penggatni Undang- 

Undang, 

Peraturan Pemerintah 

Peraturan Presiden 

Peraturan Daerah Provinsi: dan 

Peraturan Daerah Kabupaten/ 

Kota? 

Dapat 


9 PD 2 


dilihat — berdasarkan 
hierarki undang-undang diatas 
bahwa Undang-Undang/Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
tidak bisa bertentangan dengan 
Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia 1945, jika bertentangan 
maka UU/Perppu tersebut batal demi 
hukum. 


Menurut Bahrul Ilmi Yakup, 
ratio decidendi putusan MK sangat 
sukar apabila dipahami berdasarkan 
interpretasi validitas norma hukum 
semata serta landasan filosofis, yuridis, 
dan sosiologis suatu undang-undang. 
8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 
(1) 
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Pasal 7 huruf r UU Pilkada berikut 
penjelasannya mempunyai landasan 
filosofis yang berupa instrumen 
normatif yang lahir karena respon 
publik atas ketidakadilan dalam praktik 
pencalonan kerabat petahana dalam 
pilkada sehingga dapat mewujudkan 
demokrasi oligarki. Ini berarti bahwa 
Putusan MK hanya didasarkan pada 
aspek diskriminatif sebagai bentuk 
pelanggaran hak asasi manusia. 


Diskriminatif tidak selamanya 
diartikan sebagai perbedaan perlakuan 
terhadap warga negara bertendensi 


negatif, akan tetapi perbedaan 
perlakuan itu dapat merupakan 
diskriminasi positif  (affirmative 


action) yang dapat memberikan titik 
permulaan bagi kelompok marginal 
untuk ikut berkompetisi. UUD: NRI 
1945 secara tersirat mengakui “dan 
melindungi penggunaan affirmative 
action sebagaimana diatur dalam.Pasal 
28J ayat (2) UUD NRI 4945. Pasal 28J 
ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan 
norma mengenai hak dan kebebasan 
setiapindividudibatasidenganundang- 
undang untuk ,menjamim, pengakuan 
dan penghormatam, atas hak dan 
kebebasanvorang lain supaya tercipta 
keadilan, dengan mempertimbangkan 
moral, nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum demi berjalannya 
demokrasi. Ini sesuai dengan konsep 
fairness dalam Theory of Justice yang 
dikemukakan oleh John Rawls, yaitu 
orang merdeka dan rasional yang 
berkehendak untuk mengembangkan 
kepentingannya harus memperoleh 
posisi yang sama pada saat memulai 
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kompetisi, sehingga diperlukan 
keadilan dalam hukum yang berpihak 
pada yang lemah. Oleh karena itu, 
Putusan MK No. 33/PUUXIII/2015 
yang menghapus ketentuan tentang 
konflik kepentingan dengan petahana 
bertentangan dengan konsep fairness 
sebab akan menghadirkan peluang 
ketidakseimbangan dalam persaingan 
dalam pilkada. Halinidapat berdampak 
pada publik dengan lahirnya politik 
kekerabatan#dan demokrasi-oligarki, 
sehingga smumengakibatkan” semakin 
banyak kepemimpinan di daerah yang 
berkuasa atas dasary dinasti politik. 
Oleh karena itu, diperlukan affirmative 
action sebagai.pembatasan terhadap 
petahana untuk mencegah oligarki 
kekuasaane., dan — penyalahgunaan 
wewenang dalam kepemimpinan di 
daerah. Hal tersebut pada dasarnya 
telahidituangkan dalam Pasal 7 huruf r 
UU. Pilkada. 


Berdasarkan landasan filosofis, 
putusan MK bisa dikategorikan 
bersifat simplistis atau tidak wajar 
karena hanya berasas pada aspek 
diskriminatif dan pelanggaran hak 
asasi, sedangkan dilain hal ada upaya 
untuk melakukan affirmative action 
sebagai keberpihakan terhadap pihak 
yang lemah dalam pilkada, yakni calon 
yang tidak mempunyai hubungan 
kekerabatan dengan petahana 
tidak menjadi acuan bagi MK dalam 
mengeluarkan Putusan MK No. 33/ 
PUUXIII/2015. 

?Shanti Dwi Kartika, Info Singkat Kajian Singkat Ter- 
hadap Isu Aktua: dan Strategis Tentang Putusan MK 


Melegalkan Politik Dinasti Dalam UU Pilkada, Vol. VII, 
No. 14/11/P3DI/Juli/2015, hlm. 3. 
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Selain itu, Pasal 7 huruf r UU 
Pilkada juga tidak menyebutkan dasar 
yang digunakan untuk perlakukan 
diskriminasi. Ini sesuai dengan Pasal 
28 I ayat (2) UUD NRI 1945, yang 
menyatakan bahwa setiap orang bebas 
dari perlakuan diskriminatif atas dasar 
apapun dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan yang 
bersifat diskriminatif itu. Frasa “dasar 
apapun” pada Pasal 28 I ayat (2) UUD 
NRI 1945 berarti bahwa setiap hal 
yang dapat menyebabkan diskriminasi 
harus dilarang sebagai konsekuensi 
logis dari Pasal 28 I ayat (2) UUD 
NRI 1945. Frasa “dasar apapun” ini 
tidak berarti perbedaan perlakuan 
selalu bertentangan dengan Pasal 28 I 
UUD NRI 1945. Atas dasar itu, norma 
Pasal 7 huruf r UU Pilkada berikut 
penjelasannya secara yuridiss telah 
cacat hukum, karena ini bukan norma 
larangan bagi keluarga“ petahana 
melainkan norma yang. membatasi 
kemungkinan keluarga” mpetahana 
menggunakan posisi petahanandalam 
pilkada. Pembatasan, dimaksudkan 
untuk meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan“ dan hasil pilkada 
sebagai penjabaran dari pengaturan 
Pasal 18 ayat (4) UUD'NRI 1945, agar 
kontestasi politik berjalansecara setara 
untuk memutus mata rantai dinasti 
politik, yangakan berpeluangterjadinya 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 
Ini berarti bahwa inkonstitusionalitas 
Pasal 7 huruf r UU Pilkada terjadi 
karena ketidakpastian hukum akibat 
kekeliruan dalam pemaknaan norma 
bukan karena norma larangan yang 
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bersifat diskriminatif, sehingga 
melahirkan putusan MK yang bersifat 
conditionally constitution. 


Secara sosiologis, secara umum 
baik mayoritas rakyat maupun 
keterangan ahli, pemerintah, dan 
DPR dalam putusan MK mendukung 
eksistensi Pasal 7 huruf r UU Pilkada 
serta penjelasannya tersebut. 
Dukungan ini merupakan..instrumen 
untuk menentukan Konstitusionalitas 
sosiologis suatunormar 


MK,.melalui 'Putusan No. 33/ 
PUUXINI/2015 “telah memberikan 
landasam, legal formal bagi politik 
kekerabatan ,dis Indonesia dengan 
alasan untuk.“ mencegah terjadinya 
diskriminasi (berasas hak asasi) 
dalam pilkada. Putusan MK ini bisa 
dimaknai bahwa MK telah melegalkan 
keluarga petahana dalam pilkada 
sehingga memperkuat praktik dinasti 
politik. Pakar hukum dan tata negara, 
Irmanputra Sidin menilai bahwa 
dengan dilegalkannya keluarga 
petahana untuk ikut serta dalam 
pilkada oleh MK, telah menjadi koreksi 
konstitusional terhadap UU Pilkada 
sehingga tidak ada alasan lagi bagi 
penyelenggara pilkada untuk menolak 
bagi keluarga petahana untuk dapat 
menjadi calon kepala daerah." Ini 
berarti bahwa Putusan MK No. 33/ 
PUU-III/2015 dalam menafsirkan 
Pasal 7 huruf r UU Pilkada berikut 
penjelasannya tidak bersifat progresif, 
karena pembatasan ini bukan terletak 
pada calon incumbent melainkan 


pada kerabat petahana, sehingga akan 
v0/bid., 
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menguntungkan bagi kedua belah 
pihak secara resiprokal atau saling 
berbalasan. 


Secara substantif, publik 
mempunyai hak untuk menyatakan 
pendapat sebagai instrumen pengingat 
dan input substantif agar putusan MK 
lebih berkualitas guna pembangunan 
hukum di Indonesia yang berdasarkan 
asas keadilan, kemanfaatan, dan 
kepastian hukum. Meskipun demikian, 
bagaimanapun putusan MK merupakan 
putusan pengadilan yang bersifat final 
and binding, sehingga harus dihormati 
oleh seluruh elemen bangsa sebagai 
interpretasi konstitusi. Oleh sebab 
itu, di atas semua argument yang ada, 
semua elemen bangsa harus mengawal 
implementasi keputusan tersebut." 


Implikasi hasil putusan MK No. 33/ 
PUU-XIII/2015 


Sehingga Putusan MK wakan 
berdampak pada UU “Pilkada dan 
Peraturan Komisi Pemilihan, Umum 
Nomor 9 Tahun, 2015 tentang 
Pencalonan,,/Remilihan “Gubernur dan 
Wakil Gubernur '/Bupatindan Wakil 
Bupati, dan/ ataw Walikota dan Wakil 
Walikota (PKPU No9.“Tahun 2015) 
sebagaimanantelah diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 12 Tahun 2015 (PKPU No. 
12 Tahun 2015). PKPU No. 12 Tahun 
2015 mengubah beberapa norma 
dalam PKPU No. 9 Tahun 2015, antara 
lain menghapus ketentuan mengenai 
persyaratan tidak memiliki konflik 
kepentingan dengan petahana untuk 


W/bid., 
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calon kepala daerah, yang tidak berlaku 
apabila telah melewati jeda satu kali 
masa jabatan sebagaimana yang telah 
diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, 
Pasal 4 ayat (11), Pasal 4 ayat (12), dan 
Pasal 4 ayat (13) PKPU No. 9 Tahun 
2015. 


images by kumparan.com 


Putusan“MK juga menjadi salah 
satu fundamen untuk mengukuhkan 
demokrasi dan politik hukum di 
negara “ini. Namun, putusan MK ini 
dapat menghambat upaya memajukan 
demokrasi dan pembangunan budaya 
antikorupsi. Oleh karena itu, menurut 
J. Kristiadi, program legislasi nasional 
(Prolegnas) harus mempunyai 
kebijakan hukum perundang- 
undangan untuk mewujudkan tujuan 
tertentu dengan hubungan saling 
terintegrasi antar undang-undang 
dalam suatu sistem yang komprehensif. 
Pendapat ini berhubungan dengan DPR 
selaku lembaga pemegang kekuasaan 
legislatif. Dalam kaitan ini, perangkat 
peraturanperundang-undangan terkait 
dengan Pemerintah Daerah, Pilkada, 
dan Penyelenggara Negara harus 
secara komprehensif mengatur dan 
menjamin, serta diimplementasikan 
dengan baik agar tidak berkembangnya 
dinasti politik yang akan berdampak 
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berdampak negatif bagi rakyat dan 
bangsa Indonesia.!? 


Adapun beberapa implikasi sebab 
tumbuh dan berkembangnya dinasti 
politik adalah sebagai berikut: 


1. Sulitnya kritik, pengawasan 
maupun mekanisme checks and 
balances untuk dapat berjalan. 


Fakta empiris — menunjukan 
bahwasannyadinasti politikhanya 
mengutamakan kekerabatan, dan 
cenderung mengambil kebijakan 
yang akan menguntungkan pihak 
dinasti keluarganya. 


2. Dengan bertumbuh suburnya 
dinasti politik maka playing 
field juga akan semakin timpang 
sebab politik kekerabatan dapat 
mengakumulasi pengaruh, 
kekayaan, penguasaanygterhadap 
wilayah, maupunkontrolekonomi 
tertentu akan lebih mungkin 
memenangkan kontestasi politik 
dibandingkan calon Tain, yang 
sumber dayanyaimasih terbatas 
dan hanya mengandalkan the one 
and onlypkekuatan harapan. 


3. Menguatnya politik kekerabatan 


merupakan indikasi dari 
memburuknya institusionalisasi 
kepartaian pada umumnya, 


dan melemahnya kemampuan 
rekrutmen dan kaderisasi partai 
politik pada khususnya" 


2/hid., hlm. 4 

13Budhy Prianto, Rekrutmen Kepemimpinan Sektor 
Publik di Daerah: Problem Internal Partai Politik, 
KALAMSIASI, Jurnal Ilmu Komunikasi dan Ilmu Admin- 
istrasi Negara , Vol. 4, No. 2, September 2011, him. 
155-172. 
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4. Keempat di tengah sistem 
kontestasi yang semakin 
individualis, maka peran parpol 
menjadi semakin berkurang dan 
kekuatan individu para kandidat 
menjadi salah satu determinan 
kemenangan dalam perebutan 
jabatan-jabatan politik. 


Politik kekerabatan menjadi 
pilihan yang menarik bagiparpol untuk 
memenangkan posisi-posisi “” politik 
di daerah sebab, adanya,keunggulan- 
keunggulan elektoral yang nyata 
dari mereka 'ini, seperti popularitas, 
kekuatan sumber daya finansial, serta 
kemampuan,mobilisasi massa melalui 
pengaruh :tokob" kekerabatan politik 
yang sedang” menjabat. Partai politik 
tampaknya” lebih — mementingkan 
kemenangan, dan kurang memikirkan 
efektivitas kekuasaan dalam jangka 
menengah-panjang, sehingga 
ketidakwajaran maupun absurditas 
dukungan politik pun seringkali diambil 
oleh partai politik-partai politik besar 
demi terjaminnya kemenangan dalam 
pemilihan kepala daerah. 


Di beberapa negara yang telah 
mempunyai sistem demokrasi yang 
mapan, seperti Amerika Serikat, Jepang, 
dan Singapura, politik dinasti tidak 
dipermasalahkan, karena proses politik 
berlangsung dengan transparan dan 
akuntabel, untuk mendapatkan figur 
pemimpin yang kompeten berdasarkan 
kejujuran dan keteladanan. Selain itu, 


14Budhy Prianto, Partai Politik, Fenomena Dinasti Poli- 
tik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisa- 
si, PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), Vol. 1, 
No. 2, 2016, hlm. 110-111. 
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penggantian jabatan publik ke keluarga 
petahana berlangsung dengan jeda 
waktu berselang dari masa jabatan 
incumbent dan melalui proses yang 
transparan.'5 


Terkait dengan legalisasi politik 
dinasti oleh MK, DPR mempunyai 
politik hukum untuk memperbaiki 
sistem pemilihan umum bagi 
pemegang kekuasaan di daerah, 
berupa UU Pilkada sebagai political will 
untuk penyelenggaraan pilkada. UU 
Pilkada merupakan produk legislasi 
yang responsif dan progresif, dengan 
didasarkan pada UUD NRI 1945 selaku 
groundnorm atau norma dasar. Oleh 
karenaitu, DPR perlumenyempurnakan 
UU Pilkada secara komprehensif, 
bersinergi, terintegrasi, dan harmonis 
dengan undang-undang lain. Dengan 
politik hukum tersebut, pembuat 
undang-undang dapat « membuat 
ketentuan yang mengatur jaminan 
pelaksanaan pilkada secara,transparani 
dan akuntabel sehingga pelaksanaan 
pilkada di Indonesia terhindars dari 
praktik politik kekerabatan dalam 
rangka penyelenggaraan negara untuk 
mewujudkan good.governance. 


Kesimpulan 


Meskipun Putusan MK No. 33/ 
PUU-XII/2015 tidak bersifat progresif 
dan menyebabkan batal demi hukum 
atas ketentuan untuk membatasi 
terbentuknya dinasti politik dari 
15Shanti Dwi Kartika, Info Singkat Kajian Singkat Ter- 
hadap Isu Aktua: dan Strategis Tentang Putusan MK 


Melegalkan Politik Dinasti Dalam UU Pilkada, Vol. VII, 
No. 14/11/P3DI/Juli/2015, hlm. 5. 
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keluarga petahana yang sebelumnya 
diatur dalam pasal 7 huruf r Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 2015. 
Sebagaimana yang diketahui bahwa 
berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 
Pasal 24 C Ayat (1) bahwa putusan MK 
bersifat final untuk menguji undang- 
undang terhadap Undang-Undang 
Dasar, memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang.kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai 
politik dan memutus «perselisihan 
tentang ».hasilm, pemilihan umum.'$ 
Olehwkarena itu, putusan ini harus 
dihormati dan «»diimplementasikan 
Oleh seluruh elemen bangsa, Putusan 
MKesharus segera ditindaklanjuti oleh 
DPR dengan merevisi UU Pilkada 
berdasarkan putusan MK dengan 
tetaps.mempertimbangkan landasan 
filosofis, yuridis, dan sosiologis 
dari penyelenggaraan pilkada serta 
melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penyelenggaraan 
pilkada agar lebih berkualitas, dan 
transparan demi terwujudnya good 
governance untuk menghindari 
terjadinya implikasi-implikasi 
negative dari terbentuknya dinasti 
politik yang contoh dasarnya adalah 
memicu terjadinya korupsi kolusi dan 
nepotisme (KKN). 


16Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Pasal 24 C Ayat (1) 
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Abstrak 


Sistem  patrimonial dalam 
dinasti politik “berkembang dan 
memberi celah terjadinyas. gejala 
neopratrimonial tumbuh dalam 
tatanan demokrasiyangtidak memihak 
pada etikasdalam berpolitik. Kehadiran 
etika'politik sangat-diperlukan dalam 
pelaksanaan praktik politik dalam 
kehidupan berbangsa dan pelaksanaan 
pemerintahan-Tanpa etika politik sikap 
dan perilaku penyelenggara negara 
bisa bersebrangan dengan visi, misi 
dan tujuan organisasi kekuasaan. Moral 
dipandang sebagai entitas yang berdiri 
sendiri dimana moralitas merupakan 
strategi kekuasaan yang tidak 
selamanya terkait dengan persoalan 
baik dan buruk namun bersifat realistik 
dan objektif. Selain itu moralitas tidak 
bersifat universal dan bisa berubah 
mengikuti perkembangan masyarakat. 
Moral yang dihubungkan selama ini 
merupakan penguasa yang sedang 
membangun tatanan sosial dan politik 
yang semua anggapan itu adalah salah. 
Meskipun praktik dinasti politik dan 
sistem di dalamnya dilegalkan secara 
hukum, namun sebagai penyelenggara 
kekuasaan mereka mengindahkan 
nilai moral kehidupan dan etika 
dalam pemerintahan. Sehingga etika 
dan moral yang selama ini hidup 
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dan mengatur kehidupan politik tumbuh dalam tatanan demokrasi 
termarginalkan. yang tidak memihak pada etika dalam 
b litik. S ti diketahui 
Keyword: Dinasti aa na 
. . 4 ..? bahwa etika memberikan dasar moral 
Neopatrimonial, Etika Politik, : Fa . 
Wiramalkusi bagi politik. Sebagaimana pendapat 
g Runi Haryantati menghilangkan etika 
Pendahuluan dari kehidupan politik berimplikasi 
litik d pada praktik politik yang bersifat 
Na pena sg Dai sistem Machavellistis (Runi, 2003). Maksudnya 
neopatrimonial tanpa etika politik 


membatasi tatanan berpolitik di negara 
demokrasi. Jika sebelumnya regenerasi 
politik berdasarkan ikatan genealogis 
disebut dengan sistem patrimonial 
maka kondisi politik saat ini mengarah 
pada sistem neopatrimonial dimana 
regenerasi politik disusun dengan 
strategi baru melalui jalur politik 
prosedural yang dipandang aman dan 
tidak melanggar hukum. Indonesia 
pernah mengupayakan agar dinasti 
politik tidak lagi punya kesempatan 
tumbuh subur melalui UU No.8 Tahun 
2015 Tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Walikota“ Dimana yang 
dapat menjadi calon kepalandaerah 
yang memenuhi persyaratan “salah 
satunya ialah..tidak memiliki8konflik 
kepentingan dengan petahana. 
Namun wupaya/stersebut akhirnya 
digugat dengan alasansmelanggar hak 
konstitusionalisme warga negara. 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 
33/PUU-XII/2015 tersebut dijadikan 
sebuah lampu hijau bagi petahana 
dan keluarganya  melanggengkan 
kekuasaan lewat dinasti politik. 


Sistem patrimonial dalam dinasti 
politik berkembang dan memberi celah 
terjadinya gejala neopratrimonial 
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politik hanya dijadikan sebagai alat 
dan mengabaikan , norma-norma 
yang ada. ,Beberapa kajian" terkait 
dinasti politik “yang” dibahas justru 
menyalahkanupartai politik yang tidak 
mampu meregenerasi politik dalam 
menjalankan “fungsinya (Pamungkas, 
2018). Selain itu penyebab lain dinasti 
politik yang tumbuh akibat preferensi 
kekuasaane.yang dibangun sehingga 
dinasti politik berkembangdan menjadi 
budaya. dimasyarakat (Raharjo Djati, 
2013). Padahal jika dikaitkan dengan 
etika politik berarti juga berkaitan 
dengan norma dan moral. 


Sebagai bahan pelengkap kajian 
sebelumnya tulisan dalam penelitian 
ini akan membahas bagaimana dinasti 
politik dengan sistem neopatrimonial 
dipandang dari segi etika, moral 
manusia dan norma yang berlaku 
di masyarakat. Apakah praktik 
neopatrimonial membatasi etika 
tatanan politik atau tidak, serta sistem 
neopratrimonial yang sudah tumbuh 
pantas begitu saja dibiarkan tanpa 
ada solusi. Hal ini diharapkan mampu 
menyediakan pemikiran teoritis untuk 
mempertanyakan dan menjelaskan 
keberadaan dinasti politik sistem 
neopatrimonial secara argumentatif 
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dan rasional bagi mereka yang ingin 
menilai kualitas tatanan kehidupan 
politik dengan tolak ukur etika atau 
moral. 


Dinasti politik dengan sistem 
neopratimonial — telah — mendapat 
reputasi buruk. Pejabat petahana dan 
keluarganya yang menjabat cenderung 
menyalahgunakan kekuasaan, hal itu 
sangat jauh dari moral dalam tatanan 
berpolitik. Politik yang mementingkan 
kekerabatan akan menjadikan 
seseorang yang tidak kompeten untuk 
memiliki kekuasaan dan berpotensi 
mendominasi dan melakukan 
menyalahgunakan kekuasaan. Maka 
penggunaan etika politik dalam tatanan 
politik sangat diperlukan sebagai 


pengendali kekuasaan yang semena- 
mena dan mendominasi. 


Riwayat Dinasti Politik di Indonesia 


Berbicara masalah dinasti politik 
berarti berbicara terkait geopilitik. 
Geopolitik menjadi unsur penting 
dalam tumbuhnya dinasti politik di 
Indonesia. Geopilitik meliputi kondisi 
geografi, sejarah dan ilmu sosial yang 
mengacu pada ruang politik. Hubungan 
antara kekuatan politik dan geografis, 
geografi merupakan faktor dominan 
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yang mempengaruhi identitas, 
perilaku dan interaksi suatu negara 
(Lemhannas RI, 2016). Sementara 
dalam penelitian lain menyebutkan 
kaitan politik dan geografi terletak 
pada peran keduanya, jika politik 
diartikan sebagai pendistribusian 
kekuasaan, kewenangan dan tanggung 
jawab maka geografi politik berupaya 
mencari hubunganwantara konstelasi 
geografi — dengang ,pendistribusian 
tersebut (Haryati & Yani, 2007). 


Dilihat sisi sejarah fenomena 
dinasti politik telah. menjadi tradisi 
yang berawal,dari budaya masyarakat 
Indonesianyange,menerapkan sistem 
patrimonial. “Tradisi kerajaan yang 
pewarisan “kekuasaan — mengarah 
pada garis.keturunan ayah yang lebih 
utama.wAda beberapa contoh kasus 
dinasti politik di kerajaan besar 
yang dirangkum misalnya Dinasti 
Syailendra Raja kerajaan Sriwijaya dan 
Mataram Kuno, Raja Dyah Balitung 
Kerajaan Mataram Kuno dari Dinasti 
Sanjaya, Raja Airlangga yang naik tahta 
melalui pernikahannya dengan putri 
Darmawangsa Teguh Kerajaan Medang 
Kamulan dan hampir semua kerajaan 
Hindu-Budha dan Islam di Indonesia 
menggunakan sistem  patrimonial 
dalam mewariskan gelar rajanya atau 
kekuasaannya. Setelah Indonesia 
merdeka dinasti politik kembali 
berkuasa dimulai dari keluarga 
Soekarno yang menjadi presiden 
pertama dan putrinya Megawati 
menjadi presiden kelima. Berlanjut 
pada anak Megawati, Puan Maharani 
yang menjadi Ketua DPR. Setelah itu 
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ada presiden kedua Soeharto yang 
mengangkat Siti Haryanti Rukmana 
sebagai menteri sosial. Bergeser pada 
keluarga SBY, dimana anaknya Agus 
Harimukti dijadikan Ketua Umum 
Partai Demokrat dan Edhy Baskoro 
ketua Fraksi Demokrat di DPR. Serta 
yang paling terbaru dinasti keluarga 
Presiden Jokowi, Gibran menggantikan 
posisi bapaknya menjabat sebagai 
Walikota Solo dan Bobby Nasution 
menantu Jokowi sebagai Walikota 
Medan. 


Mengenal Sistem Neopatrimonial 


Neopatrimonial adalah penyelenggaraan 
pemerintahan di bawah kontrol 
langsung pimpinan negara. Dikatakan 
neopatrimonial karena negara 
memiliki kelengkapan tradisional 
yang sudah modern dan rasinonal tapi 
juga masih memperhatikan atribut 
tradisional (patrimonial): - Menurut 
beberapa ahli tren politik.kekerabatan 
yang marak terjadi sebagai gejala 
neopatrimonialistik benihnya ssudah 
lama berakar yaituwberupa, sistem 
patrimonial. Dimana regenerasi 
politik berdasarkan,ikatan genealogis 
ketimbang merit sistem, Kenapa kini 
menjadi neopetrimonial, karena unsur 
patrimonial masihv dipakai namun 
dengan strategi baru. 


Konsep  patrimonial banyak 
dipakai oleh ilmuan politik dan 
sosiolog yang mencoba menjelaskan 
perkembangan politik dan birokrasi 
di Eropa pada abad pertengahan. 
Dalam hubungan patrimonial 
tersebut ada pihak yang merupakan 
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penguasa perorangan (personal 
rulership) yang mengakumulasikan 
kekuasaan, sedangkan yang lain 


mengidentifikasikan kepentingannya 
(Suryono, 2011). Sistem patrimonial 
yang diterapkan di Indonesia hubungan 
patrimonial biasanya didasarkan pada 
budaya Jawa. 


Diranah global neopatrimonial 
diartikan sebagai sistemshirarki sosial 
dimana patron menggunakanvsumber 
daya negara “untuk wmengamankan 
loyalitas/klien dalam pepulasi umum. 
Neopatrimonialisme,. "“menggantikan 
struktur birokrasi» negara dimana 
hanya mereka yang memiliki koneksi 
yang memilikikekuatan nyata. Di luar 
Indonesia “praktik  neopatrimonial 
mendapat,.kritis besar karena dinilai 
dapat merusak institusi politik, 
merusak supremasi hukum dan 


merupakan praktik korupsi. 


Images by geotimes. com 


Konsepsi Moral dan Etika Politik 


Etika politik masuk ke dalam 
etika sosial yang membahas norma 
moral yang seharusnya menimbulkan 
sikap dan tindakan antar manusia. 
Dimana etika bersifat reflektif yang 
memberikan sumbangan pemikiran 
tentang bagaimana masalah kehidupan 
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politik dapat dihadapi namun tidak 
untuk cara pemecahannya (Runi, 
2003). 


Aristoteles dan Plato berpendapat 
bahwa etika dibagi menjadi dua 
pengertian yaitu terminius technicus 
dan manner and cutom. Terminuis 
technicus adalah etika sebagai ilmu 
pengetahuan — yang — mempelajari 
problema tingkah laku atau perbuatan 
individu, sedangkan manner and cutom 
merupakan pengkajian etika berkaitan 
dengan tata cara dan adat yang melekat 
dalam diri individu serta terkait dengan 
baik buruknya tingkah laku, perbuatan 
ataupun tingkah laku individu tersebut. 


Kehidupan pada zaman Yunani 
Kuno dan Romawi Kuno bertujuan 
untuk mendorong meningkatkan 
dan mengembangkan manifestasi- 
manifestasi unsur moralitas.vKebaikan 
hidup manusia yang mengandung 
empat unsur yang disebut juga empat 
keutamaan pokok (the four, cardinal 
virtues) yaitu pertama, kebijaksanaan, 
pertimbangan yangsbaik (prudence). 
Kedua, keadilan / (justice). — Ketiga, 
kekuatan moral, berani karena benar, 
sadar, dan tahan menghadapi godaan 
(fortitude)&.Keempat, kesederhanaan 
dan pengendalian diri dalam pikiran, 
hati nurani dan perbuatan yang harus 
sejalan atau “catur murti” (temperance) 
(Pizo, 2013). 


Sumaryono  mengklasifikasikan 
moralitas ke dalam empat jenis 
diantaranya moralitas objektif, 


moralitassubjektif, moralitas ikstrinsik, 
dan moralitas ekstrinsik. Mengenai 
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moralitas instrinsik disebutkan bahwa 
moralitas perbuatan yang menentukan 
suatu perbuatan benar atau salah, baik 
atau buruk berdasarkan hakikatnya 
terlepas tidak bergantung dari 
pengaruh hukum positif. Memberikan 
orang lain apa yang menjadi haknya 
merupakan implementasi moral 
yang paling dasar dari jenis moralitas 
intrinsik ini (Muhadam, 2013). 


Secara y€timologi 'katav” politik 


berhubungan dengan politis, 
kebijakan. Kata politis, berarti hal- 
hal yang” “berhubungan dengan 


politiksSedangkan (politisi adalah hal- 
ha'syangsmenekuni bidang politik. 
Politik lebih mengarah sebagai usaha 
untuk memperoleh kekuasaan, 
memperbesar atau memperluas, serta 
mempertahankan kekuasaan. Menurut 
Robson politik adalah kegiatan mencari 
dan- mempertahankan kekuasaan 
ataupun menentang pelaksanaan 
kekuasaan (Surbakti, 1992). 


Dari kedua pengertian tersebut 
memberikan kesimpulan bahwa etika 
politik adalah pemberian penilaian 
terhadap tindakan politik dalam usaha 
memperoleh kekuasaan yang didasari 
atas baik buruk nilai dan adat istiadat. 
Etika politik tidak hanya berkaitan 
dengan perilaku pada politisi tapi juga 
berkaitan dengan praktik institusi 
sosial, budaya, hukum, politik dan 
ekonomi maka etika politik berkaitan 
dengan seluruh aspek kehidupan 
masyarakat (Handoyo, 2016). 


Kehadiran etika politik sangat 
diperlukan dalam pelaksanaan praktik 
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politik dalam kehidupan berbangsa 
dan pelaksanaan — pemerintahan. 
Tanpa etika politik sikap dan 
perilaku penyelenggara negara bisa 


bersebrangan dengan visi, misi 
dan tujuan organisasi kekuasaan 
(negara). Tanpa kehadiran etika 


politik kesejahteraan, keadilan dan 
kebahagiaan masyarakat tidak dapat 
terwujud karna penyelenggara negara 
tidak mempunyai pedoman. Etika 
politik dapat memberikan patokan- 
patokan, orientasi dan pegangan 
normatif bagi mereka yang memang 
ingin menilai kualitas tatanan dan 
kehidupan politik dengan tolak ukur 
martabat manusia (Runi, 2003). 


Etika Politik dan Pemerintahan 


Etika pemerintahan adalah ajaran 
untuk berperilaku baik dans benar 
sesuai dengan nilai-nilai keutamaan 
yang berhubungan dengan shakikat 
manusia. Politisi atau penyelenggara 
pemerintahan haruslah berpedoman 
pada etika politik. 


Untuk.mewujudkan pemerintahan 
yang bersih, efesien dan “efektif serta 
menumbuhkan suasana politik 
yang demokratis 8yang bercirikan 
keterbukaan, xrasa tanggung jawab, 
tanggap atas aspirasi rakyat, 
menghargai perbedaan, jujur dalam 
persaingan, kesediaan untuk menerima 
pendapat yang lebih benar, serta 
menjunjung tinggi hak asasi manusia 
dan keseimbangan hak dan kewajiban 
dalam kehidupan berbangsa. Etika 
mengamanatkan bahwa penyelenggara 
negara harus memiliki rasa kepedulian 
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tinggi dalam memberikan pelayanan 
kepada publik, siap mundur apabila 
dirinya telah melanggar kaidah dan 
sistem nilai ataupun dianggap tidak 
mampu dalam memenuhi amanat 
masyarakat, bangsa dan negara 
(Muhadam, 2013). 


Etika politik dan pemerintahan 
diharapkan mampu menciptakan 
suasana harmonis agar...pemangku 
kekuasaan dan kelompok lainnya dapat 
mencapai kemajuan bangsa.dan negara 
sebesar-besarnya yang mendahulukan 
kepentingan bersama daripada 
kepentingan.pribadi'dan golongan. 


Makna yang terkandung dalam 
etika. politik“dan pemerintahan ialah 
politisi atau,elit politik bersikap jujur, 
amanah, sportif, siap melayani, berjiwa 
besar “memiliki keteladanan, rendah 
hati dan siap mundur dari jabatan 
apapun apabila melakukan kesalahan 
secara moral, hukum, dan rasa keadilan. 
Etika diwujudkan dalam sikap yang 
bertatakrama dalam perilaku politik 
yang toleran, tidak berpura-pura, 
tidak arogan, jauh dari sikap munafik 
serta tidak melakukan kebohongan 
publik, tidak manipulatif dan berbagai 
tindakan tidak terpuji lainnya. Uraian 
etika kehidupan berbangsa dan 
pemerintahan tersebut berdasarkan 
TAP MPR Nomor VI/MPR/2001. 


Praktik Neopratrimonial, apakah 
Memarginalkan Etika Politik? 


Indonesia mengalami kehidupan 
transformasi menuju masyarakat yang 
modern, maka moral dan etika kian 
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bergeser dan sayangnya tidak ada 
aturan baku yang mengatur itu semua. 
Konsep ini membawa perubahan besar 
yang berakibat terjadinya penentangan 


pada  pandangan-pandangan — moral 
tradisional. Layaknya masa transisi 
sistem patrimonial dengan 


neopatrimonial. Neopatrimonial yang 
merupakan hubungan kekuasaan 
penguasa dengan jaringan birokrasi di 
bawahnya yang bersifat patron-client. 
Dimana posisi jabatan dianggap sebagai 
sumber penghasilan material. Situasi 
sosial dan politik yang belum stabil 
menuntut penguasa untuk melakukan 
berbagai upaya untuk melanggengkan 
kekuasaan. 


Menurut Machiavelli kekuasaan 
dan moralitas merupakan dua shal 
yang terpisah. Moral dipandang 
sebagai entitas yang berdiri sendiri 
dimana moralitas merupakan strategi 
kekuasaan yang tidak selamanya 
terkait dengan persoalan, baik dan 
buruk namun bersifat realistik dan 
objektif. Selain itu , moralitas #tidak 
bersifat universal/ dam, bisa dberubah 
mengikuti perkembanganumasyarakat. 
Moral yang dihubungkan selama ini 
merupakan spenguasasyang sedang 
membangun tatanan,sosial dan politik 
yang itu semuas dianggap sebagai 
strategi kekuasaan. Namun apakah 
fenomena dinasti politik diartikan 
dengan moral atau strategi politik. 
Jawabannya adalah strategi kekuasaan 
yang tidak menghubungkan moral di 
dalamnya. 
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Menurut,Suryono dinasti politik 
yang sekarang terjadi terdapat nilai 
kontituitas nilai politik, pada masa 
lalu. Jabatan dan keseluruhan hirarki 
birokrasi didasarkan atas hubungan 
personal atau hubungan bapak dan 
anak buah. Iajuga menggambarkan 


bagaimana. praktik dinasti politik. 
Pertama Ypada proses rekruitmen, 
untuk, pemangku kekuasaan pejabat 
disaring atas dasar kriteria pribadi 
dan politik. Kemudian setelah terpilih 
oleh pejabat-pejabat itu posisi mereka 
dipandang sebagai sumber kekayaan 
dan keuntungan. Dalam perannya 
pejabat mengontrol fungsi politik 
dan administrasi. Dengan posisinya 
setiap kebijakan yang dibuat harus 
menguntungkan kehidupan pribadi 
dan politik (Suryono, 2011). 


Meskipun praktik dinasti politik 
dan sistem di dalamnya dilegalkan 
secara hukum, namun sebagai 
penyelenggara kekuasaan mereka 
mengindahkan nilai moral kehidupan 
dan etika dalam pemerintahan. 
Sehingga etika dan moral yang selama 
ini hidup dan mengatur kehidupan 
politik termarginalkan. Sebagaimana 


SISTEM NEOPATRIMONIAL DALAM DINASTI POLITIK MEMARGINALISASI 
ETIKA POLITIK 


yang dikemukakan Hans Kelsen yang 
menelaah hukum sebagai kaedah 
dengan dogmatik hukum dansistematik 
hukum meliputi kenyataan idiil (rechts 
ordeel) dan kenyataan rriil (rechts 
werkelijkheid). Dalam ilmu hukum 
dogmatik hukum berarti in optima 
forma yaitu hukum yang optimal yang 
mengarah pada sebuah tatanan hukum 
yang kongkret. Dogmatikalnya terletak 
pada seseorang yang membatasi diri 
pada sistem hukum spesifik atau 
membatasi diri pada kaidah-kaidah 
hukum tertentu namun menutup diri 
terhadap sistem hukum yang lain. 


Russell dan Kant juga 
memposisikan moralitas sebagai 
landasan berpikir penguasa dalam 
menjalankan kekuasaan. Hubungan 
moralitas dan kekuasaan tidak hanya 
sekedar hubungan strategi namun 
kewajiban yang sudah semestinya 
dilakukan oleh penguasa,/Ajarammoral 
tidak harus mengarah“ pada teologis 
tertentu namun bersifat universal yaitu 
kemanusiaan (Tambunan, 2017). 


Kesimpulan 


Neopatrimonial adalah penyelenggaraan 
pemerintahansdi bawah «kontrol langsung 
pimpinan negara Dilihats.sisi sejarah, 
fenomena dinasti politik telah 
menjadi tradisi yang berawal dari 
budaya masyarakat Indonesia yang 
menerapkan sistem — patrimonial. 
Menurut beberapa ahli tren politik 
kekerabatan yang marak terjadi 
sebagai gejala neopatrimonialistik 
benihnya sudah lama berakar yaitu 
berupa sistem patrimonial. Dimana 
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regenerasi politik berdasarkan ikatan 
genealogis ketimbang merit sistem. 
Etika politik adalah pemberian 
penilaian terhadap tindakan politik 
dalam usaha memperoleh kekuasaan 
yang didasari atas baik buruk nilai 
dan adat istiadat. Kehadiran etika 
politik sangat diperlukan dalam 
pelaksanaan praktik politik dalam 
kehidupan berbangsa.dan pelaksanaan 
pemerintahan. Tanpa etika politik sikap 
dan perilaku spenyelenggara- negara 
bisa bersebrangan. dengar visi, misi 
dan tujuan organisasi kekuasaan. Etika 
yangxsdipercaya sebagian orang tidak 
ada hubungannyaxdengan kekuasaan 
selama ini "dianggap sebagai strategi 
kekuasaan itumelenceng. Karena tidak 
menghubungkan moral di dalamnya. 
Meskipun praktik dinasti politik dan 
sisterm.di dalamnya dilegalkan secara 
hukum, namun sebagai penyelenggara 
kekuasaan mereka mengindahkan 
nilai moral kehidupan dan etika 
dalam pemerintahan. Sehingga etika 
dan moral yang selama ini hidup 
dan mengatur kehidupan politik 
termarginalkan. 
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Abstrak 


Korupsimenjadisalahsatumomok 
yang mewarnai Wajah perpolitikan 
Indonesia. Adanyar berbagai. bentuk 
privilege bagiskalangan elitrtertentu 
turut membantu menyuburkan 
praktik korupsi, Termasuk keberadaan 
privilege berupa hubungan kekerabatan 
yang meluangkanxcelah bagi dinasti 
politik tumbuh di tengah-tengah 
pemerintahan.“ Berdasarkan catatan 
penelitianc.Yoes Kenawas terdapat 
202 calon terkait dinasti politik 
padacpilkada 2015, 2017 dan 2018 
dimana 117 diantaranya memperoleh 
kemenangan. Memang tidak serta 
merta semua praktik dinasti politik 
sudah pasti berimplikasi buruk dan 
menghasilkan korupsi. Namun tidak 
dapat disangkal bahwa dinasti politik 
turut andil dalam melapangkan ruang 
terjadinya korupsi di Indonesia. Sebab 
dinasti politik membuat kekuasaan 
bertumpuk pada satu lingkaran kerabat 
saja. Hal tersebut lantas berpotensi 
melahirkan penguasaan atas jabatan 
strategis birokrasi serta sumber daya 
ekonomi yang eksploitatif dan koruptif. 
Sebagaimana dalam praktik empirisnya 
ditemukan banyak kasus korupsi 
dalam pusaran dinasti. Sebut saja 
salah satunya kasus Operasi Tangkap 
Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan 
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Korupsi (KPK) di Kabupaten Kutai 
Timur yang menyeret pasangan suami- 
istri Bupati Kutai Timur Ismunandar 
dan Ketua DPRD Kutai Timur Encek 
Unguria Riarinda Firgasih pada 
tahun 2020. Korupsi yang melibatkan 
proyek infrastruktur pemerintah itu 
membongkar keberadaan dinasti 
politik yang bukan terbilang baru di 
Indonesia, sekaligus menggambarkan 
kinerja check and balances yang tidak 
berjalan semestinya akibat kursi bupati 
dan DPRD di Kutai Timur diduduki oleh 
satu kerabat. 


Kata Kunci: Dinasti Politik, Privilege, 
Korupsi 


Pendahuluan 

Dinasti politik atau dikenal 
sebagai politik kekerabatan 
adalah praktik kekuasaan yang 


memungkinkan satu atau lebih anggota 
kerabat menduduki jabatan struktural 
pemerintahan. Dinastispolitik menjadi 
salah satu strategi elit politik untuk 


mempertahankan, melanggengkan, 
menguatkans,bahkang, mewariskan 
kekuasaannya" sdengan "berbasiskan 


pertalian darahs atau /perkawinan. 
Dengan privilege kekerabatan yang 
melekat, dinasti politik 'membawa 
ingatan pada praktik feodalisme dan 
tradisi monarki sebelum kemerdekaan, 
yang saat ini seolah-olah hadir 
dengan gaya baru dalam negara 
demokrasi. Sejak pemilihan umum 
pertama sampai dengan tahun 2019 
lalu Indonesia telah melaksanakan 
sebanyak dua belas kali pemilihan. 
Sebagaimana Undang-Undang Dasar 
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Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang mengandung penjelasan 
bahwa negara Indonesia menggunakan 
sistem demokrasi, pengisian jabatan 
strategis pemerintahan baik eksekutif 
maupun legislatif dilakukan melalui 
mekanisme pemilihan oleh rakyat. 
Kendati demikian keberadaan dinasti 
politik justru menjadi paradoks dari 
sistem demokrasi Sendiri. Sebab pada 
praktik dinasti politiktonggak jabatan 
pemerintahan menjadi mandek dan 
berputar sdi kalangan tertentu saja. 


Sebagaimanamm,kekhawatiran — yang 
pernah diungkapkan” oleh Mosca, 
bahwa “setiap kelas menampilkan 


kecenderungan. untuk menjadi turun- 
temurun, bahkan ketika posisi politik 
terbuka untuk semua, kedudukan 
keluarga. penguasa akan dianugerahi 
berbagai keuntungan (Synder, dkk, 
20091115). Distribusi kekuasaan 
politik menjadi tidak merata dan 
hanya dinikmati oleh mereka yang 
menggenggam pucuk kekuasaan. 


Adapun hal-hal yang 
melatarbelakangi terbentuknya dinasti 
politik dapat dianalisis melalui dua hal: 
Pertama, macetnya kaderisasi partai 
politik dalam menjaring calon kepala 
daerah yang berkualitas, sehingga 
menciptakan  pragmatisme politik 
dengan mendorong kalangan sanak 
saudara kepala daerah untuk menjadi 
pejabat publik. Kedua, dalam konteks 
masyarakat terdapat keinginan 
menjaga status guo di daerahnya 
dengan mendukung kalangan keluarga 
kepala daerah yang menggantikan 
petahana (Wasisto: 2013). Di samping 
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itu juga tidak ada regulasi yang secara 
khusus melarang praktik dinasti politik 
di Indonesia. 


Mahkamah Konstitusi (MK) telah 
mengeluarkan Putusan Nomor 33/ 
PUU-XIII/2015 yang menguji Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Walikota (UU Pilkada) 
terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Putusan ini berkaitan dengan 
aturan bagi calon kepala daerah agar 
tidak memiliki konflik kepentingan 
dengan petahana. MK menilai bahwa 
larangan yang tercantum dalam pasal 7 
huruf r UU Pilkada tersebut melanggar 
hak konstitusional warga negara 
untuk memperoleh hak yang «sama 
dalam hukum dan pemerintahan serta 
kebebasan setiap orang dari.tindakan 
diskriminatif sehingga melanggar hak 
asasi manusia (Kartikas20415). Padahal 
selain hak politik terdapat pula etika 
politik, semua yang berhak belum'tentu 
layak untuk.mendudukijabatam Secara 
implisit putusan MK Nomor 33/PUU- 
X11I1/2015 menandai dilegalkannya 
kehadiranddinasti politik'di Indonesia. 


Putusan 'etersebut “juga turut 
membawa problematika baru yang 
seharusnya dikaji kembali, apakah 
putusan MK itu bukan termasuk bentuk 
pelanggaran hak asasi manusia di 
bidang politik mengingat kemenangan 
di perhelatan pilkada tidak terlepas 
dari kekuatan finansial yang dimiliki 
sehingga bersifat menguntungkan bagi 
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keluarga petahana. Sebab pelaksanaan 
pilkada menyerap biaya politik yang 
tidak kalah besar bagi calon. Dalam 
proses meraih dukungan partai politik 
dan rakyat, calon membutuhkan biaya 
yang tidak sedikit, sehingga hanya calon 
yang mempunyai dana dan akses besar 
yang dapat mengikutinya. Peluang ini 
biasanya hanya dapat dimanfaatkan 
para incumbent,mapengusaha dan 
segelintir elit politikyang dekat dengan 
kekuasaan. Ketiganya memilikipeluang 
besar dalam memenangkan pilkada 
karena memiliki modalk-baik material, 
dukungan politik (dan kekuasaan. 
Kebutuhan biaya besar yang diperlukan 
calon untuk maju dan memenangkan 
kompetisi pilkada sering dianggap 
menjadi salah satu sebab maraknya 
korupsi/,.“Kolusi, nepotisme (KKN) 
kepala,daerah (Suharto, dkk: 2017). 
Dan“dengan sumber kekuasaan yang 
telah didominasi dan dikooptasi oleh 
keluarga dinasti, dapatkah seseorang di 
luar lingkaran kekerabatan mengakses 


jabatan strategis pemerintahan 
tersebut. Selain itu apakah pola 
kekuasaan berbasis kekerabatan 


tidak memiliki efek buruk terhadap 
jalannya pengawasan dan kontrol 
kepada pejabat publik yang duduk di 
pemerintahan, mengingat kekuasaan 
tertumpuk di lingkaran kekerabatan 
saja. 


Pasalnya kegagalan akan 
pengawasan dan kontrol terhadap 
dinasti politik turut dibuktikan 
dengan banyaknya kasus korupsi 
yang dihasilkan. Kasus yang menjerat 


Syaukani Hasan Rais (Bupati Kutai 
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Kartanegara) beserta anaknya 
Rita Widyasari, Fuad Amin (Bupati 
Bangkalan 2003-2012) dengan istri 
dan anaknya, Yan Anton Ferdian 
(Bupati Banyuasin 2013-2018) yang 
menjabat setelah ayahnya purna, Sri 
Hartini (Bupati Klaten 2016-2021) 
dengan suaminya Haryanto, Atty 
Suharti (Wali Kota Cimahi 2012-2017) 
yang menggantikan suaminya mengisi 
jabatan, Ratu Atut Chosiyah (Gubernur 
Banten 2007-2017) beserta sejumlah 
kerabat yang masuk ke politik dari adik 
kandung hingga adik ipar, juga Puput 
Tantriana Sari (Bupati Probolinggo 
2013-2021) beserta suaminya yang 
merupakan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) (tempo.co diakses 
pada 29 Oktober 2022) serta kasus- 
kasus lainnya menjadi cerminan akan 
sisi berbahaya dinasti politik. bagi 
berlangsungnya pemerintahan. Korupsi 
tentu semakin mudah dilakukan dalam 
pusaran dinasti sebab pihak-pihakyang 
terlibat menduduki jabatan, strategis 
dan memiliki hubungan kekerabatan 
antar satu sama lain. 


Untuk “itu, tulisan ini bertujuan 
untuk mengkaji, korelasi ataupun 
keterkaitamsyang timbul di antara 
praktik dinasti politik.udan korupsi. 
Di samping itu tulisan ini diharapkan 
dapat memetakan bagaimana korupsi 
hadir melalui pusaran dinasti dalam 
konteks di Indonesia. Sebab berkaca 
dari putusan MK Nomor 33/PUU- 
X111/2015 terkait dilegalkannya dinasti 
politik atas nama hak asasi manusia, 
research-research terkait dampak yang 
dihasilkan dari dinasti politik menjadi 
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dibutuhkan. Banyaknya bukti empiris 
terkait deretan kasus korupsi yang 
lahir dari rahim dinasti politik menjadi 
problematika yang patut untuk 
dipertanyakan akar permasalahannya. 


DINASTI POLITIK "“ 
DAN PERAN 
PARTAI POLITIK 


Ai 


1 


$ lv 3 1 

| 7 | 

Antara Dominasi, Tipologi Partai 
dan Budaya Politik 


Yoes "Kenawas mencatat dalam 
penelitiannya «terdapat 202 calon 
terkaitvdinasti politik pada pilkada 
2015, 2017 dan 2018 dimana 117 
diantaranya memperoleh kemenangan. 
Sementara itu berdasarkan riset 
Nagara Institute berjudul Dinasti 
Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah 
Tahun 2020, ditemukan bahwa calon 
kepala daerah dalam pilkada serentak 
2020 yang terpapar dinasti politik 
berjumlah 124 calon dengan rincian: 
57 calon bupati dan 30 calon wakil 
bupati, 20 calon walikota dan 8 calon 
wakil walikota serta 5 calon gubernur 
dan 4 calon wakil gubernur. Termasuk 
di dalamnya dua kerabat presiden Joko 
Widodo yang berkontestasi dalam 
pemilihan umum daerah yaitu Gibran 
Rakabuming Raka (anak) di kota Solo 
dan Bobby Nasution (menantu) di kota 
Medan. 


Bahkan pada tahun 2020 juga 
terdapat varian lain berupa kompetisi 
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antar 'sesama' dinasti politik seperti 
yang terjadi di Tangerang Selatan, 
mereka adalah Siti Nur Azizah yang 
merupakan putri Wakil Presiden 
Maruf Amin, Rahayu Saraswati 
Djojohadikusumo yang merupakan 
keponakan Ketua Umum Gerindra dan 
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, 
serta Pilar Saga yang merupakan anak 
dari Ratu Tatu Chasanah, dan masih 
kerabat dekat Ratu Atut Chosiyah. Di 
samping itu persaingan antar dinasti 
juga terjadi di Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan Pangkep di Provinsi 
Sulawesi Selatan, didominasi oleh 
lingkar keluarga Syamsudin A. Hamid 
yang sebelumnya menjabat sebagai 
bupati. 


Banyaknya calon kepala daerah 
dari pusaran dinasti yang maju dalam 
pemilihan daerah — membuktikan 
dominasi keberadaan dinasti politik 
di Indonesia selama bertahun-tahun. 
Hal ini tidak terlepas dari,kenyataan, 
bahwa calon yang berasal dari, dinasti 
memiliki modal baik berupa materi, 
dukungan politik maupun kekuasaan 
yang telah dipetakan oleh kerabat 
yang menjabat /sebelumnya. Jejaring 
kekuasaan“'stelah “sdibangun sejak 
sebelum menempatkan kerabat lainnya 
sebagai proyek dinasti politik. Hal ini 
dilakukan melalui sinergitas birokrasi, 
kapitalis dan politisi (Effendi: 2018). 
Inilah mengapa dinasti politik juga 
tidak dapat dipisahkan dari peran 
partai politik sebagai lembaga strategis 
yang melakukan rekrutmen. Hal ini 
ditunjukkan dengan fakta bahwa 
partai Golkar berada di balik layar 
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dominasi dinasti Ratu Atut Chosiyah 
di Banten serta Dodi Reza Alex 
Noerdin di Banyuasin, kemudian partai 
Gerindra dengan dinasti Fuad Amin di 
Bangkalan dan dinasti-dinasti lainnya. 
Berdasarkan riset dari Nagara Institute 
pada tahun 2020, dari 124 calon kepala 
daerah yang terpapar dinasti, hanya 39 
orang yang maju bukan sebagai kader 
partai politik dengan,rincian: 9 calon 
walikota, 28 calon bupati dan 2 calon 
gubernur. Artinya terdapat“85 calon 
kepala daerah terpapar«dimasti yang 
berasal dari.sekrutmen partai politik. 


Dalam ....imelakukan rekrutmen 
seharusnya... partai politik telah 
mempertimbangkan empat hal penting 
(Hazan,& Rahat: 2006), yaitu: siapa 
yang . dapat dinominasikan sebagai 
calon, siapa yang melakukan seleksi, 
dimana calon diseleksi dan bagaimana 
calon diputuskan. Berdasarkan hal 
tersebut dapat disimpulkan apakah 
pola sistem seleksi kandidat sudah 
inklusif atau justru eksklusif manakala 
terdapat syarat yang ketat sehingga 
membatasi orang untuk ikut serta 
dalam seleksi kandidat. Juga apakah 
tersentralisasi jika seleksi terjadi secara 
eksklusif oleh penyeleksi partai tingkat 
nasional dan sebaliknya jika oleh 
partai cabang, serta disebut tertutup 
jika elit partai politik diberi hak penuh 
untuk menentukan siapa yang akan 
dicalonkan. Selanjutnya prosesnya 
disebut informal manakala tidak ada 
standar norma yang dibakukan, atau 
prosesnya formal, jika ada standarisasi 
prosedur yang dibakukan dan eksplisit. 
Karakter inklusif, desentralisasi, 
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dan formal menunjuk pada ukuran 
rekrutmen politik yang demokratis, 
dan jika sebaliknya disebut tidak 
demokratis. 


Jika ditelisik dari fenomena 
banyaknya calon kepala daerah yang 
berasal dari pusaran dinasti, maka ada 
semacam keeksklusifan yang timbul di 
dalam proses rekrutmen politik dan 
berpotensi menutup akses bagi orang- 
orang di luar lingkaran kekerabatan 
untuk memasuki jabatan strategis 
pemerintahan. Sirkulasi elit pun 
menjadi tidak sehat akibat rekrutmen 
yang cenderung tertutup dan informal. 
Kecenderungan tersebut membawa 
kepentingan tertentu bagi oligarki. 
Hal ini dijelaskan oleh Firman Noor 
(2018) bahwa oligarki juga terlihat 
dalam konteks kehidupan internal 
partai, yang ditandai oleh keberadaan 
“orang kuat” yang memiliki peran 
menentukan. Hampir tidak ada. satu 
partai pun yang benar-benar terbebas 
dari fenomena ini meskipum,dengan 
tingkat ketergantungan yang berbeda. 
Keberadaan,,,“orang kuat” ditandai 
dengan adanya, personalisasi partai 
yang ada, semata,sebagai,representasi 
pimpinan satau sosokeutama partai. 
Situasi ini menyuburkan pelemahan 
demokrasi internal dan peningkatan 
oligarki dengan beragam bentuknya. 
Salah satu dampak dari berbagai 
situasi tersebut adalah pelaksanaan 
kontestasi elektoral yang menimbulkan 
persoalan bagi kehidupan demokrasi di 
Indonesia yang utamanya tidak banyak 
menghasilkan sosok-sosok pemimpin 
politik kredibel dan dapat terbebas 
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Selain itu, peluang keterpilihan 
dalam pilkada tidak lepas dari 
kepemilikan modal. Pasangan calon 
yang menguasai modal politik, modal 
sosial, modal ekonomi punya potensi 
untuk memenangi kontestasi. Ketiga 
jenis modal itu bisa berdiri sendiri- 
sendiri tanpa ada keterkaitan, tetapi 
acapkali berkait satuwdengan yang 
lain (Marijan# 2006xw 89). Pentingnya 
penguasaansumber daya (modal) dalam 
kontestasi pilkadainiyang menjelaskan 
terdapatnya “kecenderungan partai 
politiks, untuk m€ntalonkan orang 
yang punya kekuatan finansial (Haris, 
2006). Pertimbangan kemampuan 
finansial tidak lepas dari menguatnya 
politik ,transaksional di kelompok 
pemilihsbahwa pemilih makin permisif 
terhadap politik uang atau mengalami 
proses normalisasi, bahkan peringkat 
Indonesia di urutan ketiga negara di 
dunia yang paling banyak melakukan 
politik uang (Muhtadi, 2018). 


Rekrutmen politik terdiri dari 
tiga tahap (Djojosoekarto & Sandjaja, 
2008: Norris, 2006: Sigit Pamungkas 
& Parlindungan, 2011), yaitu: tahap 
sertifikasi (tahap pendefinisian 
kriteria siapa yang dapat masuk dalam 
pencalonan) dan tahap penominasian 
(mencakup ketersediaan calon yang 
memenuhi syarat dan permintaan dari 
penyeleksi saat memutuskan siapa 
yang dinominasikan) yang dilakukan 
oleh partai politik, juga yang terakhir 
ialah tahap pemilihan umum, dimana 
pemilih menentukan siapa yang akan 
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menjadi pejabat publik selanjutnya. 


Proses pemilihan tidak dapat 
dipisahkan dari masyarakat umum 
yang memegang kunci suksesi 
kekuasaan, sebab pilkada di 
Indonesia menggunakan sistem First 
Past The Post (FPTP), siapa yang 
menjabat ditentukan dari perolehan 
suara. Sehingga bagaimana proses 
masyarakat untuk menentukan 
pilihannya menjadi sesuatu yang 
penting untuk dikaji khususnya dalam 
konteks dinasti politik. Hal ini dapat 
dijelaskan dari budaya politik seperti 
apa yang berkembang di kehidupan 
masyarakat. Dimensi-dimensi yang 
menjadi ukuran dalam menentukan 
budaya politik suatu masyarakat, dapat 
berupa: Pertama, tingkat pengetahuan 
umum masyarakat mengenai sistem 
politik negaranya. Kedua, pemahaman 
masyarakat mengenai struktur dan 
peran pemerintah membuat kebijakan. 


Ketiga, — pemahaman masyarakat 
mengenai penguatan kebijakan. 
Terakhir sejauh ,mana partisipasi 


masyarakat,,,dalam' berpolitik- dan 
bernegara, “serta sejauh mana 


pemahamannya/ mengenai hak dan 
kewajiban-sebagai warga negara. 


Images by bbc.com 


Lebih lanjut Almond dan 
Verba mengklasifikasikan tipe-tipe 
kebudayaan politik yaitu: Pertama, 
budaya politik parokial apabila (1) 


frekuensi orientasi masyarakat 
terhadap dimensi penentu budaya 
politik mendekati nol atau tidak 


memiliki perhatian sama sekali, (2) 
tidak ada peran-peran politik yang 
bersifat khusus, x(3) peran-peran 
pemimpin masyarakatnya .. sangat 
berperan baik, dalam bidang politik, 
ekonomi sedan “keagamaan, serta 
(4) partisipasi, masyarakat sangat 
bergantung — padat» pemimpinnya. 
Kedua, disebut sebagai budaya politik 
subjek apabila«( 1) frekuensi orientasi 
yang. tinggis.terhadap pengetahuan 
sistem politik secara umum dan objek 
Output “atau pemahaman mengenai 
penguatan kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah, (2) Pembuatan kebijakan 
yang dilakukan pemerintah tidak 
terlalu diperhatikan, (3) Masyarakat 
sudah memiliki pengetahuan yang 
cukup tentang sistem politik. Ketiga, 
termasuk budaya politik partisipan 
apabila (1) masyarakat sudah memiliki 
pemahaman yang baik mengenai 
penentu budaya politik, (2) masyarakat 
memiliki pengetahuan yang memadai 
mengenai sistem politik secara umum 
tentang peran pemerintah dalam 
membuat kebijakan beserta penguatan, 
(3) berpartisipasi aktif dalam proses 
politik yang berlangsung, serta (4) 
masyarakat sudah ikut terlibat dalam 
sistem politik pemerintahan. 
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Jika dibandingkan, pembahasan 
mengenai dinasti politik di Amerika 
Serikat tidak sebanyak pembahasan 
terkait dinasti politik yang terdapat 
di Indonesia. Asumsi mengapa 
hal ini terjadi adalah dikarenakan 
tingkat pendidikan politik dan indeks 
demokrasi di Negara Amerika Serikat 
yang lebih tinggi dibandingkan 
Indonesia (Negara Amerika Serikat 
menduduki posisi ke-25 dengan skor 
7.96 dan Indonesia di posisi ke-64 
dengan skor 6.48 lihat, The Economist, 
Democracy Index 2019, The Economist 
Intelligence Unit). 


Tidak seperti Amerika Serikat 
yang budaya politik masyarakatnya 
sudah sampai di tingkat partisipan 
(Suryo: 2015), budaya politik 
masyarakatIndonesiamasih cenderung 
pragmatis, hal ini digambarkan dengan 
(Sumartono:2018): (1) konfigurasi 
subkultur di Indonesia masih saneka 
ragam, walaupun tidak »sekompleks 
yang dihadapi oleh India misalnya, 
yang menghadapi masalah perbedaan 
bahasa, agama, kelas, kasta. yang 
semuanya relatif masih rawan/rentan, 
(2) budaya politikeu.Indonesia yang 
bersifat parokial-kaula- di satu pihak 
dan budaya 'politik partisipan di lain 
pihak, di satu sisi masih ketinggalan 
dalam mempergunakan hak dan dalam 
memikul tanggung jawab politiknya 
yang mungkin disebabkan oleh isolasi 
dari kebudayaan luar, pengaruh 
penjajahan, feodalisme, bapakisme, 
dan ikatan primordial. Sikap ikatan 
primordial yang masih kuat berakar, 
yang dikenal melalui indikatornya 
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berupasentimenkedaerahan,kesukuan, 


keagamaan, perbedaan pendekatan 
terhadap keagamaan tertentu, 
puritanisme dan  nonpuritanisme 


dan lain-lain. Kecenderungan budaya 
politik Indonesia yang masih bersifat 
paternalisme dan patrimonial, 
hal ini masih tercermin dengan 
berkembangnya fenomena bapakisme 
atau sikap asal bapak.senang, dan (3) 
dilema interaksi tentang introduksi 
modernisasi (dengan segala 
konsekuensinya) x.dengan," pola-pola 
yang telah lamasberakar"sebagai tradisi 
dalam masyarakat. 


Termasuk «dalam hal ini masih 
kuatnya keinginan masyarakat untuk 
mempertahankan status guo dari 
keberadaan" dinasti politik serta 
kecenderungan untuk menormalisasi 
pola kekuasaan berbasis kekerabatan 
dan- permainan politik uang di 
daerahnya. Sehingga partai politik 
dan masyarakat, keduanya, memiliki 
andil besar terhadap tumbuh suburnya 
politik kekerabatan atau dinasti politik 
di Indonesia. Namun keuntungan besar 
dari pola tersebut datang kepada elit 
politik, bukan kepada masyarakat 
akar rumput. Hal ini terlihat dari 
banyaknya kasus korupsi yang lahir 
dari pusaran dinasti. Melalui dinasti 
politik kekuasaan atas jabatan sangat 
mudah untuk dieksploitasi, sehingga 
sumber daya ekonomi dapat dikeruk 
dengan serakah. 
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Akses Rent Seeking: Bisnis dengan 
Modal Kekuasaan 


Data penanganan korupsi oleh 
aparat penegak hukum selama 2010- 
2015 menunjukkan besarnya angka 
keterlibatan kepala daerah dalam 
kasus korupsi. Selama satu dekade 
tersebut tercatat sejumlah 183 kepala 
daerah, baik di level provinsi atau 
kabupaten/kota menjadi tersangka 
kasus korupsi (ICW, 2015). Keterlibatan 
kepala daerah dalam kasus korupsi 
terus berlanjut pada 2016. Sepanjang 
2016, Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menangani 11 kasus korupsi 
yang melibatkan kepala daerah. Tidak 
hanya dari kalangan kepala daerah, 
angka korupsi yang melibatkan 
anggota dewan di ranah legislatif juga 
tergolong banyak hingga tahun.2022. 
Berdasarkan statement Ketua Komisi 
Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, 
sejak 2004 hingga Agustus 2022, sudah 
ada 1.444 kasus korupsi yang ditangani 
KPK. Termasuk kepala daerah 161 
kasus dan DPRD/DPR RI 313 kasus 
(kumparan.com, 2022). 


atas sudah 


Rincian data di 
terakumulasi dengan banyaknya kasus 
korupsi yang lahir dari proyek dinasti 
politik. Contoh kecil, berdasarkan data 
yang dihimpun detik.com (6/7/22), 
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terdapat 13 pasangan suami-istri yang 
dijerat KPK akibat tersangkut kasus 
korupsi. Di samping itu beberapa 
kasus korupsi yang melibatkan dinasti 
diantaranya: 


Pertama, dinasti Syaukani Hasan 
Rais (Bupati Kutai Kartanegara periode 
1999-2010). Syaukani melakukan 
korupsi proyek pembangunan Bandara 
Samarinda Kartanegaranpada tahun 
2003 hingga 2004. Korupsi dilanjutkan 
oleh anaknya Rita Widyasari yang 


mengisi jabatan menggantikan 
Syaukani. “Ia melakukan suap dan 
gratifikasi ..selama» dua periode 


menjabat :(2010-2021) dan terciduk 
pada tahun 201”7'oleh KPK. 


Kedua, dinasti Fuad Amin 
(Bupati “Bangkalan 2003-2012). Fuad 
terjerat kasus dugaan suap dalam 
jual-beli gas alam dan pencucian uang. 
Selanjutnya ketika mendekati akhir 
masa kepemimpinan dua periodenya, 
nama putra Fuad, Makmun Ibnu Fuad 
yang lebih dikenal dengan sapaan 
Ra Momon muncul sebagai kandidat 
pengganti Fuad dalam memerintah 
Bangkalan. Ra Momon yang saat itu 
berusia 26 tahun menjabat sebagai 
Ketua DPRD Bangkalan. Korupsi 
menjadi cerminan ketidakefektifan 
pengawasan oleh DPRD Bangkalan 
selaku legislatif terhadap Pemerintah 
Kabupaten Bangkalan eksekutif karena 
kedua pemimpin lembaga memiliki 
hubungan keluarga yaitu ayah dan 
anak. 


Ketiga, dinasti Yon Anton Ferdian 
(Bupati Banyuasin periode 2013- 
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2018). Anton terbukti melakukan 
suap terkait proyek pengadaan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Banyuasin 
pada 2016. Ia merupakan anak dari 
Amiruddin Inoed yang merupakan 
Bupati Banyuasin sebelumnya. 


Keempat, dinasti Sri Hartini 
(Bupati Klaten periode 2016-2021). 
Sri terjerat kasus suap uang setoran 
dari para PNS terkait promosi jabatan. 
Suaminya, Haryanto yang menjabat 
sebelum dirinya (200-2005) juga 
terjerat kasus korupsi buku ajar pada 
2004. 


Kelima, dinasti Atty Suharti 
(Walikota Cimahi periode 2012-2017). 
Atty terlibat dalam kasus suap proyek 
pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi 
tahap II pada 2017. Atty merupakan 
walikota yang menjabat menggantikan 
suaminya sendiri Itoc « Tochija. 
Keduanya ditangkap pada 2017. 


Keenam, dinasti “Ratu Atut 
Chosiyah (Gubernur Banten periode 
2007-2017). Dinasti Banten 
keluarga Atut, sendiriw berawal dari 
ayahnya, Tubagus Chasan Sochib 
yang mengantarkanwpasangan Djoko 
MunandarsRatu Atutisebagai Gubernur 
dan Wakil Gubernur Banten tahun 
2001. Ratu Atutvterbukti melakukan 
tindak pidana korupsi pengadaan alat 
kesehatan di Provinsi Banten pada 
2011-2013, menyuap seorang mantan 
ketua mahkamah konstitusi, dan jual- 
beli jabatan Provinsi Banten tahun 
2013. Adik kandungnya, Tubagus 
Chaeri Wardana juga tersangkut kasus 
korupsi 
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Ketujuh, dinasti Ismunandar 
(Bupati Kutai Timur periode 2016- 
2021). Ismunandar dan istrinya 


Encek UR Firgasih yang juga Ketua 
DPRD Kutai Timur ditangkap tangan 
oleh KPK karena menerima suap. 
Ismunandar dan Encek serta 3 pejabat 
dinas di Kutai Timur menerima suap 
dengan mengatur jatah proyek di 
wilayah yang mereka.pimpin. Menurut 
KPK, Ismunandar berperan menjamin 
kepada kontraktor bahwa"tanggaran 
proyek tidakakandipotong.Sedangkan, 


Encek mengintervensi” penunjukan 
pemenang lelang proyek. 
Kedelapan, dinasti Puput 


Tantriana “Sari “(Bupati Probolinggo 
periode, 2013-2021). Ia ditangkap 
bersamas,.suami Hasan Aminudin 
yang menjabat sebagai anggota DPR 
sekaligus mantan Bupati Probolinggo 
sebelumnya pada 2021 atas kasus jual 
beli jabatan kepala desa. 


Images by Tribunnews/Herudin 


Kesembilan, dinasti Tubagus 
Iman Ariyadi (Walikota Cilegon 
periode 2010-2021). Iman Ariyadi 
terjaring OTT oleh KPK pada 2017 
terkait kasus suap pembangunan pusat 
perbelanjaan, transmart. Ayah Iman, 
Tubagus Aat Syafaat merupakan wali 
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kota Cilegon periode 2000-2005 dan 
2005-2010. Aat merupakan mantan 
terpidana korupsi pembangunan tiang 
pancang (trestle) dermaga Pelabuhan 
Kubangsari, Kota Cilegon tahun 2010 
senilai Rp 49,1 miliar. 


Kesepuluh, dinasti Adriatma 
Dwi Putra (Walikota Kendari periode 
2017-2022).  Adriatma bersama 


sang ayah Asrun yang merupakan 
mantan walikota Kendari dua periode 
sebelumnya ditangkap dalam OTT oleh 
KPK pada 2018 atas penerimaan suap 
proyek pengadaan barang dan jasa di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kendari tahun 2017-2018. Uang suap 
berasal dari Direktur Utama PT Sarana 
Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah. 
Suap itu digunakan Asrun untuk biaya 
politiknya maju sebagai calon gubernur 
Sulawesi Tenggara di pilkada 2018: 


Kesebelas, dinasti “Dodi Alex 
Noerdin (Bupati Musi, Banyuasin 
periode 2017-2021). Dodi merupakan 
putra sulung dari Alex “Noerdin 
mantan Gubernur/ Sumatera Selatan 
periode 2008-2012 yang, sebelumnya 
juga menjabat sebagai Bupati Musi 
Banyuasin periode 2001-2012. 
Dodi terseret dalam kasus korupsi 
pengadaan barang dan jasa di 
wilayahnya pada Oktober 2021. Alex 
Noerdin juga lebih dahulu terseret 
pada September 2021 atas kasus 
korupsi anggaran pembangunan 
Masjid Sriwijaya Palembang. 


Deretan kasus korupsi di atas 
membuktikan bahwa dinasti politik 
memiliki keterkaitan erat dengan 
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maraknya kasus korupsi di Indonesia. 
Sebagaimana disebutkan Rahman 
(2013) dalam disertasinya di London 
School of Economics and Political 
Science bahwa dari 100 negara yang ia 
teliti, 42 persen memiliki dinasti politik 
di tingkat nasional, serta ditemukan 
pula korelasi antara dinasti politik 
dengan tingkat korupsi yang lebih 
tinggi. Artinya berdasarkan analisis 
Rahman, negara atau daerah yang 
kekuasaannya dipegang dinasti politik 
cenderungma memiliki, tingkat korupsi 
yang lebih parah. 


Angka ..korupsi. yang besar di 
dalam tubuh dinasti juga didorong 
oleh beberapa. faktor yaitu (Firman, 
2021): Pertama, sifat internal orang- 
orang dinasti yang bermasalah karena 
terbiasa». mendapatkan hal-hal yang 
bersifat istimewa, sehingga mereka 
menganggap demokrasi sebagai 
peluang untuk menjadi semakin 
“spesial. Hal ini berarti kurangnya 
integritas dari para pejabat yang duduk 
di kursi kekuasaan turut menjadi 
problem. Seperti yang diungkap oleh 
salah satu teori korupsi menurut Jack 
Bologne Gone Theory bahwa faktor 
penyebab korupsi ialah keserakahan, 
kesempatan, kebutuhan dan 
pengungkapan. Sedang keserakahan 
ini berpotensi dimiliki setiap orang 
dan melekat dengan individu pelaku 
korupsi. Kedua, sumber kekuasaan 
yang timpang pada dinasti politik 
memudahkan orang-orang dinasti 
untuk memanfaatkannya. 


Hal ini diperparah dengan 
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kualitas demokrasi Indonesia yang 
belum mapan akibat proses rekrutmen 
di tubuh internal partai politik 
yang masih bermasalah dan masih 
kuatnya permainan politik uang di 
daerah-daerah beserta normalisasi 
status guo oleh masyarakat. Artinya, 
posisi Indonesia yang masih belum 
mandiri dan kuat secara ekonomi juga 
turut menyuburkan praktik korupsi 
dinasti, sebab masyarakat cenderung 
permisif terhadap politik uang. Namun 
ketidakmandirian ekonomi tersebut 
juga merupakan anak yang dilahirkan 
dari praktik korupsi. Sumber-sumber 
materi yang seharusnya menjadi bahan 
bakar kesejahteraan rakyat justru 
dimanipulasi dan masuk ke kantong- 
kantong elit. 


Penyebab lain dari maraknya 
kasus korupsi oleh dinasti dapat 
dilihat dari karakter dinasti politik 
itu sendiri, yang cenderung memiliki 
kepentingan-kepentingan tertentu. 
Djayadi Hanan (2017) menyebut dua 
motivasi pertama bagi dinasti politik 
untuk mempertahankan,kekuasaannya 
yaitu: Pertama,, membangun reputasi 
dan nama baik/(reputation building). 
Anggota “dinasti politik berkuasa 
dengan keinginan untuk membangun 
dan mempertahankan reputasi 
keluarga. Tujuannya agar kekuasaan 
yang dipegang memperoleh legitimasi 
dan dukungan rakyat yang lebih besar. 
Akhirnya dinasti akan terus dipilih 
kembali dalam negara demokrasi. Pada 
saat yang sama reputasi dibangun 
dengan  tindakan-tindakan politik 
yang dianggap 'berpihak kepada 
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kepentingan — masyarakat banyak 
(public interest) sehingga dinasti politik 
justru dipandang menguntungkan 
masyarakat. Padahal dalam banyak 
praktik empirisnya dinasti politik 
justru tidak memihak rakyat sama 
sekali. 


Motivasi kedua dari dinasti 
politik ialah untuk menumpuk 
kekayaan (stockpilingvuwealth). Jika 
melihat jenis kekuasaan yang dipegang 
oleh dinasti, merekawdapat dengan 
mudah mengontrol distribusi kekayaan 
melalui mekanisme keuangan publik. 
Kekayaan yangsdiperoleh selanjutnya 
digunakans.untuk- membiayai proses 
dan mekanisme agar suksesi kekuasaan 
tetapsberada- dalam pusaran dinasti 
politik. Hal.ini dapat terlihat dari motif 
korupsis-.yang dilakukan oleh Asrun 
dan-Adriatma Dwi Putra (ayah-anak) 
di Kendari. Lingkaran korupsi terus 
digulirkan dan dinasti politik menjadi 
alat pelanggengan kekuasaan. 


Adam Smith mengemukakan tiga 
bentuk pendapatan yakni keuntungan 
atau laba (profits), upah (wages), dan 
sewa atau rente (rents). Laba atau 
keuntungan umumnya diperoleh 
dari suatu usaha atau bisnis yang 
mengandung resiko. Pelaku bisnis 
yang menginvestasikan modal, 
keahlian, dan berbagai input lainnya 
tidak mendapat jaminan bahwa 
modalnya akan kembali. Sedangkan 
upah merupakan bentuk pendapatan 
yang tercipta karena seseorang 
bekerja berdasarkan keterampilan 
dan keahliannya. Terakhir, sewa 
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atau rente yang merupakan bentuk 
termudah jika dibandingkan dengan 
kedua jenis pendapatan lainnya. Hal ini 
dikarenakan pada bentuk rente pelaku 
bisnis tidak perlu menghadapi resiko 
dan mengerahkan keterampilan untuk 
memperolehnya. 


Praktik korupsi dalam pusaran 
dinasti dapat dianalisis berdasarkan 
bentuk pendapatannya yang berupa 
rente (rents). Logika rente sebagai 
sumber keuntungan memudahkan 
penguasa untuk berburu sumber daya 
sebanyak-banyaknya — menggunakan 
modal yang seharusnya dimiliki 
publik. Praktik tersebut tidak akan 
dapat berjalan mulus jika dilakukan 
sendirian. Untuk itu korupsi yang 
dilakukan dinasti pasti melibatkan 
segelintir pihak dalam hubungan 


kerabat. Hubungan antar penguasa 
yang berlangsung secara tertutup dan 
eksklusif denganprivilege'skekerabatan 
tersebut lantas membantu mereka 
untuk melibatkan 
kekuasaan. 


“bisnis di, dalam 
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Dinasti Politik, dan 


Kemiskinan 


Korupsi 


Setidaknya terdapat tiga model 
dinasti politik yang berkembang di 
Indonesia selama bertahun-tahun. 
Pertama model arisan, dimana 
kekuasaan hanya menggumpal pada 
satu keluarga dan berjalan secara 
regenerasi atau, turun menurun. 
Kedua, dinasti politikwslintas kamar 
dengan cabang kekuasaan (bupati dan 
DPRD). Ketiga models lintas jenjang 
pemerintahan dan 'daerah kekuasaan 
(bupati-gubernur). .Dalam sub-bab 
sebelumnya.telah. dibahas bagaimana 
dinasti politik berkaitan erat dengan 
praktik korupsi. 


Korupsi sendiri bukanlah 
permasalahan yang kerdil, ia serupa 
penyakit yang membawa penderitaan, 
kesakitan dan kesengsaraan. Studi 
yang dilakukan oleh Eric Chetwynd 
dkk (2003) berjudul Corruption and 
Poverty: A Review of Recent Literature 


menunjukkan relasi kuat antara 
korupsi dan kemiskinan. Korupsi 
memang tidak secara langsung 
menghasilkan kemiskinan. Namun 


korupsi memiliki dampak langsung 
terhadap tata kelola pemerintahan dan 
perekonomian, yang pada akhirnya 
melahirkan kemiskinan. Korupsi yang 
dilakukan oleh dinasti politik membuat 
sekelompok masyarakat minoritas 
kuat memiliki keuntungan lebih 
dibandingkan mayoritas masyarakat. 
Sebagaimana yang digambarkan oleh 
Gaetano Mosca dalam karyanya yang 
berjudul The Rulling Class, bahwa 


Edisi 53 Tahun 2022 


Salsabia Dhiya Alriye 


dalam masyarakat terdapat dua kelas 
penduduk. Satu kelas yang menguasai 
dan satu kelas yang dikuasai. Kelas 
pertama yang jumlahnya selalu lebih 
kecil, menjalankan semua fungsi 
politik, memonopoli kekuasaan, dan 
menikmati keuntungan yang diberikan 
oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas 
kedua, yang jumlahnya jauh lebih 
besar, diatur dan dikendalikan oleh 
kelas pertama. 


Memang tidak semua praktik 
dinasti politik sudah pasti berakibat 
buruk dan menghasilkan korupsi, 
contohnya ketika melihat dinasti politik 
yang terjadi di Singapura oleh Lee Kuan 
Yew, keluarga Bush di Amerika Serikat 
atau keluarga Fukuda di Jepang yang 
sudah berkuasa puluhan hingga ratusan 
tahun lamanya. Namun sepertis yang 
dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, 
kita tidak dapat menampikkan fakta 
bahwa negara Indonesia adalah negara 
demokrasi serta di Indonesia terdapat 
tipologi rekrutmen calon oleh partai 
dan budaya politik masyarakatsyang 
masih bermasalah,jugaskondisinegara 
yang belum kuat'dan mandiri secara 
ekonomi, berbedan dengan ketiga 
negara terSebut. Selain' itu terdapat 
banyak pula“bukti empiris mengenai 
betapa koruptifnya dinasti politik pada 
berbagai daerah di Indonesia. 


Rentang waktu yang begitu 
lama untuk menjabat tidak menjadi 
jaminan akan kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat. Contoh konkrit 
ketika kita mengambil data tingkat 
kemiskinan pada daerah kabupaten/ 
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kota Indonesia yang sedang atau 
pernah dipimpin oleh cengkraman 
dinasti. Menurut data Badan Pusat 
Statistik (2019) diantaranya Banyu 
Asin (11,33Y0), Indramayu (11,1196), 
Klaten (12,280), Kediri (10,425), 
Probolinggo (17,760), Bangkalan 
(18,900) memiliki tingkat kemiskinan 
lebih dari 10Y60. Meski data tersebut 
tidak menjawab secara pasti korelasi 
antara dinasti politik dengan naik/ 
turunnya kemiskinan, namun banyak 
daerah yang dikuasai dinasti politik 
identik 'sebagai, daerah” miskin. Hal 
ini diperkuat denganyhasil penelitian 
yang dilakukan oleh'Sujarwoto (2015), 
mengambil sampel terhadap 250.000 
rumah tanggav di seluruh wilayah 
Indonesia,bahwa dinasti politikbersifat 
buruk “terhadap penanggulangan 
kemiskinan di Indonesia. Penduduk 
yang”tinggal di kabupaten/kota yang 
dikuasai oleh dinasti politik tergolong 
lebih miskin dibandingkan dengan 
penduduk yang tinggal di kabupaten/ 
kota tidak dikuasai dinasti politik. 


Kesimpulan 
Keberadaan dinasti politik di 
Indonesia tidak dapat dipisahkan 


dari tipologi rekrutmen oleh partai 
politik yang masih cenderung 
eksklusif, tertutup, informal sehingga 
mendorong dinasti tumbuh subur di 
tengah pemerintahan. Sebagaimana 
pada pilkada serentak tahun 2020 
terdapat 85 calon kepala daerah 
terpapar dinasti berasal dari partai 
politik. Di samping itu terdapat pula 
budaya politik masyarakat yang 
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masih tergolong pragmatis, permisif 
terhadap politik uang dan menjunjung 
ikatan primordialisme sehingga turut 
melanggengkan status guo kekuasaan. 
Tidak adanya regulasi yang melarang 
praktik dinasti politik di Indonesia 
juga menjadi penyebab utama. Hal ini 
membawa keuntungan bagi kerabat 
dinasti sebab dalam proses pemilihan 
mereka dilengkapi dengan privilege 
berupa modal kekuasaan, akses 
dan finansial yang telah dipetakan 
sebelumnya. Sehingga semacam ada 
pembatasan bagi tokoh di luarlingkaran 
kekerabatan untuk memasuki jabatan 
strategis pemerintahan. Ditambah 
dengan kontrol dan pengawasan yang 
kurang sehat--sebab para pejabat 
memiliki hubungan kerabat yang 
membawa kepentingan tertentu-juga 
berakibat pada timbulnya praktik 
dinasti yang eksploitatif dan, koruptif, 
sebagaimana dibuktikan “ banyaknya 
kasus korupsi yang dihasilkan "dari 
rahim dinasti. 


Setidaknya terdapat dua 
penyebab yang / / melatarbelakangi 
munculnya “korupsi dimasti yaitu: 


Pertama, sifat: internal /orang-orang 
dinasti yang bermasalah karena 
terbiasa mendapatkamuhal-hal yang 
bersifat istimewa, sehingga mereka 
menganggap demokrasi sebagai 
peluang untuk menjadi semakin 
'spesial. Kedua, sumber kekuasaan 
yang timpang pada dinasti politik 
memudahkan orang-orang dinasti 
untuk memanfaatkannya. Hal ini juga 
diperparah dengan kualitas demokrasi 
Indonesia yang belum mapan akibat 
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proses rekrutmen di tubuh internal 
partai politik yang masih bermasalah 
dan masih kuatnya permainan politik 
uang di daerah-daerah beserta 
normalisasi status guo oleh masyarakat. 
Penyebab lainnya dapat dilihat dari 
karakter dinasti politik itu sendiri, 
yang cenderung memiliki kepentingan- 
kepentingan tertentu termasuk untuk 
mengumpulkan kekayaan-melalui 
korupsi-untuk mempertahankan, 
melanggengkan, bahkan mewariskan 
kekuasaannya. 


Korupsi yang.dilakukan dinasti 
berujung padas masalah kemiskinan, 
sebab memiliki, dampak langsung 
terhadap tata, “kelola pemerintahan 
dan 'perekonomian. Rentang waktu 
yang “begitu lama untuk menjabat-- 
sebagaimana menjadi ciri khas yang 
lekat dengan dinasti--tidak menjadi 
jaminan akan kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat. Bahkan terdapat 
penelitian yang membuktikan bahwa 
penduduk yang tinggal di kabupaten/ 
kota yang dikuasai oleh dinasti politik 
tergolong lebih miskin dibandingkan 
dengan penduduk yang tinggal di 
kabupaten/kota tidak dikuasai dinasti 
politik. 


Edisi 53 Tahun 2022 


Salsabia Dhiya Alriye 


Daftar Pustaka 
Buku dan Jurnal 


Prof. Dr. Didik J. Rachbini, Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik. 2002. 
Bogor: Ghalia Indonesia. 


Winters, Jeffrey A. Oligarki terj., Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011. 


Azzahra, Farida dan Indah Fitriani Sukri. 2022. Politik Dinasti dalamPemilihan 
Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasisdan Demokrasi. Jurnal 
APHTN-HAN Vol. 1 No.1. 


Bimantara, Novendra. 2018. Analisis Politik Dinasti di Kabupaten Kediri. Journal 
of Politic and Government Studies. 


Dedi, Agus. 2022. Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi. Jurnal Moderat 
Vol. 8 No. 1. 


Djati, Wasisto Raharjo. 2013. Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: 
Dinasti Politik di Arus Lokah.JurnalSosiotogi Masyarakat Vol. 18 No. 2. 


Effendi, Winda Roselina. 2018. Dinasti Politik dalam Pemerintahan Lokal Studi 
Kasus Dinasti Kota Banten. JurnalTrias Politika Vol. 2 No. 2. 


Fitriyah, Partai Politik Rekrutmen:Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 2020. Jurnal POLITIKA: Jurnal Ilmu 
PolitikVol. 11 No. 1 


Gunanto, Djoni. 2020. Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia. Jurnal SAWALA 
Vol. 8No. 2. 


Gunawan, Wawan. 2019. Dinasti-isme: Demokrasi, Dominasi Elit, dan Pemilu. 
Haliim, Wimmy dan Andy Ilman Hakim. 2020. Dinasti Politik: Basis 
Politik dan Kepuasan Publik. Jurnal Politik Profetik Vol. 8 Nomor 2. 


Maani, Karjuni Dt.. 2013. Pergulatan Antara Ekonomi dan Politik dalam Perspektif 
Publik Choice. Jurnal Tingkap Vol. 9 No. 2. 


Edisi 53 Tahun 2022 JUSTISIA 71 


PRIVILEGE KEKERABATAN: SUMBER MUNCULNYA KORUPSI DI INDONESIA 


Sujarwoto. 2015. Desentralisasi, Dinasti Politik dan Kemiskinan di Indonesia. 
JIAP Vol. 1 No. 2. 


Sumartono. 2018. Budaya Politik dalam Masyarakat Pragmatis. Jurnal Lugas 
Vol. 2 No. 2. 


Suryo, Herning. 2015. Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang: 
Suatu Perbandingan. Jurnal Transformasi Vol. 1. 


Susanti, Martien Herna. Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. 2017. Journal 
of Government and Civil Society Vol. 1 No. 2. 


Artikel, Riset dan Berita Online 
Hanan, Djayadi. 2017. Artikel Kompas berjudul “Korupsi Dinasti Politik”. 


Nagara Institute. 2020. Riset Nagara Institute” Dinasti,Politik dalam Pemilihan 
Kepala Daerah Tahun 2020. 


Noor, Firman. 2018. Partai Politik sebagai Problem Demokrasi di Indonesia Era 
Reformasi: Kajian Penyebab dan Solusinyas-LIPI Indonesia. 


Koalisi Pilkada Bersih (PUKAD,U GM, PUSAKO,UNAND, ICW, PERLUDEM, LINGKAR 
MADANI). 2017. Rilis Media. 


https://www.eiu.com /publie/topicaKreport. 
aspx?campaignid-demoeracyindex2019 


https://antikorupsi.org/id/article/kebanalan-korupsi-dinasti-politik 
https://antikorupsi-org/id /article/korupsi-dinasti-politik 


https://kumparan.com / kumparannews /firli-bahuri-kpk-sudah-jerat-161- 
kepala-daerah-and-313-anggota-dewan-akan-nambah-1yrybJ48UnV 


https://news.detik.com/berita/d-5081419/13-suami-istri-dijerat-kpk-gegara- 
korupsi-ini-daftarnya/2 


https://nasional.tempo.co/read/1652128/pegiat-antikorupsi-sebut-usul- 
restorative-justice-korupsi-tidak-masuk-akal 


7255| JUSTISIA Edisi 53 Tahun 2022 


ANALISIS PENGARUSUTAMAAN AGENDA FEMINIS 
TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM 
POLITIK ELEKTORAL DAN GERAKAN AKAR RUMPUT 


Abstrak 


Agenda Feminis yang ditandai 
oleh perumusan kepentingan 
menentang patriarki dan segala bentuk 
subordinasi semakin” langka dalam 
geliat demokrasi di'Indonesia. Walau 
secara yuridis hak «dan kesempatan 
perempuan “dalam “gelanggang politik 
telah dijamin, namun kenyataan di 
lapangan tidak,demikian. Angka 3096 
yang menjadi kuota minimum dalam 
affirmative- action sebagai upaya 
penguatan partisipasi perempuan 
dalam kehidupan politik nyatanya 
sangat sulit untuk ditembus. Ketika 
Fia Maulidia sudah berada dalam pusaran politik 
elektoral pun, perempuan tidak serta 


Pimpinan Umum LPM 
Justisia 2021-2022 dan merta mampu membawa agenda 
MahasisW#urusan feminis. Sehingga diperlukan intervensi 
1 MEP Fa Maitas dari luar pusaran politik elektoral untuk 
Syariah dan.HukumUIN mengawal terciptanya iklim politik 


dan kebijakan yang membongkar 
dan melawan ketidakadilan. Tanpa 
menafikan sederet batu sandungannya, 
munculnya gerakan perempuan di akar 
rumput ternyata bisa menjadi satu 
solusi alternatif karena lebih mampu 
menyuarakan agenda feminis secara 
lantang dan konsisten. Dalam hal ini, 
kepemimpinan perempuan dalam 
politik elektoral dan non-elektoral 
seharusnya memiliki  koneksitas. 
Sebagaimana ranah publik dan 


Walisongo,Semarang 


— 
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Analisis Pengarusutamaan Agenda Feminis terhadap Kepemimpinan Perempuan dalam 
Politik Elektoral dan Gerakan Akar Rumput 


privat yang selama ini dikritik oleh 
feminisme, logika tersebut juga bisa 
dipakai dalam memaknai perjuangan 
ini. Kedua gerakan tersebut idealnya 
saling bersinergi dan mengisi untuk 
selanjutnya mampu membawa 
angin segar dalam iklim politik dan 
kehidupan sosial. 


Keywords: perempuan, agenda 
feminis, politik elektoral, gerakan 
akar rumput. 


PENDAHULUAN 


Urgensi Partisipasi Politik 
Perempuan di Negara Demokrasi 


Terdapat dua hujjah menarik 
yang disampaikan oleh Bari perihal 
urgensi partisipasi politik perempuan. 
Hal pertama adalah intrinsic argument 
yang berkaitan dengan shak asasi 
manusia. Menurut Baris, perempuan 
harus memiliki kesetaraampartisipasi 
dan perwakilan karena setengah dari 
penduduk dunia adalah perempuan. 
Hujjah keduamadalah “instrumentalist 
arguments, dengan merujuk pada fakta 
empiris bahwasperempuan dan laki- 
laki memang berbeda,shal inilah yang 
akhirnya menyebabkan. perbedaan 
cara pandang tentang politik sehingga 
partisipasi perempuan dalam dunia 
politik sangat diperlukan. 


Setali tiga uang dengan Bari, 
pendapat Dahlerup tidak jauh berbeda. 
Partisipasi politik perempuan sangat 
penting mengingat separuh penduduk 
dunia adalah perempuan. Karenanya, 
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perempuan berhak untuk menguasai 
setengah jumlah kursi yang tersedia 
di institusi politik. Inilah yang disebut 
sebagai the justice argument. Kedua, 
the experience argument, perempuan 
memiliki pengalaman yang berbeda 
dengan laki-laki, baik secara biologis 
maupun sosial yang harus terwakili, 

oleh sebab itu perempuan harus 
terlibat dalam duniapolitik. 


Dalam “istilah Nur “Rofi'ah 
Bil 'Uzm, “perempuan memiliki 5 
pengalaman khasw secara biologis 
(haid,, hamil, melahirkan, menyusui, 
nifas) dan 5..pengalaman khas secara 
sosial (marginalisasi, subordinasi, 
stigmatisasi, “kekerasan, dan beban 
ganda). sehingga keadilan hakiki 
seharusnya tidak menimbulkan bahkan 
menambah rasa sakit secara biologis 
dan- ketidakadilan secara sosial. 
Untuk itu, penting bahkan harus bagi 
perempuan turut dalam gelanggang 
politik dengan mencerminkan 
pengalaman perempuan sebagai 
pertimbangan dalam melahirkan 
kebijakan. 


Selain itu, Ballington berpendapat 
bahwa pelibatan laki-laki dan 
perempuan dalam proses pengambilan 
keputusan merupakan sine gua non 

atau prasyarat dari tiap kerangka 
demokrasi. Dalam prakata jurnal 
yang diterbitkan oleh lembaga Inter 
Parliamentary Union (1999) juga 
mengungkapkan hal serupa, bahwa 
keberhasilan proses demokrasi 
mensyaratkan adanya kerjasama yang 
sesungguhnya (genuine partnership) 
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antara kaum perempuan dan laki-laki 
dalam mengelola berbagai urusan 
kemasyarakatan. 


Musdah Mulia dalam bukunya 
“Ensiklopedia — Muslimah  Reformis” 
mengungkapkan partisipasi politik 
bagi perempuan sangat penting sebagai 
upaya aktualisasi diri. Rendahnya 
keterwakilan perempuan dalam posisi 
strategis akan mengakibatkan sejumlah 
keputusan politik yang dibuat sangat 
maskulin dan kurang berperspektif 
gender. 


Masih menurut Musdah Mulia, 
era reformasi dan demokratisasi yang 
ditandai dengan diberlakukannya UU 
No.2 tahun 1999 tentang Otonomi 
Daerah yang menekankan pentingnya 
partisipasi seluruh elemen masyarakat 
seharusnya menjadi momentum, bagi 
perempuan sebagai bagianvdari civil 
society. Dengan jumlah" 96,6 juta 
pemilih perempuan pada.pemilu 2019 
silam yang melampaui jumlah pemilih 
laki-laki (96,3 juta orang) perempuan 
menjadi kelompoksx,strategis / dan 
pastisipasinya merupakan komponen 
kunci dalam membangun demokrasi. 


Sayangnya, platform partai yang 
belum sensitif, gender pada akhirnya 
hanya memandang perempuan sebagai 
bank suara pasif yang dapat diaktifkan 
jika diperlukan. Perempuan hanya 
dipandang sebagai pendulang suara 
melalui mobilisasi pemilih perempuan, 
narasi emak-emak dan Ibu bangsa 
oleh kedua paslon saat pilpres 2019 
membuktikan bahwa perempuan 
merupakan target suara sekaligus 
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pendulang suara (vote getter) paslon/ 


parpol yang hanya dimanfaatkan 
suaranya ketika pilpres. 
Oleh sebab itu, partisipasi 


politik perempuan menjadi sangat 
penting mengingat hukum sebagai 
produk politik dalam negara ini belum 
memiliki sensitifitas gender. Agenda 
Feminis dalam gerakan perempuan 
dapat digambarkan dengan sejumlah 


karakter seperti: #Wmengedepankan 
pengalaman khas perempuan dalam 
relasi gender di wmasyarakat, isu- 
isu perempuan, kepemimpinan 


perempuan dan'kehadiran perempuan 
dalam proses penyusunan kebijakan. 
Walau demikian, agenda yang dibawa 
oleh perempuan dalam politik baik 
elektorale,.maupun non  elektoral 
pun tidak selalu memiliki nafas dan 
perspektif feminis, sehingga tidak 
mampu mencerminkan pengalaman 
khas perempuan. 


Kepemimpinan Perempuan dalam 
Politik Elektoral: Sekedar Warna 
atau Turut Mewarnai? 


Sebanyak 9899 negara di dunia 
telah meratifikasi konvensi CEDAW 
atau Konvensi Penghapusan Segala 


Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan. Termasuk Indonesia 
melalui pengesahan UU Nomor 7 


Tahun 1984. Selain itu, dikeluarkannya 
Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam 
Pembangunan Nasional juga menjadi 
nafas baru bagi kehidupan bernegara 
yang lebih ramah terhadap perempuan. 
Sebagai — turunannya, pemerintah 
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kemudian mengeluarkan regulasi 
yang memberikan peluang kepada 
perempuan untuk berpartisipasi 
secara terbuka dalam dunia politik. 
Salah satunya ialah kebijakan affirmatif 
action sebagai satu upaya temporer 
untuk menjamin perempuan terlibat 
dalam proses politik dan pengambilan 
keputusan. Hal itu dengan jelas 
tertuang dalam UU No. 10 tahun 2008 
pasal 53: 


“Daftar bakal calon sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52 memuat 
paling sedikit 30Y (tiga puluh 


perseratus) keterwakilan perempuan.” 


Di titik ini, hak politik perempuan 
sudah diakui secara universal. Namun, 
pengakuan formal saja tidaklah cukup 
untuk mengatasi berbagai hambatan 
sosial, ekonomi, politik, serta hambatan 
lainnya. Adopsi kebijakan affirmative 
action ini tidak serta merta berimplikasi 
positif terhadap penguatan partisipasi 
dan keterwakilan politik perempuan. 
Pengalaman di berbagai - Negara 
menunjukkan bahwa'penerapan yang 
efektif dipengaruhi/oleh banyak faktor. 
Artinya, keberadaan. affirmative action 
saja tanpa disertaiperbaikan kondisi 
sosial ekonomi perempuan yang lebih 
luas, tidak dapat diharapkan sebagai 
garda perubahan. 


Berdasarkan data KPU (hasil 
Pemilu 2019), keterwakilan perempuan 
di Lembaga Legislatif Nasional (DPR- 
RI) berada pada angka 20,896. Dari 575 
anggota DPR, sebanyak 120 anggota 
legislatif adalah perempuan. Sedikit 


berbeda, mengutip laman website 
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resmi DPR RI, pada periode 2019- 
2024 perJanuari 2021 hanya terdapat 
123 jumlah perempuan di DPR RI atau 
sekitar 21,39Y9.! 


Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI 


5 


Imagesby Jurno.id 


Angka ini tentu-belum mencapai 
target 30Y6 “keterwakilan perempuan, 


namun prosentase ini meningkat 
pesat dari Pemilu RI pertama di 
mana keterwakilan perempuan 


hanya 5,88 persen.2 Keterwakilan 
perempuan dalam politik elektoral 
meliputi legislatif, partai politik, 
birokrasi dan kepemimpinan daerah 
secara berangsur memang meningkat 
jumlahnya. Namun, angkatersebuttidak 
secara langsung berdampak positif 
terhadap peningkatan produk legislasi 
yang berpihak pada kesejahteraan 
perempuan dan kelompok marginal 
lainnya. Hal itu tampak jelas misal 
ketika kita melihat bagaimana alotnya 


tAdmin DPR RI, Tiga Politisi Wanita Bicara Peran Per- 
empuan dalam Politik. https://www.dpr.go.id/berita/ 
detail/id/33754/t/Tiga#PolitisitWanita#Bicara#Per- 
antPerempuantdalam-Politik diakses pada tanggal 
21/03/2021 

2Biro Hukum dan Humas KPPPA, Menteri Bintang 
Optimis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 
3096 pada Pemilu 2024 https://www.kemenpppa. 
go.id/index.php/page/read/29/3076/menteri-bintang- 
optimis-keterwakilan-perempuan-di-legislatif-capai- 
30-persen-pada-pemilu-2024# diakses pada tanggal 
21/03/2021 
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pengesahan RUU TPKS dan RUU PPRT. 


Undang-undang yang memakan 
waktu hampir 10 tahun untuk 
disahkan sejak pertama kali diinisiasi 
pada 2012 itu menjadi bukti konkret 
bagaimana politisi perempuan yang 
ada di parlemen pun sukar membawa 
agenda perempuan. Padahal, UU 
tersebut adalah substansi hukum yang 
sangat dibutuhkan korban kekerasan 
seksual yang bertambah tiap harinya. 
Di sisi lain, RUU PPRT yang diajukan 
secara resmi oleh Jala PRT pada tahun 
2004 dan selalu masuk Prolegnas 
di setiap masa periode DPR itu 
tidak menunjukkan perkembangan 
berarti. Padahal, pengesahan RUU 
ini sangat mendesak mengingat data 
International Labour Organization 
(ILO) yang mencatat bahwa di 
Indonesia terdapat lebih dari 4,2 juta 
PRT dan 8496 dari PRT tersebut adalah 
perempuan. Konstruksi, sosialm,pada 
masyarakat kita yang” menempatkan 
perempuan sebagai subordinat 
semakin memperburuk kondisispara 
Pekerja Rumah. Tangga. 


Hal itu ,diperparah dengan 
realita PRT,yang'seringkali mendapat 
penganiayaan, eksploitasi, beban 
pekerjaan yang. tidak proporsional, 
upah yang tidak sesuai, dsb. Catatan 
dari Jaringan Nasional Advokasi 
Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) 
menunjukkan, tidak kurang dari 
2.570 kasus kekerasan dialami oleh 
PRT. Selain itu, regulasi terkait jam 
kerja juga diperlukan. Pekerja pabrik 
yang bekerja selama 8 jam/hari 


Edisi 53 Tahun 2022 


berbeda dengan PRT yang bekerja 
bahkan hingga 12-16 jam dalam satu 
hari, serta 6-7 hari dalam seminggu. 
Kejelasan terkait hari libur, hak cuti, 
jaminan sosial, dan kontrak kerja 
sampai saat ini juga tidak diatur oleh 
UU apapun. 


Dalam hal ini, Agenda Feminis 
yang ditandai oleh perumusan 
kepentingan menentangupatriarki dan 
segala bentuk suberdinasi« semakin 
langka dalam “geliatv demokrasi di 
Indonesia. Untuk itulah, “perempuan 
yang ,hadir “dik gelanggang politik 
elektoral diharapkan — membawa 
nafas damuspiritebaru dalam aktivitas 
politik, memperjuangkan kebijakan 
yang . berpihak pada perempuan 
dan kelompok marginal. Sayangnya, 
harapan.tidak selalu berjalan sesuai 
angan.” Pengarusutamaan agenda 
feminis terganjal setidaknya di dua 
keadaan: sebelum perempuan masuk 
dalam politik, dan ketika perempuan 
sudah ada di dalamnya. 


Images by liputan6.com 


8Muhammad Nastain. Pentingnya Perlindungan PRT 
melalui RUU PPRT. https://www.timesindonesia.co.id/ 
read/news/411163/pentingnya-perlindungan-prt- 
melalui-ruu-pprt diakses pada 06/06/2022 


JUSTISIA (M7 


Analisis Pengarusutamaan Agenda Feminis terhadap Kepemimpinan Perempuan dalam 
Politik Elektoral dan Gerakan Akar Rumput 


Sebelum Perempuan Berpolitik 


Sebelum memasuki dunia politik 
yang maskulin itu, tantangan terbesar 
bagi perjuangan kesetaraan adalah 
tatanan sosial yang bersifat patriarkis. 
Selama ini, masyarakat kita meyakini 
dikotomi peran antara laki-laki dan 
perempuan. Paling tidak, ada dua 
persoalan utama yang dihadapi oleh 
perempuan, keterwakilan perempuan 
yang sangat rendah pada ruang publik 
dan belum adanya platform partai yang 
secara konkrit membela kepentingan 
perempuan." 


Selain — dipengaruhi budaya, 
rendahnya angka partisipasi 
perempuan di ruang politik juga 
dipengaruhi oleh platform parpol: 
Bisa  dititeni, menjelang pemilu 
hampir semua parpol mencoba 
untuk mengadopsi perspektif 
gender. Namun hal itu bukanlah 
iktikad untuk mengakomodasi suara 
perempuan, tetapi lebih-pada cara 
partai mempertahankan eksistensi 
dan beradaptasi terhadap tuntutan 
yang dialamatkan pada mereka. 
Pemenuhan "aturan afirmatif itu 
dilaksanakan'semata untuk memenuhi 
syarat administratif“ tanpa diikuti 
kesadaran untuk memperkuat 
representasi politik perempuan. Hal 
itu bisa dilihat dari banyaknya parpol 
yang mengaku mengalami kesulitan 
untuk mengakomodasi persyaratan 
perempuan sebagaimana amanat UU 
iklus pemilu. 
“Tengku Valentina dan Andri Rustra, Affirmative Action 
untuk Demokrasi yang Berkeadilan Gender pada 


Pemilu 2009. Jurnal DEMOKRASI Vol. IX No. 1 Th. 2010 
SLucky Sandra Amalia, Perempuan, Partai Politik, 
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Fenomenaketidakseriusan parpol 
dalam mengakomodir perempuan 
untuk duduk di kepengurusan maupun 
untuk dicalonkan sebagai anggota 
legislatif tidak hanya ditemui di parpol 
tingkat nasional, melainkan juga pada 
parpol di daerah. Hal itu dibuktikan 
dengan penelitian yang dilakukan di 
empat daerah (Provinsi Aceh, Malut, 
NTB, dan Papua)'oleh Lucky Sandra 
Amalia. Penelitianyitu menunjukkan 
parpoldiempatdaerah tersebut merasa 
kesulitan menjaring caleg, perempuan. 
Masih dalammpenelitian” yang sama, 
ketika. pernyataan "imi dikonfirmasi 
kepada aktivis'perempuan, kondisinya 
menjadi kontradiktif. Menurut 
aktivis perempuan, banyak sekali 
perempuan. berkualitas yang siap 
untuk berpartisipasi politik. Dalam 
wawancara yang dilakukan oleh Lucky 
Sandara,” mereka malah menyatakan 
kesulitan menembus dunia politik yang 
didominasi laki-laki. Kepemimpinan 
parpol yang cenderung didominasi oleh 
laki-laki pada gilirannya cenderung 
hanya menominasikan kandidat laki- 
laki yang mereka yakini berpotensi 
besar memenangkan pemilu. 


Artinya, keluhan partai di atas 
menunjukkan ketidakseriusan partai 
dalam menyiapkan kaderisasi dan 
rekrutmen perempuan potensial jauh 
sebelum pemilu. Problem buruknya 
proses rekrutmen dan seleksi caleg 
oleh partai menegaskan bahwa sebagai 


dan Parlemen di Indonesia: Suatu Analisis, dalam 
“Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi 
Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal”, 
(Jakarta: PT. Gading Inti Prima), 2012, hal. 250. 

Sibid 

7ibid 
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salah satu lembaga demokrasielektoral, 
partaijustru menjadi sumbertantangan 
bagi peningkatan representasi politik 
perempuan. Selain itu, dalam struktur 
internal kepengurusan maupun 
kegiatan partai, partisipasi kader 
perempuan dipengaruhi oleh struktur 
sosial dan budaya masyarakat yang 
menempatkan perempuan di wilayah 
domestik sedangkan posisi laki- 
laki cenderung di wilayah publik.” 
Dikotomi itu diperparah dengan double 
burden yang juga dibebankan pada 
perempuan. Posisi pemimpin dianggap 
tidak cocok untuk perempuan yang 
sudah menghabiskan waktunya di 
ranah domestik. 
Hal itu menjadikan posisi 
perempuan sama sekali tidak 
strategis, ia tidak bisa terlibat dalam 
pengambilan keputusan. Sehingga, 
perempuan tidak memiliki“ kekuatan 
yang cukup untuk menjamin speran 
kepemimpinan dalamsparpol. Sebab 
dalam struktur ini, perempuan 
dianggap pelengkap dan “Warna” 
semata. Hal,yang tidak,kalah#penting 
dari beberapa faktor diatas adalah 
ekonomi. Harus. diakui/ demokrasi 
pasca “98 adalah demokrasi elektoral 
berbiaya besar: biaya-pendirian partai 
politik yang tinggi, biaya pencalonan 
legislatif dan kampanye yang mahal. 
Partai politik diisi dan dikontrol oleh 


mereka yang memiliki kekuasaan 
Yolanda Panjaitan,Perempuan dan Jebakan 
Oligarki, — https://mediaindonesia.com/opini/93917/ 


perempuan-dan-jebakan-oligarki-partai 

Yogi Maulana Malik, Analisis Peran Perempuan 
dalam Partai Politik di Dewan Pimpinan Cabang Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota 
Cirebon. Jurnal Universitas Diponegoro Semarang, tt. 
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dan uang. Pemilu menjadi perhelatan 
mahal dan membutuhkan akses 
dana yang besar pula. Tanpa modal 
finansial dan keadaan ekonomi yang 
mapan, perempuan yang bahkan masih 
dianggap sebagai pekerja tambahan 
tak akan mampu menembus tembok 
tersebut. Dalam kondisi ini, tak banyak 
perempuan yang memiliki sumber 
dana independen untuk menanggung 
semua biaya itu. 


Celakanya,'di antara tembok tebal 
itu ada Kecenderungansparpol untuk 
menyeleksi'kandidat.perempuan yang 
memiliki hubungan dekat dengan 
penguasa.sPerempuan yang berhasil 
menduduki jabatan strategis di parpol 
maupun: caleg perempuan yang 
pada akhirnya menempati urutan 
terataswdalam pencalegan biasanya 
memiliki kedekatan dengan pimpinan 
parpol, memiliki popularitas tinggi, 
atau memiliki kemampuan finansial 
yang bagus. Seperti yang ditulis oleh 
Anna Margret dalam penelitiannya," 
bahwa kenaikan jumlah perempuan 
sebagai anggota legislatif nasional 
sejak pemilu tahun 2004, 2009, 2014, 
hingga 2019 tidak berbanding lurus 
dengan kepedulian terhadap gerakan 
perempuan dengan agenda feminis di 
ranah non elektoral. Ketika ditelusuri 
lebih lanjut, latar belakang rekrutmen 
dan pencalonan mereka menunjukkan 
dominasi ikatan kekerabatan politik, 
figur selebritas, dan elite ekonomi. 
Nama-nama seperti Puan Maharani, 
10Anna Margret, Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan 
Meredupnya Agenda Feminis, dalam “Perempuan dan 


Demokrasi” Jurnal Perempuan 101, (Utan Kayu Jakarta 
Indoensia : Yayasan Jurnal Perempuan), 2019, hal. 23. 
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Krisdayanti dan Mulan Jameela tentu 
tidak asing di telinga kita. 


Ketika disarikan, ada tiga jenis 
hambatan utama perempuan sebelum 
ia masuk dalam gelanggang politik: 
politik itu sendiri, sosial ekonomi 
dan sosio kultural. Adapun hambatan 
politik, seperti yang sudah penulis 
sampaikan di atas, tampak jelas adanya 
masculine model baik di institusi politik 
maupun birokrasi yang sangat kuat, 
kurangnya dukungan partai politik, 
kurangnya dukungan dari lembaga- 
lembaga formal negara, kurangnya 
akses pendidikan dan pelatihan, dan 
karakter dari sistem pemilu itu sendiri. 


Ketika Perempuan Berpolitik 


Tindakan anggota parlemen 
bukan sekedar" /refleksi, pasif dari 
berbagai kepentingan maupun 


tekanan yang” mereka /hadapi, tapi 
juga merupakan respom aktif untuk 
mencapai kepentingan pribadi maupun 
kolektifnya. Pada saat yang sama, 
anggota parlemen juga dibatasi oleh 
pengaruh-pengaruh tersebut, bahkan 
dipaksa untuk bertindak di luar pilihan 
dan nilai pribadi yang dianutnya. Cara 
untuk merespon tekanan politik di 
sekitar itu pun sangat bervariasi. Ada 
tipe anggota parlemen yang merasa 
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perlu untuk menjaga hubungan baik 
dengan donator potensial, tetapi ada 
pula anggota parlemen yang menjaga 
keseimbangan antara pengaruh 
donator dengan hal yang mereka 
anggap sebagai kepentingan terbaik 
konstituen. Di sisi yang lain, ada pula 
yang tidak ragu untuk tunduk pada 
donatur besar bahkan bekerja sama 
dalam korupsi untuk kepentingan 
pribadinya." 


Dengan mempertimbangakan 
modal politik dan ekonomi perempuan 
yang tidak sebanding”dengan kader 
parpolxlaki-laki, ndiknya perempuan 
dalam gelanggang politik elektoral 
sangatmungkin membuatmerekaharus 
membayar “harga” itu dengan banyak 
tekanan, ini. Selain itu, sebagaimana 


yang “telah penulis sampaikan 
sebelumnya. Ada kecenderungan 
partai untuk meloloskan kandidat 


perempuan yang memiliki hubungan 
dekat dengan penguasa. Hal itu tentu 
bukan kabar baik, karena dari sanalah 
permulaan dari banyaknya batu 
sandungan bagi pengarusutamaan 
agenda feminis walaupun itu dilakukan 
oleh perempuan sendiri. Karena 
lahir dari perekrutan yang sudah 
bermasalah, kita tidak bisa menampik 
fakta bahwa perempuan yang duduk 
di legislatif maupun DPRD saat ini 
bukanlah mereka yang bersentuhan 
langsung dengan realita yang terjadi 
di lapangan, organisasi, gerakan, atau 
kelompok marginal lain. 


Komposisi itu kebanyakan diisi 


oleh mereka yang berlatar belakang 
Wibid 
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figur populer, dinasti politik, dan 
mereka yang memiliki hubungan dekat 
elit penguasa. Alpanya perspektif 
feminis, minimnya sentuhan langsung 
dengan kelompok marginal di 
kalangan perempuan yang duduk di 
jajaran politik elektoral membuat 
mereka sulit untuk memahami urgensi 
pengarusutamaan agenda feminis. 
Kondisi itu pun diperparah ketika 
mereka terseret dengan budaya 
maskulinitas yang ada di dalam parpol. 
Politik tidak lebih dari perebutan kursi 
kekuasaan, karena memang seperti 
itulah politik diperlihatkan dalam 
kehidupan parlemen dan parpol. 
Gagasan tentang keberpihakan, suara, 
dan kepentingan terhadap mereka 
yang lemah dan dilemahkan oleh 
sistem menjadi gagasan yang asing. 
Agenda Feminis dilihat tidak lebih dari 
sekedar alat politik pendulang suara 
untuk meraih kekuasaan. 


Tanpa menafikan' sosok seperti 
Rieke Dyah Pitaloka yang memiliki 
perspektif perempuan dan 3turut 
serta mengawal/ agenda @Sfeminis 
seperti pengesahan UU, TPKS di 
parlemen, ia Sendiri, juga mengakui 
bahwa berpolitik dis DPR sangat erat 
dengan kebijakan fraksi dan parpol. 
Perjuangan terberat justru ada pada 
bagaimana meyakinkan orang-orang di 
fraksinya untuk ikut memperjuangkan 
isu-isu gender. Dalam kondisi yang 
sangat kompleks ini, alih-alih berharap 


12Nina Andriana. dkk, Perempuan, Partai Politik, dan 
Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan 
di Tingkat Lokal, (Jakarta: PT. Gading Inti Prima), 2019. 
13Peran Perempuan di Parlemen Harus Ditingkatkan 


(hukumonline.com), diakses pada 11/02/2022 
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sejauh mana pengarusutamaan agenda 
feminis dapat dibawa dalam politik 
elektoral, terlebih dahulu yang perlu 
dibangun adalah kesadaran akan 
tantangan yang mengejar di tiap anak 
tangga. Terlebih kita juga menghadapi 
ironi besar berupa kesenjangan 
pemaknaan politik bagi publik antara 
mereka yang berjuang di akar rumput 
dengan mereka yangberjuang di arena 
politik (elektoral). 


Agenda Feminis,dan Kepemimpinan 
Perempuan di GerakanAkar Rumput 


Jika dibandingkan, karakter 
gerakanperempuan.non elektoral lebih 
serupa strategi. perjuangan daripada 
gerakan di ranah elektoral. Konstruksi 
gender “ruang privat dan domestik” 
dilebur menjadi strategi perjuangan di 
ruang publik. Sebagaimana yang telah 
ditunjukkan oleh Suara Ibu Peduli 
(SIP) di awal 1998. Dikotomi ruang 
publik dan privat ditanggalkan dengan 
mengusung peran Ibu yang merawat 
kehidupan dan lingkungan sebagai 
pesan simbolik dalam perlawanan di 
ruang publik. Pengesahan UU TPKS 
menjadi preseden utama bagaimana 
sinergi advokasi yang melibatkan 
berbagai kalangan seperti gerakan 
perempuan, masyarakat sipil, 
legislatif, media, akademisi, dan 
lembaga independen lainnya berhasil 
melahirkan payung hukum yang 
sangat penting bagi korban kekerasan 
seksual secara khusus dan masyarakat 
Indonesia pada umumnya. 


Lekat dalam ingatan, bagaimana 
logical — fallacy, hoax, serangan, 
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ditujukan dan diproduksi masal agar 
RUU TPKS tidak disahkan. Tidak 
hanya ditolak oleh kelompok agama 
konservatif, tapi juga sampai pada 
fraksi yang ada di DPR RI. Karena itulah, 
pengesahan UU TPKS ini mustahil 
terjadi bila organisasi dan gerakan 
perempuan yang berada di luar politik 
elektoral tidak konsisten melakukan 
kajian, sosialisasi, lobby, dan sederet 
advokasi lain. Selain itu, ada banyak 
peristiwa yang bisa kita lihat untuk 
memahami bagaimana hubungan 
erat gerakan perempuan dengan 
agenda feminis di ranah non elektoral. 
Sebut saja perjuangan ibu-ibu petani 
Kendeng yang menuntut pembatalan 
izin lingkungan penambangan dan 
pembangunan pabrik semen di 
Pegunungan Kendeng. Perjuangan itu 
telah mereka mulai sejak tahun.2006 
ketika PT. Semen Gresik mendapatkan 


izin menambang dari “pemerintah 
Kabupaten Pati. 

Namun  penambangam, terus 
saja meluas sampai Kabupaten 


Rembang. Dampakyang ditimbulkan 
mulai tampak,sia merusak ratusan 
mata air, guafsdan puluhan ribu 
hektar lahan" pertanian: Puncak aksi 
gerakan “Kartini Kendeng” terjadi 
pada tahun 2017v Di seberang Istana 
Merdeka, sembilan perempuan petani 
Kendeng menyemen kakinya sebagai 
aksi simbolik perlawanan dan kritik 
terhadap pemiskinan kepada kelompok 
marginal yang tercermin dalam sikap 
dan kebijakan pemerintah. Mereka 
menghentikan aksi demonstrasi karena 
seorang di antara mereka, Yu Patmi, 
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meninggal dunia akibat serangan 
jantung setelah beberapa hari berunjuk 
rasa. 


Di Indonesia bagian timur 
kita mengenal Mama Aleta yang 
mengorganisir perlawanan masyarakat 
sipil menolak Tambang Marmer di 
Mollo, Kabupaten Timor Tengah 
Selatan. Perjuangan ini dimulai 
sejak akhir 1990-an 'dans mencapai 
puncaknya pada tahun 2006.“Sebagai 
ganjarannya, “ia sempat masuk 
dalam Daftar Pencarian Orang” dan 
dituduh sebagai pelacur karena sering 
keluar. malam, menerima ancaman 
pembunuhan, dan-beberapa hal buruk 
lain. Selama setahun ia mengorganisir 
ratusan,perempuan untuk melakukan 
demonstrasi dengan cara menduduki 
pegunungan marmer di daerah 
pertambangan sambil menenun kain 
sebagai sikap protes. Sementara 
para perempuan berdemonstrasi, 
laki laki memberi dukungan dengan 
melakukan pekerjaan domestik seperti 
memasak, membersihkan rumah dan 
merawat anak-anak. Sekira tahun 
2010, perusahaan tambang akhirnya 
menanggapi dan menghentikan 
operasinya di empat lokasi di kawasan 
Mollo. 


“Hukum yang tidak adil tak layak 
dipatuhi” seru Eva. 


14Agniya Khoiri, Aleta Baun, Perempuan 
Pejuang Lingkungan di Timur Indonesia, 
https://www.cnnindonesia.com/gaya- 
hidup/20170422102142-277-209416/aleta-baun- 
perempuan-pejuang-lingkungan-di-timur-indonesia 
diakses pada tanggal 11/02/2022 

Widia Primastika, Eva Bande: Hukum yang Tak Adil, 
Tak Layak untuk Dipatuhi, https://tirto.id/eva-bande- 
hukum-yang-tak-adil-tak-layak-untuk-dipatuhi-de1Z 
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lalah Eva Bande, pemimpin 
Front Rakyat Advokasi Sulawesi 
Tengah. Seruan di atas adalah salah 
satu yang paling ikonik yang pernah 
ja ucapkan. Eva divonis penjara empat 
tahun di Luwuk, Banggai, Sulawesi 
Tengah karena mendampingi petani 
Toili memperjuangkan hak atas tanah 
mereka. Konflik yang telah dimulai 
sejak 1990-an itu terus mengeskalasi 
lahan pertanian, menggantinya 
dengan perkebunan kelapa,sawit milik 
korporasi. Aparat kepolisian dan,.TNI 
sempat juga terlibat dan menutup lahan 
petani hingga berujung pembakaran 
buldozer dan eskavator milik korporasi 
di 2010. 


Perjuangan/ditatas menunjukkan 
kita bagaimana manifestasi patriarki 
dalam perjuangan agenda feminis di 
ranah politik nonvelektoral mewujud 
dalam bentuk yang sangat beragam: 
dominasi budaya patriarki yang 
menundukkan perempuan dalam relasi 
sosial masyarakat, kuasa modal yang 
eksploitatif dan praktik pembangunan 
yang memiskinkan. Selain manifestasi 
patriarki multidimensional, tantangan 


diakses pada 11/02/2022 
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yang dihadapi gerakan perempuan 
dengan agenda feminis di ranah politik 
non elektoral juga meliputi hal teknis 
strategis dan ketepatan menggunakan 
kekuatan secara taktis. Tidak seperti 
perempuan anggota legislatif di ranah 
elektoral yang masih memiliki otoritas 
formal meski terbatas, perempuan di 
akar rumput justru bergerak melawan 
dengan minimnya Otoritas formal bagi 
perempuan untuk 'bersuara ,kritis di 
ranah publik: 


Otonomi perumusan agenda 
feminis danjarak kritisrantara gerakan 
perempuan dengan pemegang 
kekuasaam, tampak jelas kita lihat 


dalam gerakan perempuan non 
elektoral di--atas. Padahal mereka 
berhadapan langsung dengan 
kepentingan akumulasi kapital 
yang “beririsan langsung dengan 
keberlangsungan hidup serta hak 
mereka untuk mengelola lahan. 


Catatan itu penting dirujuk sebagai 
referensi yang menegaskan otonomi 
perjuangan gerakan perempuan dalam 
merumuskan agenda tuntutan, dan 
memperhitungkan strategi maupun 
taktik serta prioritas perjuangannya. 
Gerakan perempuan bukan sekedar 
“bagian dari”, namun setara dengan 
elemen kekuatan politik pro demokrasi 
lainnya.  Militansi gerakan dan 
perumusan agenda merefleksikan 
kesetiaan pada kepentingan melawan 
subordinasi dan dominasi yang 
termanifestasi dalam sistem ekonomi, 
budaya, politik, dan sosial. 
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Hal itu menjadi penting karena 
kemandirian dalam perumusan agenda 
(agenda setting) merupakan elemen 
penting yang menunjukkan signifikasi 
peran gerakan perempuan dalam 
rangkaian kerja konsolidasi demokrasi. 
Artinya, kehadiran gerakan perempuan 
bukan sekedar penumpang yang latah 
ikut naik gerbong demokrasi. Ranah 
non elektoral merupakan upaya bagi 
perempuan untuk menciptakan ruang 
kepemimpinan sosial yang lebih 
memungkinkan untuk mewujudkan 
keadilan dan kesetaraan, bukan 
dominasi. 


Ketersambungan Agenda Feminis di 
Politik Elektoral dan Gerakan Akar 
Rumput: Tantangan dan Peluang 


Images by Kompas.com 


Dilihat” dari “kerangka agenda 
feminis, masuknya perempuan sebagai 
anggota legislatif memang menjadi 
bagian dari perjuangan menentang 
patriarki. Namun, hal itu tidak cukup 
untuk mengoreksi beragam bentuk 
ketimpangan kultural historis yang 
menjadi fokus politik feminis.' Efektif 


16Cornwall & Goetz, Democratizing Democracy: 
Feminist Perspectives, Democratization, vol. 12, no.5, 
2005, hal. 783. 
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tidak semata-mata berarti perempuan 
berhasil masuk dalam lembaga- 
lembaga politik formal, melainkan 
mampu melawan subordinasi dan 
mengoreksi ketimpangan yang ada 
dengan memanfaatkan terbukanya 
peluang demokrasi institusional. 
Sebagaimana telah penulis sampaikan, 
latar belakang para perempuan 
yang terpilih di legislatif nasional 
justru menunjukkan rekrutmen 
dan pencalonan mereka yang masih 
didominansi ikatan kekerabatan, figur 
selebritas, dam. elit ekonomi. Tentu 
saja latar belakang "tersebut menjadi 
tantangan khususapemenuhan fungsi 
perwakilan politik substantif. 


Sebagai anggota partai, 
perempuan" yang ada dalam politik 
elektoral.juga rawan terhegemoni oleh 
partai.-Hal itu rentan membuat mereka 
hingga kehilangan  otonominya.# 
Padahal, otonomi dalam perumusan 
agenda gerakan merupakan awal 
yang penting untuk menegaskan 
signifikansi kehadiran gerakan. Hal 
itu menunjukkan bahwa partai politik 
adalah lembaga demokrasi elektoral 
yang saat ini paling mendesak untuk 
diintervensi. Di sinilah tantangan 
besar kita sebenarnya, yakni upaya 
membangun sinergi politik perempuan 
baik di ranah politik elektoral 
maupun non elektoral, berdialog dan 
memahami bahwa substansi agenda 


17Anna Margret, Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan 
Meredupnya Agenda Feminis, dalam “Perempuan dan 
Demokrasi” Jurnal Perempuan 101, (Utan Kayu Jakarta 
Indoensia : Yayasan Jurnal Perempuan), 2019, hal. 24 
18Soetjipto, Politik Harapan: Perjalanan Politik 
Perempuan Indonesia Pasca Reformasi, (Tangerang: 
Marjin Kiri), 2012. 
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feminis di kedua ranah tersebut saling 
memengaruhi dan memerlukan satu 
sama lain. 


Sebagaimana feminisme telah 
lama mengkritik pemisahan antara 
ranah publik dan privat, perjuangan 
gerakan perempuan di Indonesia 
dapat meminjam logika serupa untuk 
menyusun ulang strategi karena 
sejatinya kedua ranah itu saling 
memengaruhi. Tantangan lain yang 
harus kita hadapi terletak pada upaya 
meyakinkan setiap agen di kedua ranah 
tersebut bahwa mengintervensi politik 
elektoral tidak sama dengan masuk ke 
dalam politik elektoral. Mengintervensi 
dapat dilakukan dengan bersedia ikut 
mendengarkan krisis yang terjadi 
dan secara aktif menjadi sekutu 
untuk mendorong resolusi atas krisis. 
Dalam hal ini, yang mendesak adalah 
semakin tertutupnya ruang,kontestasi 
politik dengan tingginya penetapan 
parliamentary threshold diwDPR RI dani 
semakin mahalnya biaya untukmenjadi 
partai yang lolos syarat ikut pemilu. 
Sebaliknya,..ipolitik “mon elektoral 
memerlukan perhatian dan komitmen 
dari politik elektoral karena hanya 
dengan memulihkan ketersambungan 
antara dua ranah ini, krisis apatisme 
dan sentimen anti politik elektoral 
dapat dibenahi.” 


19Anna Margret, Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan 
Meredupnya Agenda Feminis, dalam “Perempuan dan 
Demokrasi” Jurnal Perempuan 101, (Utan Kayu Jakarta 
Indoensia : Yayasan Jurnal Perempuan), 2019, hal. 25 
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Kesimpulan 

Sudah saatnya strategi yang 
disusun dalam membawa agenda 
feminis mempertimbangkan ulang 


dikotomi politik elektoral dan non 
elektoral. Kita harus mengakui bahwa 
hadirnya banyak nama perempuan di 
kursi legislatif memerlukan evaluasi 
kritis karena tidak berbanding lurus 
dengan meningkatnya'kesadaran dan 
keberpihakaniterhadap agendafeminis 
yang mengupayakan” perlawanan 
terhadap” dominasi ,dan hierarki 
kekuasaan'yang:eksploitatif. Alih alih 
menjadi, partner Cdalam formulasi 
kebijakan yang berpihak pada agenda 
yang melawan beragam bentuk 
subordinasi,”” banyak — perempuan 
di legislatif dan partai politik lebih 
mementingkan cara mempertahankan 
atau memenangkan kursi. Untuk itu, 
penting memikirkan reposisi politik 
dari luar politik electoral. Diakui 
atau tidak, kekuatan dari luar politik 
electoral itu memiliki kontribusi besar 
pada semakin redupnya agenda feminis 
yang banyak bernegosiasi dengan 
gagasan pengarusutamaan gender, 
terutama di ranah politik formal. 


Ka 
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Abstrak 


Munculnya “kemenangan dua 
perempuan kepala daerah,” yaitu 
Airin Rachmi Wianyw sebagai Wali 
Kota Tangerang Selatan,” dan Anna 
Sophanahssebagai Bupati Indramayu 
menjadi. isu.yang ramai dan menarik 
dalam pergelaran panggung politik 
dis, Indonesia. v Terpilihnya kedua 
perempuan 'tersebut didasarkan atas 
pertimbangan faktor internal, yakni 
memiliki. hubungan khusus atau 
kekerabatan (familial ties) dengan aktor 
politik laki-laki yang sebelumnya juga 
pernah menjabat sebagai pemimpin. 


Nisrina Khairunnisa Buku berjenis bunga rampai 
ini merupakan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Kurniawati Hastuti 
Dewi dkk. untuk mengungkap fakta apa 


jurusad4 Mo Keftarga yang terjadi di balik layar kemenangan 


IslafnfFakultas/Syariah dua perempuan di atas. Mengingat, 
dan Huku MIN topik perempuan sebagai subjek politik 


belum banyak dilirik dan digarap 
peneliti maupun akademisi. 


Pimpinan,Redaksi 
Majalah Justisia,2020- 
2021'dan Mahasiswa 


Walisongo'Semarang 


Konsep penelitian yang diusung 
oleh Hadiz dan Robison dijadikan 
acuan utama dalam buku ini melalui 
pendekatan teoritis neo-Marxis. Hal 
ini dikarenakan faktor kekerabatan 
(familial ties) yang dimaksud bukanlah 
kekerabatan biasa, melainkan 
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kekerabatan — untuk memperkuat 
benteng oligarki lokal, sehingga 
berkaitan erat dengan fenomena 
munculnya perempuan sebagai 


pemimpin di tingkat lokal. 


Buku ini menyibak fenomena 
tersebut dengan kajian-kajian yang 
kritis dan akademis, serta secara 
komprehensif diperkaya akan data dan 
perspektif yang sistematis. Tentunya 
tidak mengabaikan perspektif 
perempuan dan gender dalam 
keterlibatan demokratisasi lokal. 


Images by TribunBogor.com 


Kepemimpinan Perempuan, Familial 
Ties dan Benteng Oligarki 


Indonesia taka bisa dibilang 
payah namumujuga bisa dikatakan 
terlambat dari negara-negara lainnya. 
Dibanding dengan Amerika, Eropa, 
Amerika Latin, hinggasAfrika, wilayah 
Asia cenderung.lamban menghadirkan 
sosok perempuan sebagai subjek 
politik dalam politik elektoral. 


Kebanyakan negara Barat, baru 
mengakui dan melegalkan hakpilih bagi 
perempuan dalam undang-undangnya 
pada penghujung abad ke-19 dan awal 
abad ke-20. Misalnya Amerika Serikat, 
mereka baru membolehkan perempuan 
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untuk memilih pada 1920 setelah 
mendapatkan kemerdekaannya. 
Selanjutnya disusul oleh Perancis 
yang juga mengesahkan hak politik 
perempuan pada 1944, tepatnya 
155 tahun setelah robohnya Penjara 
Bastille. 


Saya teringat dengan dialog 
Kartini bersama kerabatnya, melalui 
surat-menyurat. “Akan tibasjuga masa 
itu, itu sayastahu tetapi tiga” empat 
keturunan lagi”spesannyatpada Stella 
Zeehandelaar. 


Maksud dari pesan yang ditulis 
Kartini pada Stellanyaitu tentang keluh 
kesahnya “terhadap negeri karena 
perempuan “pada masa itu tidak 
dibebaskan, dan tidak mempunyai 
kesamaan hak dengan laki-laki untuk 
menjadi pemimpin negeri. Tentu, 
prediksi Kartini tak meleset jauh. Kira- 
kira tiga generasi (1899) saat Kartini 
mengirim surat, 1955 perempuan di 
Indonesia mempunyai hak yang setara 
dengan laki-laki dalam hak memilih 
dan dipilih. Dan pada tahun tersebut 
merupakan pemilihan umum pertama 
yang diadakan di Indonesia. 


Secara jelasnya, kiprah 
perempuan dalam menjajaki politik 
lokal di Indonesia telah muncul sejak 
2005 dalam pilkada langsung. Tidak 
heran apabila dilihat dari kerangka 
besar pemimpin perempuan dalam 
politik di Asia. 


Beberapa peneliti yang 
tersematkan dalam buku ini seperti 
Rounag Jahan (1987) menggunakan 
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istilah “family connections” dalam 
hasil analisisnya, bahwa faktor 
tersebut singgah pada kesuksesan 
politisi perempuan dan menduduki 
posisi politik tertinggi di negaranya. 
Kesimpulan yang ia ungkapkan 
yakni adanya hubungan kuat dengan 
keluarga laki-laki (ayah atau suami) 
yang merupakan figur utama politik. 


Namun, istilah “familial ties” 
dari Richter lebih disinggung dan 
dijadikan acuan dalam buku ini. Selain 
yang telah disimpulkan Jahan, Richter 
memakai istilah ini karena konteks 
yang terjadi di Indonesia, bahwa para 
politisi perempuan memiliki kerabat 
politisi laki-laki (suami, ayah, mertua, 
kakak, adik) yang pengaruhnya 
begitu kuat. Selain itu, mereka juga 
ikut mencampuri dan memfasilitasi 
jalannya kemenangan dalam pilkada 
langsung. 


Adapun Richter sempat 
menyinggung beberapa “istilah lain 
yaitu “familial ties” akan melahirkan 
“political dynasties”/atau dinasti politik. 
Dimana tongkattestafet kepemimpinan 


dari jalur laki-laki akan diwariskan 
ke generasi berikutnya, baik itu 
istri maupun anak perempuannya 
melalui jalan pilkada langsung. Ini 
artinya praktik dinasti politik terus 
dilanggengkan untuk menguasai 
kekuasaan di tingkat lokal. 


Sebetulnya, undang-undang di 
Indonesiasudah pernah mengupayakan 
bagaimana mengikis praktik kuatnya 
kekerabatan xdan dinasti .politik di 
tingkat lokal. Pada pasal 7,huruf (r) UU 
No. 8/2015 menyatakan bahwa salah 
satu syaraticalonkepaladaerah, seperti 
gubernur, wakilgubernur, bupati, wakil 
bupati, wali kota,”wakil wali kota itu 
tidak mempunyai konflik kepentingan 
atau tidak memiliki nasab atau ikatan 
perkawinan yang berbanding lurus 
dengam-petahana. Baik itu dari jalur ke 
atas, ke bawah, ke samping (ayah, ibu, 
mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, 
anak, menantu) (hlm. 2). 


Dalam perkembangannya, MK 
justru menampik kehadiran pasal 
tersebut. Pasal 7 huruf (r) UU No.8 
tahun 2015 dianggap melanggar Hak 


Images by Terakota.id 
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Asasi Manusia dan mengandung unsur 
diskriminatif karena telah membatasi 
siapa-siapa yang akan maju dalam 
pesta demokrasi, tak terkecuali mereka 
yang mempunyai kekerabatan kuat 
untuk melakukan konsolidasi politik. 


Sebagaimana telah disebutkan 
pada bagian pembuka, bahwa 
kekerabatan yang dimaksud bukanlah 
kekerabatan biasa, melainkan 
kekerabatan — untuk memperkuat 
benteng oligarki lokal. Negeri ini akan 
mengalami stagnasi berkepanjangan 
apabila pengenalan kebijakan sistem 
desentralisasi yang baru dan perubahan 
struktur kelembagaan pasca-Soeharto 
tidak dibarengi dengan perubahan pola 
pikir serta perilaku para aktor politik. 


Hal serupa juga disebutkan oleh 
Vedi R. Hadiz dan Richard Robison 
(2014) yang teorinya » menjadi 
konsep utama penelitian “Inim, bahwa 
menguatnya desentralisasi - yang 
dicirikan oleh menguatnya, oligarki 
di tingkat lokal disebabkam, oleh 
perubahahan kelembagaan, lokal 
pasca-Reformasi, yang tidak dibarengi 
dengan perubahan tatanan dari 
rezim sebelumnya»sehingga terdapat 
kemungkinan bibit-bibitvoligarki baru 
akan menyebar'daritingkat lokal. Tidak 
lain, para perempuan yang muncul 
dalam pilkada langsung melalui faktor 
familial ties atau kekerabatan. 


Tidak hanya Hadiz dan Robison, 
perbedaanmendasar mengenaioligarki 
juga disorot oleh seorang pakar politik 
dunia, Jeffrey Winters. Bagi Winters, 
oligarki tidak melulu pada kekuasaan, 
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jika memang ada keterlibatan, oligarki 
dapat bermain secara individu juga 
kolektif. Melalui pendekatan teoritis 
Webberian, Winters menekankan 
bahwa oligark bukan merupakan hasil 
dari defisit demokrasi, melainkan 
produk dari politik stratifikasi atas 
penguasaan sumber daya material 
yang ekstrem. 


Lain halnya dengan,,Hadiz dan 
Robison, mereka menggunakan 
pendekatan teoritis neo'marxis dimana 
hal yang paling fundamental dari 
oligarki ialah sifatnya.yang kolektif dan 
adanyasketerkaitari hubungan antara 
konflik “atas, kekayaan dan otoritas 
politik. Konteks oligarki yang dibangun 
Hadiz, dan “Robison di Indonesia 
yaitu. terkait kemunculan kebijakan 
desentralisasi pasca-Orde Soeharto. 


Mereka melihat desentralisasi 
menjadi jalan alternatif bagi kekuasaan 
politik rezim Orde Baru Soeharto 
untuk melancarkan ekspansi wilayah 
hingga ke tingkat lokal. Artinya, aturan 
main yang berlaku tetaplah memakai 
aturan main Orde Baru Soeharto. 
Hanya berubah secara kelembagaan, 
sedangkan tatanan dan perilaku aktor 
politik masih belum berevolusi. 


Secara komprehensif, buku 
ini juga menyorot konteks politik 
lokal yang tampaknya mengalami 
perubahan. Pasalnya ketika Hadiz 
dan Robison mengenalkan konsep 
oligarki yang berdasar pada UU 
No.22/1999 saat itu, dan kemudian 
mengalami amandemen dengan 
diberlakukannya pilkada langsung 
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melalui UU No.32/2004 dan UU No. 
8/2015, hal ini membuat penulis atau 
peneliti dalam bunga rampai tidak bisa 
selamanya berpacu pada konsep yang 
dibawa Hadiz dan Robison. Karena 
dinamika politik lokal yang terjadi di 
Indonesia terus bergerak dan penulis 
membutuhkan persepektif lain untuk 
mematangkan argumentasi tulisan. 


Hebatnya tulisan dalam buku ini, 
tidak hanya menghadirkan kelompok 
kelas atas dan menengah, melainkan 
juga melibatkan kelompok-kelompok 
subordinat dalam menggerakkan 
dinamika politik lokal. Sependapat 
dengan Edward Aspinall, buku ini 
menjunjung potensi kelompok 
kelas bawah termasuk civil society 
organization (CSO) di daerah yang 
bersangkutan dalam upaya mendorong 
demokratisasi di bawah kepemimpinan 
perempuan kepala daerah. 


Padahal dalam sebuah “sistem 
demokrasi, pemimpin harus,merunut 
tiga macam akuntabilitas. Pertama, 
akuntabilitas keterpilihan vertical 
(vertical electoral accountability), yaitu 
dihasilkan dari pemilihan umum yang 
jujur, institusional. "Dimana warga 
dapat memilih pemimpin dengan 
bebas tanpa “adanya paksaan dari 
pihak tertentu. Kedua, akuntabilitas 
masyarakat (societal accountability), 
yaitu warga negara dapat menempuh 
jalur hukum untuk menggugat pejabat 
public yang melanggar hukum. Ketiga, 
akuntabilitas horizontal (horizontal 
accountability) yaitu lembaga negara 
memiliki kewenangan dalam mencegah 
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dan menindaklanjuti para pejabat yang 
melanggar hukum. 


Menurut O'Donnel, rendahnya 
mutu sebuah demokrasi yakni ditandai 
dengan keberagaman akuntabilitas 
masyarakat dan horizontal, dimana 
masyarakat tidak memiliki karakter 
kritis dan dibarengi kelembagaan 
negara yang berfungsi lemah. O'Donnel 
juga menegaskan betapa..pentingnya 
konteks sosial, dimana tidak ada 
intervensi ' dari, negara“ maupun 
pihak tertentu, sehingga “masyarakat 
mendapatkan jaminan” hukum serta 
lingkungan sosial yang ramah terhadap 
keberagaman akuntabilitas sistem 
demokrasi. Dengan kata lain, mutu 
demokrasi tidak hanya ditentukan oleh 
kualitas politik saja, melainkan juga 
kualitasamasyarakatnya. 


Images by PinterPolitik.com 


Membangun Narasi Perempuan dan 
Politik 


Tujuan lain dari penyusunan 
buku ini yaitu, menganalisis bagaimana 
kinerja dua tokoh perempuan 
yang menjadi kepala daerah selain 
membangun demokratisasi lokal, juga 
melihat kinerja mereka terkait program 
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kepentingan praktis gender. Mengingat 
subjek utama dalam kajian ini adalah 
perempuan kepala daerah. Apakah 
kinerja mereka dapat mewujudkan 
narasi substantif perempuan 
(substantive narratives of women) 
atau hanya sebatas narasi simbolis 
perempuan (symbolic narratives of 
women) saja? 


Munculnya faktor kekerabatan 
(familial ties) cenderung mempunyai 
definisi politik klasik yang bias gender. 
Setelah membaca hasil penelitian 
dalam buku ini, Familial ties pada 


kepemimpinan perempuan seakan- 
akan memberikan kesan bahwa 
perempuan dapat menampakkan 


eksistensinya melalui fasilitas yang 
diberikan oleh laki-laki. Dengan kata 
lain, kepemimpinan perempuan saatitu 
hanyalah sebuah paradoks, dan bukan 
semata-mata untuk menggerakkan 
praktis gender. 


Tiga filsuf besar yaitu Aristoteles, 
Socrates dan Pluto juga cenderung 
melihat perempuan'sdalam pusaran 
politik menjadi "kelompok masyarakat 
kelas dua. Di. mana laki-laki berhak 
mengambilperananpenting, sementara 
perempuan'.tidak bisa"bahkan tidak 
boleh terlibatwdalam dunia politik, 
karena mutlak, tempatnya perempuan 
adalah ranah domestik atau dalam 
ruang privat, misalnya saja dalam 
keluarga. Pernyataan inilah yang 
terus menghambat perempuan untuk 
berpartisipasi dalam politik formal 
hingga detik ini. 
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Melalui buku ini, pembaca 
dipaksa untuk membuka wawasan 
baru terkait perempuan dan politik. 
Tim penulis bunga rampai juga 
berusaha menampilkan pengalaman 
perempuan. Terlebih, hidup pada abad 
21 peradaban terus melaju, dimana 
abad 21 juga sering disebut Abad 
Perempuan. Ini artinya, perempuan 
di seluruh dunia akan. memiliki peran 
dan posisi yang strategis dalam proses 
berpolitik. Baik sebagai “pengambil 
kebijakanedi pemerintahan maupun 
eksis sebagaiswpemimpit- oposisi dalam 
proses demokrasi Internasional. 


Keterpilihan»— Airin Rachmi 
Diany sebagai “Wali Kota memang 
menjadi- mata pisau bagi masa depan 
masyarakat Tangsel. Sampai-sampai, 
Tangsel-identik dengan kiprah politik 
perempuannya. Meskipun dibalik 
kemenangannya,  diributkan oleh 
beberapa pihak untuk kepentingan 
kekuasaan politik lokal. 


Apabila ditinjau dari konteks 
keluarga Airin, ia berkelindan erat 
dengan peran besar Chasan Shohib 
di Banten. Siapakah Chasan Shohib? 
Ia merupakan mertua Airin yang 
terkenal sebagai pemimpin kekuasaan 
kharismatik — tradisional — jawara. 
Maksudnya, Chasan Shohib adalah 
oligark terbesar sejak masa Orde Baru. 
Ia juga pernah menjalin hubungan 
kedekatan bisnis politik dengan 
Soeharto sebagai patronnya dan 
menggunakan pendekatan kekerasan 
untuk melancarkan ekspansi wilayah 
demi mengamankan kepentingan 
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bisnis. 


Semenjak terjadinya peristiwa 
Mei 1998 dan merebaknya politik 
elektoral Pilkada langsung 2005, 
kondisi tersebut memaksa Chasan 
untuk memutar otak. Yang mulanya 
menggunakan pendekatan kekerasan 
seketika berubah menjadi non- 
kekerasan yang sengaja diarahkan 
untuk menguasai posisi-posisi politik 
pemimpin formal. 


Taktik tersebut diimplementasikan 
Chasan melalui anaknya yang bernama 
Wawan, yaitu suami Airin. Disini, 
Wawan selaku pimpinan kunci dengan 
perlahan mampu menunggangi posisi- 
posisi politik formal di empat daerah 
Provinsi Banten dan menjadi patron 
lokal terkuat. Airin salah satunya, 
menjadi subjek politik yangditunggangi 
Wawan dan Chasan untuk memperkuat 
basis jejaring oligarki lokal: 


Airin dilirik dang, digadang: 
gadang mampu menempati, kursi 
kepemimpinan lokal karena ia 
memiliki “paket” /lengkap Ydengan 
berbagai modal.yang dipunyainya. Dari 
mulai modal,individunya saja sudah 
kuat, Airin “berpendidikan S2, latar 
belakang keluarganya «yang bagus, 
mempunyai pekerjaan tetap, diiringi 
dengan skill komunikasi yang bagus, 
dan mempunyai sisi kepribadian 
yang menarik. Kemudian ditambah 
dengan modal sosial, Airin terkenal 
berprestasi, populer karena pernah 
menjadi Puteri Indonesia Favorit 
tahun 1996, dan menjadi istri Wawan. 
Kemudian dilihat dari modal material 
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yang ia punya, ada sang suami yang 
juga menjadi pengusaha serta menjalin 
relasi dengan pengusaha lain. Yang 
terakhir, ia juga memiliki modal politik, 
yaitu dapat memasuki keluarga Chasan 
dan pernah menyalonkan dirinya 
sebagai calon wakil bupati Kabupaten 
Tangerang 2008. 


Airin memang dipandang oleh 
Masyarakat Tangsel “sebagai sosok 
Wali Kota yang baik, lembut, dan dekat 
dengan warganya, termasuk ibu-ibu 
dan juga anak-anak. Namun di lain 
sisi, Airin menemui babak baru dalam 
kepemimpinannya.“4a ditagih untuk 
merealisasikan «beberapa agenda 
kebijakannya, “misalnya permasalahan 
perempuan dan anak. Memang, selama 
dua .periode kepemimpinan Airin, 
selalu memprioritaskan pembangunan 
infrastruktur yang berkelanjutan. 
Tentu hal ini adalah bagian dari cara 
mempertahankan kepentingan bisnis 
politik yang ia kelola bersama suami. 


DisinilahAirin sebagai perempuan 
tampak seperti dikendalikan, dan masih 
kesulitan untuk melepaskan diri dari 
bayang-bayang sang suami, Wawan. 
Secara profesional, seharusnya dia 
berhak memegang erat independensi 
dan melahirkan prestasi-prestasi baru 
yang ia kerjakan bersama jajarannya. 


TPEMILIHAN 3g 


UMUM 


Edisi 53 Tahun 2022 


Nisrina Khairunnisa 


Begitupun dengan Anna 
Sophanah. Keberhasilan Indramayu 
menampilkan perempuan sebagai aktor 
politik lokal, terlebih menjadi seorang 
pemimpin merupakan sebuah prestasi 
baru. Namun, sama halnya dengan 
Airin, Anna terlahir dari rahim oligarki 


di tengah demokratisasi. Sejumlah 
kebijakan terkait kesejahteraan 
sosial dan perlindungan terhadap 


perempuan dan anak dirasa masih 
belum bisa maksimal. Di Indramayu, 
tingkat pendidikan yang rendah, 
kemiskinan perempuan dan angka 
buta huruf masih menjadi pekerjaan 
rumah bagi Anna beserta jajarannya 
untuk melahirkan inovasi-inovasi baru. 


Misi pemerintahan Airin dan Anna 
terkaitperempuandananaksebenarnya 
sudah menggambarkan adanya 
kepentingan strategis dan praktis 
gender. Sayangnya, mereka sama-sama 
masih ditagih untuk merealisasikan 
dan mengimplementasikan, kebijakan: 
kebijakan tersebut. Sejauh “ini, kiprah 
Airin dan Anna, ,sebagai “kepala 
daerah masih,sebatas narasi Simbolis 
perempuan ' (symbolic narratives of 
women) dan belum sampai pada narasi 
substantive sperempuan (substantive 
narratives of women), 


Sampai di penghujung tulisan, 
meskipun buku ini merupakan hasil 
penelitian, bahasa yang digunakan 
sangat mudah dipahami pembaca 
yang masih awam terkait politik dan 
gender. Argumentasi yang dibangun 
oleh tim penulis juga sangat kuat 
disertai dengan penjelasan-penjelasan 
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ilmiah dari para pakar politik dan 
gender, Namun, karena memang 
fokus utama buku ini adalah kajian 
penelitian, mungkin beberapa orang 
ada yang kurang tertarik jika harus 
melihat angka-angka dan tabel yang 
tersematkan dalam buku. 


Tidak perlu khawatir, buku ini 
mampu mengemas daftar tabel dan 
angka tersebut menjadi.narasi yang 
ciamik sehingga pembaca tidak perlu 
membaca ulang, apa-apa. yang ada 
dalam tabel. Karenastabel yang berupa 
data dan angka 'itu merupakan sebuah 
bukti'bahwa.penelitian tersebut benar- 
benar dilakukansbukan hanya sekedar 
Opini belaka. 
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